
 

1 | H P P T  U K I  2 0 2 1  
 

 

  

  

 

 

 

 

Pengumuman Proposal Pemenang/Lolos 
HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

HPPT UKI 2021-2022 

NOMOR: 946/LPPM.UKI/PPM.2.1/2021 

 

 

Sehubungan dengan telah selesainya proses seleksi (administrasi dan review melalui seminar) 

proposal Hibah Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Kristen Indonesia  (HPPT UKI) 2021-

2022, maka melalui surat ini kami informasikan daftar proposal (nama peneliti dan judul 

penelitian) yang lolos dan didanai dengan anggaran HPPT UKI 2021-2022 adalah sebagai berikut:  

 

No Nama Judul Penelitian 

1 Angel Damayanti, 

Verdinand R. Siahaan, 

Darynaufal Mulyaman 

Islamofobia di Kawasan Indo Pasifik: Dampak 

terhadap Keamanan Nasional dan Kawasan serta 

Strategi Penanggulangannya 

2 Manotar Tampubolon, Rospita 

Adelina Siregar, Hadje 

Cresencio Sadje 

Law and Religious Freedom of Minority Religion: A 

Comparative Study of Indonesia, Malaysia and The 

Philippines 

3 Adolf B. Heatubun, 

Poerwaningsih S. Legowo 

Analisis Guncangan Ekspor Terhadap Pertumbuhan 

Produksi Industri Manufaktur Indonesia dan Risiko 

Ekonomi yang Ditimbulkan 

4 Lamhot Naibaho, 

Bernadetha Nadeak 

Developing Self-regulated based Project and 

Innovation (SbPI) Learning Strategy and Integrated 

Learning Management System Software 

5 Dhaniswara K. Harjono, 

Ago Harlim, 

Hulman Panjaitan 

Legal Protection for Vaccine Recipient Consumers: 

Perceptions of Health Workers and Non-Health 

Workers Post-Covid-19 Vaccination 



 

2 | H P P T  U K I  2 0 2 1  
 

6 Osbin Samosir 

Fransiskus X. Gian Tue Mali 

Indah Novitasari 

Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu dalam 

Mendukung Pertumbuhan Demokrasi Indonesia Pasca 

Reformasi: Studi Putusan Sidang Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu Tahun 2012 hingga 2021 pada 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 

7 Aartje Tehupeiory 

Ratih Lestarini, 

Haposan S. Raja Sinaga 

Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Mafia Tanah 

Melalui Pengoptimalan Peran Satgas Mafia Tanah 

 

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih. 

 

       

 

 

 

 

 

Catatan: 

1. Pertemuan dalam rangka koordinasi LPPM dengan Tim Pemenang akan dilaksanakan pada hari 

Senin, 08 November 2021 secara daring (waktu dan link zoom meeting akan diinformasikan 

kembali). 

2. Tim Pemenang diharapkan melakukan revisi terhadapat proposal sesuai dengan arahan 

reviewer (pada saat pelaksanaan seminar proposal) dan mengirimkan kembali hasil revisi 

tersebut paling lambat hari Kamis, 11 November 2021 melalui email outlook lppm@uki.ac.id  

3. Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada hari Jumat, 12 November 2021 (dengan 

catatan revisi proposal telah diterima oleh panitia HPPT UKI 2021). 

Menyetujui, 

Ketua LPPM UKI 

 

 

 

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H., M.H., 

CIQaR., CIQnR. 

Jakarta, 03 November 2021 

Ketua Pelaksana Hibah 

 

 

 

Elferida Sormin, S.Si., M.Pd. 

CIQaR. 
 

mailto:lppm@uki.ac.id


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT TUGAS 

Nomor : 575/UKI.F7.D/PP.1.6.4/2021 

 

Pjs.Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia menugaskan yang 

tersebut di bawah ini : 

 

No. Nama Jabatan NIDN/NIM 

1. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., 

Ph.D 

Ketua Peneliti 0324107703 

2. Dr. Verdinand R. Siahaan, M.Soc. Sc Anggota 0314038602 

3. Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si Anggota 031209199302 

4. Andrew M. Effendi Mahasiswa Ilmu Hubungan 

Internasional 

1870750003 

5. Andrew Taarega Mahasiswa Ilmu Hubungan 

Internasional 

1970750023 

6. Ruthgama Josephine Mahasiswi Ilmu Hubungan 

Internasional 

1970750065 

7. Yesi Riana Mahasiswi Ilmu Hubungan 

Internasional 

2070750047 

                          

Untuk melakukan Penelitian Hibah UKI tahun 2021 dengan judul “Islamofobia di Kawasan Indo 

Pasifik: Dampak terhadap Keamanan dan Strategi Penanggulangan di Kawasan Indo-Pasifik” 

yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 - 30 Juli 2022. 

 

Demikian Surat Tugas ini dibuat, agar digunakan sebagaimana maksud dan tujuannya. 

    

        Jakarta, 18 November 2021 

            Pjs. Dekan, 

 

 

  

                                                                                   

                                  

                                                                                

                                           Dr. Verdinand Robertua, S.Sos.,M.Soc., Sc 

Tembusan: 

1. Pjs.Wakil Dekan Fisipol UKI 

2. Kaprodi IHI  Fisipol UKI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAPORAN PENELITIAN 

 

Hibah Penelitian Perguruan Tinggi – UKI 

Tahun Pendanaan 2022 

 

 

 

 

 

 

“ISLAMOFOBIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK:  

DAMPAK TERHADAP KEAMANAN DAN STRATEGI 

PENANGGULANGANNYA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Peneliti: 

Angel Damayanti, PhD (0324107703) – Prodi HI 

Dr. Verdinand R. Siahaan, M.Soc. Sc (0314038602) – Prodi HI 

Darynaufal Mulyaman, M.Sc. (031209199302) – Prodi HI 

  

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

2022 



 i 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Penelitian  : Islamofobia di Kawasan Indo-Pasifik: Dampak Terhadap  

  Keamanan dan Strategi Penanggulangannya 

2. Ketua Peneliti  :  

a. Nama lengkap : Angel Damayanti, PhD 

b. Jabatan  : Lektor Kepala 

c. Program Studi : Hubungan Internasional 

d. Alamat surat  : Komp. Griya Bintara Indah Blok SS 2 No. 1  

  Bekasi Barat 17134 

e. Telpon Kantor/Hp : 021 8092425/081280131576 

f. Faksimili  : 021 8092425 

g. E-mail  : angel.damayanti@uki.ac.id 

3. Bidang Ilmu Peneliti : 

Ketua Peneliti  : Hubungan Internasional (Keamanan Internasional) 

Anggota Peneliti 1 : Hubungan Internasional (Politik Lingkungan Global) 

Anggota Peneliti 2 : Hubungan Internasional (HI di Asia Tenggara & Asia 

Timur) 

Mahasiswa  : 1. Andrew M. Effendi (Mahasiswa HI – NIM 

1870750003) 

      : 2. Andrew Taarega (Mahasiswa HI – NIM 1970750023) 

      3. Ruthgama Josephine (Mahasiswa HI – NIM 

1970750065) 

      4. Yesi Riana (Mahasiswa HI – NIM 2070750047) 

Lokasi Penelitian  : Jakarta 

4. Waktu Penelitian  : 9 bulan 

5. Dana yang diusulkan : Rp. 50.000.000,- 

 

 

                     Disetujui oleh                

     Ketua LPPM UKI               Ketua Tim Peneliti 

  
   (Dr. Aartje Tehupeiory, SH., MH)       (Angel Damayanti, PhD) 

 

 

Mengetahui 

Rektor UKI 

 
(Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA) 



 ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang karena kasih 

dan karunia-Nya telah memampukan para penulis menyelesaikan penelitian yang 

berjudul Islamofobia di Indo-Pasifik: Dampak terhadap Keamanan dan Strategi 
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ISLAMOFOBIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK:  
DAMPAK TERHADAP KEAMANAN DAN STRATEGI 

PENANGGULANGANNYA 
 

Abstrak Penelitian 

Fenomena menguatnya radikalisme, terorisme dan aksi intoleransi yang 

mengatasnamakan agama Islam menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia 

selama dua dekade terakhir, termasuk Indonesia. Bukan hanya radikalisme yang 

berkembang menjadi aksi terorisme dan intoleransi saja yang menjadi masalah, namun 

munculnya ketakutan serta sentimen anti Islam dan umat Islam sebagai akibat dari 

radikalisme dan aksi terorisme tersebut belakangan ini juga menimbulkan tantangan 

tersendiri. Islamofobia yang muncul pada akhirnya malah membahayakan umat Islam 

itu sendiri atau menimbulkan ketegangan antar umat beragama terutama di negara-

negara yang identitas agama masyarakatnya beragam. Isu rasialisme terhadap 

masyarakat Turki yang beragama Islam di Eropa, serangan dan penolakan terhadap 

warga etnis Rohingya di Myanmar serta penembakan terhadap umat Islam yang sedang 

bersembahyang di dua masjid di Selandia Baru oleh warga Australia menunjukan 

bahaya dari menguatnya sentimen Islamofobia terhadap umat Islam. 

Kondisi inilah yang melatarbelakangi para peneliti untuk meneliti perkembangan 

Islamofobia di kawasan Indo-Pasifik. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan untuk 

menjelaskan mengapa terjadi Islamofobia dan dampak yang terjadi sebagai akibat dari 

munculnya fenomena Islamofobia terutama terhadap keamanan nasional dan strategi 

penganggulangannya. Penelitian ini dilakukan dengan empat tujuan, yaitu: 

1. Memberikan gambaran tentang fenomena Islamofobia yang terjadi terutama 

setelah maraknya serangan kelompok terorisme menggunakan simbol agama 

Islam.  

2. Menjelaskan mengapa Islamofobia terjadi dengan mengambil contoh kasus dari 

negara-negara India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. 

3. Menjelaskan dampak dari Islamofobia yang terjadi di negara-negara di atas dan 

secara spesifik terhadap keamanan nasional dan keamanan manusia. 

4. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pemerintah negara, termasuk 

pemerintah Indonesia mengenai strategi dan langkah-langkah yang perlu diambil 

untuk mengatasi Islamofobia. 

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan metodologi 

campur antara kualitatif dan kuantitatif, terutama dengan studi kasus dan kuesioner. 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primner merupakan 
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hasil kuesioner, focused group discussion (FGD) dan wawancara baik secara tatap 

muka maupun secara jarak jauh dengan para narasumber di negara-negara yang diteliti. 

Data primer ini juga dilengkapi dengan data-data sekunder yang berasal dari berbagai 

sumber pustaka untuk kemudian ditriangulasi sehingga memperkaya informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Dari penelitian yang akan dilakukan ini, pada akhir laporan peneliti menargetkan 

akan menghasilkan luaran dalam bentuk: 

1. Tulisan artikel yang diharapkan dapat diterbitkan dalam Jurnal Internasional 

Bereputasi dengan SJR > 0.15 

2. Tulisan artikel yang akan dipublikasikan dalam Konferensi Internasional yang 

menghasilkan luaran prosiding terindeks Scopus atau dalam jurnal nasional 

terakreditasi. 

3. Laporan akhir penelitian yang dikembangkan untuk menjadi buku dan terdaftar 

HAKI. 

Penelitian ini adalah penelitian ilmu sosial humaniora dengan kajian ilmu Hubungan 

Internasional/Keamanan Internasional yang fokus pada ancaman keamanan manusia, 

keamanan nasional dan internasional serta strategi penanggulangan terhadap dampak 

yang timbul. Untuk itu, penelitian ini lebih diarahkan pada riset terapan pada Tingkat 

Kesiapterapan Teknologi (TKT) 6 yang menghasilkan demonstrasi model atau prototipe 

sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan. Penelitian ini diharapkan akan 

menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang ditawarkan kepada pemerintah 

Indonesia untuk menanggulangi masalah Islamofobia yang menguat pada dua dekade 

belakangan ini berdasarkan analisis dari fenomena Islamofobia di beberapa negara 

Indo-Pasifik. 

 

Kata kunci: Islamofobia, Indo-Pasifik, radikalisme, keamanan nasional, keamanan 

manusia. 
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ISLAMOFOBIA DI KAWASAN INDO-PASIFIK: DAMPAK TERHADAP 

KEAMANAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Meningkatnya aksi terorisme dan radikalisme yang menggunakan atribut 

agama Islam pasca serangan Al Qaeda di Amerika Serikat (AS) pada September 

2001 telah menimbulkan ketakutan terhadap Islam atau yang disebut dengan 

Islamofobia. Islamofobia ini juga bahkan memicu penolakan, kebencian dan 

sentimen anti Islam di berbagai negara, terutama di Eropa Barat dan Asia Pasifik. 

Rasa benci tersebut kemudian berkembang menjadi kekerasan terhadap umat 

Islam yang dibiarkan oleh pemerintah bahkan sepertinya didukung oleh 

pemerintah melalui kebijakan dan peraturan yang ada. Pemerintah Perancis dan 

Austria misalnya telah mengambil sikap diskriminatif terhadap umat Islam 

dengan mengeluarkan peraturan yang sangat membatasi cara beribadah umat 

Islam di tatanan publik di negara mereka. (Laveda 2021)  

Sentimen Islamofobia juga meningkat di Myanmar dengan adanya sikap 

anti Rohingya yang didukung oleh pemerintah dan pemimpin agama Buddha di 

negara itu. Kebencian terhadap umat Islam juga terjadi di New Zealand ketika 

terjadi penembakan terhadap sejumlah Muslim yang sedang bersembahyang di 

dua Mesjid yang berbeda. Serangan pada tahun 2019 ini dilakukan oleh seorang 

pemuda Australia, Brenton Tarrant, yang diduga merupakan pendukung 

kelompok white supremacy; kelompok yang mengagungkan orang-orang yang 

berkulit putih dan menganggapnya lebih superior dibandingkan ras lain. Kondisi 

seperti ini sangat merugikan umat Islam dan dapat membahayakan kehidupan 

bermasyarakat terutama di negara yang penduduknya majemuk dalam hal 

agama. Jika dibiarkan, kondisi ini juga dapat mengancam keamanan manusia, 

nasional, regional dan internasional. 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran yang 

jelas tentang fenomena munculnya kecurigaan dan ketakutan bahkan hingga 

memicu kebencian atau phobia terhadap umat Islam di beberapa negara. 

Penelitian ini akan membahas fenomena Islamofobia di lima negara di kawasan 
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Indo-Pasifik yang memiliki rona agama mayoritas penduduknya yang berbeda-

beda, yaitu India dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu, Myanmar-

Thailand dengan penduduk mayoritas beragama Buddha, Korea Selatan yang 

mayoritas tidak beragama,  Buddha dan Kristen, serta Indonesia yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam. Secara spesifik, penelitian ini hendak 

menunjukan dampak dari Islamofobia terhadap keamanan manusia dan 

keamanan nasional Indonesia. Pada bagian akhir, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari 

Islamofobia di level nasional. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab sejumlah pertanyaan: 

1. Mengapa muncul fenomena Islamofobia di negara-negara di 

kawasan Indo-Pasifik, terutama di India, Myanmar, Thailand, Korea 

Selatan dan Indonesia? 

2. Bagaimana dampak Islamofobia terhadap keamanan 

manusia/keamanan insani dan keamanan nasional negara-negara 

di Indo-Pasifik?  

3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil oleh pemerintah 

untuk mengatasi masalah keamanan manusia dan keamanan 

nasional yang timbul akibat Islamofobia? 

 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Mengambarkan penyebab munculnya fenomena Islamofobia di 

negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, terutama di India, 

Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. 

2. Menjelaskan dampak Islamofobia terhadap keamanan manusia dan 

keamanan nasional di negara-negara di Indo-Pasifik. 

3. Memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis yang perlu 

diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah keamanan 

manusia dan keamanan nasional yang timbul akibat Islamofobia. 
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Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi, intelektual dan 

masyarakat umum tentang terjadinya Islamofobia di Indonesia dan 

negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. 

2. Memperdalam wawasan para pembuat kebijakan terhadap kajian 

strategis keamanan manusia dan keamanan nasional yang terkait 

Islamofobia di Indonesia dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.  

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi laporan 

sekaligus juga bahan pertimbangan dan masukan bagi pengambilan 

kebijakan bagi pemerintah negara Indonesia dalam menyikapi 

Islamofobia yang muncul di dalam masyarakat. 

 

Urgensi Penelitian 

Penelitian tentang Islamofobia di Kawasan Indo-Pasifik: Dampak Terhadap 

Keamanan dan Strategi Penanggulangannya ini penting untuk dilakukan, 

terutama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal ini mengingat 

Indonesia telah mengalami banyak serangan terorisme dan aksi radikalisme 

berbasiskan agama Islam sejak akhir tahun 1990an. Meskipun agama Islam tidak 

bisa dianggap sebagai satu entitas di Indonesia ataupun di negara lain, namun 

tampaknya belum semua masyarakat memahami perbedaan tentang aliran 

dalam agama Islam ini secara detail dan menyeluruh. Tanpa pemahaman yang 

tepat tentang Islam dan umat Islam, maka ketakutan serta sentimen anti-Islam 

dan Islamofobia dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan memicu 

ketegangan di antara umat beragama serta mengancam keamanan nasional. 

Ketegangan antara umat Islam dan umat beragama lainnya dapat meningkat, 

terutama di wilayah-wilayah di mana umat Islam merupakan warga minoritas. Hal 

ini dapat menimbulkan instabilitas yang mengarah pada ketegangan dan konflik 

seperti yang pernah terjadi pada akhir tahun 1990an di Poso dan Ambon. Itu 

sebabnya, penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam untuk memahami 

Islamofobia yang terjadi di banyak negara saat ini, termasuk di Indonesia. 

Penelitian ini juga akan menyelidiki kasus fenomena Islamofobia di 

beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik, seperti India, Myanmar, Thailand, 
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Korea Selatan, dan Indonesia. Kecuali Indonesia, negara-negara yang akan 

dikaji di kawasan Indo-Pasifik tersebut bukanlah negara dengan mayoritas 

penduduk beragama Islam. Mayoritas penduduk India beragama Hindu, 

mayoritas penduduk Myanmar dan Thailand beragama Buddha, serta mayoritas 

penduduk Korea Selatan yang tidak beragama (atheis) dan Buddha serta Kristen. 

Namun demikian, menarik untuk dikaji karena negara-negara di atas, kecuali 

Myanmar, adalah negara demokrasi yang menganut prinsip penghormatan 

terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan memeluk agama dan 

beribadah. Dengan mempelajari fenomena Islamofobia di negara-negara 

tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan catatan penting bagi 

pemerintah dan masyarakat Indonesia tentang cara untuk mencegah dan 

menanggulangi dampak Islamofobia terhadap keamanan manusia dan 

keamanan nasional. 

 

Keterkaitan dengan Renstra Penelitian dan Nilai-Nilai UKI 

Penelitian tentang Islamofobia ini penting untuk dilakukan karena akan 

meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen di UKI. Hal merupakan 

bagian dari Rencana Strategis Penelitian UKI dan upaya pencapaian visi misi 

khususnya pada bagian meningkatkan mutu penelitian yang terpublikasi tingkat 

nasional dan internasional. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan 

masukan bagi pemerintah Indonesia dalam menciptakan kehidupan yang 

harmonis di antara umat beragama di Indonesia, yang merupakan bagian dari 

tema penelitian di UKI. Selain itu, UKI diharapkan dapat menjadi rujukan bagi 

pemerintah Indonesia dan internasional khususnya untuk isu-isu yang berkaitan 

dengan pencegahan radikalisme, intoleransi dan aksi terorisme. Melalui 

penelitian ini, para peneliti UKI dapat berperan dalam menciptakan perdamaian 

dan keamananan di tingkat nasional, regional dan internasional melalui 

rekomendasi kebijakan dan publikasi yang dilakukan pada akhir penelitian.   
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TINJAUAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI 

Tinjauan Pustaka 

Meskipun pembahasan terkait Islamofobia belum terlalu banyak dan isu ini relatif 

masih baru terutama di Indonesia, ada sejumlah penelitian tentang Islamofobia 

yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian ini menjadi pengetahuan 

awal serta bahan pertimbangan bagi para penulis dalam menyusun penelitian ini. 

Beberapa penelitian dan publikasi yang telah dilakukan banyak menyorot pada 

permasalahan munculnya Islamofobia di kawasan Asia Tenggara, seperti 

Thailand, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia, dan menjelaskannya dari berbagai 

perspektif. Penelitian lainnya membahas mengapa Islamofobia terjadi di 

kawasan Asia Selatan terutama di India. Berbagai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, pada umumnya menjelaskan sejarah munculnya dan penyebab 

terjadinya Islamofobia di sejumlah negara. Para peneliti menjelaskan sejumlah 

faktor yang menjadi pemicu terjadinya fenomena Islamofobia ini, termasuk 

masalah sosial, ekonomi, politik dan keberpihakan pemerintah dalam hal 

kebijakan kepada umat Islam di negaranya. 

Mohamed Nawab Bin Mohamed Osman misalnya dalam tulisannya 

“Understanding Islamophobia in Asia: The Cases of Myanmar and Malaysia” 

pada tahun 2017 menjelaskan tentang bagaimana Islamofobia terjadi di 

Myanmar dan Malaysia. Nawab menyebutkan bahwa Islamofobia yang 

berkembang di Asia, khususnya di kedua negara tersebut di atas terjadi lebih 

banyak disebabkan karena adanya masalah sosial, gap ekonomi dan kondisi 

politik di dalam negerinya. Kondisi ini terus berlangsung dan berkembang hingga 

memunculkan sentimen anti-Islam serta Islamofobia di dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari di kedua negara tersebut. Selain itu, Nawab juga 

mencatat bahwa Islamofobia di Myanmar dan Malaysia berkembang dengan 

latar belakang sejarah yaitu adanya migrasi etnis yang dilakukan oleh pemerintah 

Inggris pada masa kolonialisme di dua negara tersebut. 

Meskipun kedua negara memiliki latar belakang sejarah yang hampir sama 

pada masa pendudukan Inggris dan memicu terjadinya Islamofobia, namun ada 

beberapa hal yang membedakan fenomena yang terjadi di antara keduanya. Di 

Myanmar, muncul faktor penyebab secara khusus seperti berkembangnya 
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gerakan ekstrimis Buddha yang dipimpin para biksu di Myanmar. Sedangkan di 

Malaysia, munculnya Islamofobia secara khusus disebabkan karena adanya 

dominasi etnis Melayu yang beragama Islam dan kebijakan serta tindakan 

afirmatif berbasis ras yang dijalankan oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan ini 

dirasa jauh lebih menguntungkan dan memberikan fasilitas bagi warga Melayu 

Islam dibandingkan bagi warga dengan etnis dan agama lain. Dalam tulisannya 

ini, Nawab menyimpulkan bahwa Islamofobia di kawasan Asia telah berkembang 

melalui sejarah kolonialisme, kebijakan rasial pemerintahan paska kolonial dan 

politisasi agama. 

Terkait Islamofobia di Myanmar, Penny Green menegaskan dalam 

artikelnya yang berjudul “Islamophobia: Burma’s racist fault-line” dan dimuat di 

jurnal Race & Class, Vol. 55, No. 2 pada tahun 2013 bahwa Islamofohobia 

ternyata sudah mengakar dengan sangat kuat di Myanmar. Fenomena ini 

menjadi tidak terkendali bukan hanya terhadap etnis Rohingya namun juga 

seluruh umat Muslim yang ada di Myanmar. Kebijakan pemerintah negara 

Myanmar ditambah dengan ketidakpedulian kepala pemerintahan semakin 

memperburuk keadaan yang ada. Diskriminasi dan kekerasan terhadap umat 

Islam terus terjadi karena mereka dianggap bukan sebagai bagian dari warga 

Myanmar yang dibangun atas dasar nasionalisme Buddha. Bahkan Green 

menegaskan bahwa Islamophobida dan rasisme yang terjadi di Myanmar sudah 

termasuk dalam kategori Islamofobia yang dilembagakan lewat politik dan 

kebijakan negara yang diskriminatif terhadap umat muslim dinegara tersebut. 

Islamofobia yang terjadi di Myanmar menimbulkan dampak trauma 

mendalam bagi warga Rohingya. Hal ini ditegaskan oleh Salman Majeed dalam 

tulisannya, “Islamophobia and the Mental Health of Rohingya Refugees,” yang 

dimuat dalam jurnal Islamophobia and Psychiatry pada tahun 2019. Tulisan ini 

menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah muslim Rohingya menjadi etnis 

minoritas yang tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar. Akibat tidak adanya 

pengakuan tersebut, warga Rohingya rentan mendapatkan diskriminasi serta 

penindasan bukan saja dari warga masyrakat tetapi juga dari pemerintah 

setempat. Artikel ini berfokus pada dampak dari adanya diskriminasi dan sikap 

anti muslim terhadap minoritas Rohingya. Majeed menyimpulkan Islamofobia di 
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Myanmar telah menimbulkan trauma mendalam yang sangat berbahaya bagi 

kesehatan mental warga minoritas Rohingya.   

Berbeda dengan Myanmar, Malaysia adalah negara dengan penduduk 

mayoritas beragama Islam. Namun demikian, fenomena Islamofobia yang terjadi 

di kalangan umat Buddha seperti di Myanmar juga terjadi di Malaysia. Hal ini 

dijelaskan secara komprehensif oleh Ahmad Faizuddin Ramli, Jaffary Awang, & 

Zaizul Ab Rahman dalam tulisannya yang berjudul, “Identifying Islamophobia in 

Malaysian Buddhist Context,” dan dimuat dalam Journal of Islamic Sciences and 

Comparative Studies, Vol. 4, No. 2 pada tahun 2020. Menurut Ramli dkk, 

Islamofobia yang berkembang di Malaysia, khususnya di kalangan umat Buddha, 

berakar dari adanya pandangan negatif terhadap umat Muslim dan Islam. 

Adanya kebijakan Islamisasi yang dilakukan warga etnis Melayu dan didukung 

oleh kebijakan pemerintah juga menjadi akar perkembangan Islamofobia di 

Malaysia. Ketakutan dan ancaman yang dirasakan umat Buddha Malaysia 

mendorong mereka untuk berusaha mendominasi dan mendiskriminasi umat 

Islam di ranah politik maupun administratif. Meskipun Islamofobia yang ada di 

umat Buddha sudah berkembang cukup besar, namun Ramli dkk menyimpulkan 

bahwa Islamofobia di Malaysia relatif masih terkontrol karena masih ada umat 

Buddha yang memiliki toleransi terhadap agama lainnya. 

Hasil penelitian Nawab, Green, Ramli dkk di atas memberikan pemahaman 

mendasar bagi para peneliti tentang terjadinya Islamofobia di negara-negara 

khususnya di kawasan Asia Tenggara. Pemikiran-pemikiran di atas secara 

khusus bermanfaat untuk memberikan penjelasan secara historis penyebab 

munculnya Islamofobia, terutama di Myanmar dan Malaysia sekaligus menjadi 

bahan perbandingan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini. Namun 

demikian, peneliti tidak hanya berhenti pada pertanyaan mengapa terjadi 

Islamofobia di sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik, tetapi juga melihat lebih 

jauh pada dampak yang ditimbulkannya terhadap keamanan nasional dan 

keamanan di kawasan. Meskipun Salman Majeed menjelaskan dampak dari 

Islamofobia terhadap kesehatan mental warga Rohingya, namun tidak 

menjelaskan lebih luas lagi dampaknya terhadap keamanan nasional dan 

keamanan regional. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga tidak 
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menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah negaranya dan 

organisasi di kawasan untuk mengatasi masalah dan dampak yang terjadi akibat 

Islamofobia yang bisa merugikan umat Islam. Hal inilah yang akan dijelaskan 

secara komprehensif di dalam penelitian ini. 

Dalam bab 23 buku The Routledge International Handbook of Islamophobia 

yang berjudul Understanding Islamophobia in Southeast Asia, Mohamed Nawab 

bin Mohamed Osman berargumen bahwa Islamofobia di Filipina telah berakar 

lama dalam masyarakat Filipina dan ini merupkan akibat dari kebijakan yang 

diterapkan selama masa kolonial bangsa Spanyol di negara ini. Saat itu Spanyol 

menyebut umat Islam dengan sebutan “Moor”, yang memiliki arti ‘licik, kejam, liar, 

berbahaya, bajak laut, perampok.’ Spanyol terlibat peperangan dengan 

kelompok Muslim selama 300 tahun hingga abad ke-19, yang kemudian dikenal 

dengan Perang Moro. Salah satu upaya untuk menghapuskan umat Islam di 

Filipina, Spanyol berusaha untuk mengubah umat Muslim menjadi pemeluk 

agama Katolik. Spanyol juga menggunakan strategi ‘memecah belah dan 

menaklukan’ yang dilakukan dengan memisahkan secara geografis pemeluk 

agama Islam dan Katolik, sehingga muncul rasa saling tidak percaya di antara 

keduanya. Cara memerintah yang dilatarbelakangi Islamofobia ini tidak berhenti 

pada masa kolonial Spanyol saja, namun berlanjut hingga kepemimpinan 

Amerika Serikat di Filipina. (Nawab, 2019) 

Nawab (2019) juga berargumen bahwa pemicu lain dari Islamofobia pasca 

era kolonialisme di Filipina adalah adanya kelompok pemberontak yang 

beragama Islam di Pulau Mindanao, bagian Selatan Filipina. Konflik antara 

Pemerintahan Filipina dan Bangsa Moro yang telah berlangsung cukup lama 

menjadi alasan bagi pemerintah Filipina untuk memberikan inklusivitas anggota 

militer hanya kepada pemeluk Katolik. Bahkan pada tahun 2000, Pemerintah 

Pasig menerapkan sistem diksriminasi yang memberikan kartu identitas khusus 

bagi Muslim dengan alasan untuk mendeteksi kelompok teroris. Perilaku 

dikriminasi juga dilakukan pada level masyarakat dan bukan hanya level 

pemerintah saja. Sentimen anti-Muslim banyak ditemukan di media sosial dan 

terdapat juga resistensi terhadap perempuan yang memakai hijab atau niqab. 
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Hijab dan niqab dinilai sebagai simbol keterbelakangan, hingga beberapa guru 

dilarang untuk memakainya selama mengajar.  

Meskipun pemeluk Katolik adalah mayoritas di Filipina, namun Filipina 

bukanlah negara berbasis Katolik. Dalam Religious Freedom in the Philippines: 

From Legalities to lived Experience (2013), Jayeel Serrano Cornelio menuliskan 

bahwa kebebasan beragama telah menjadi poin utama dalam Konstitusi Filipina 

sejak tahun 1899. Pemisahan negara dan agama telah menjadi fondasi konstitusi 

dan telah berhasil diimplementasikan, khususnya pada masa pemerintahan 

Amerika di Filipina. Namun studi kualitatif yang dilakukan oleh psikolog 

perdamaian Macapagal dan Montiel (2007) menemukan bahwa umat Muslim 

merasa sebagai kelompok minoritas lebih sulit untuk diterima oleh kelompok 

mayoritas. Umat Islam merasa diasingkan oleh pemerintah dibanding pemeluk 

agama lainnya dan pelajar Muslim cenderung setuju bahwa pemerintah ‘telah 

merampas hak-hak kelompok Muslim atas kebebasan dan penentuan nasib.’ 

(Montiel 2007) Itu sebabnya, Cornelio berargumen bahwa langkah menuju 

pembentukan perdamaian sangat penting untuk diambil oleh pemerintah Filipina.  

Yang membedakan penelitian Nawab (2019) dan Cornelio (2013) dengan 

penelitian yang sedang dilakukan oleh para peneliti adalah bahwa kondisi 

Islamofobia hari ini berbeda dengan kondisi pada masa kolonialisme. Meskipun 

sejumlah negara di Indo-Pasifik memiliki latar belakang sejarah yang kurang baik 

dengan Islam, namun kedua penelitian di atas tidak memasukan variabel 

menguatnya radikalisme berbasis agama dan transnasionalisme Islam yang 

terjadi sejak tahun 1990an dan akhirnya mendorong terjadinya aksi terorisme 

berbasiskan Islam. Penelitian yang sedang dilakukan akan melihat sejumlah 

variabel yang menyebabkan terjadinya Islamofobia di negara-negara Indo-

Pasifik, terutama India, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan, 

termasuk faktor historis pada masa kolonialisme dan kondisi terkini terutama 

setelah terjadi serangan terorisme pada 11 September 2001 dan munculnya ISIS 

di tahun 2013. 

Berbeda dengan pandangan sejumlah akademisi yang melihat fenomena 

Islamofobia dari perspektif historis dan sosial politik, Rizki Amelia Fitriyani, 

Sabilul Maarifah Karmidi, dan Putri Estian melihat peranan media sebagai 



 10 

 

penyebab utamanya munculnya fenomena ini. Pada tahun 2015, ketiganya 

menulis “Terrorism and Islamophobia: Media Representation on Islam and the 

Middle East” dan menjelaskan secara detail bagaimana Islamofobia terjadi 

sebagai akibat dari stereotipe yang dibentuk oleh media terhadap umat Islam. 

Menurut artikel ini, yang terjadi belakangan setelah aksi terorisme pasca 2001 

adalah perilaku media Barat yang terus memberitakan informasi tentang aksi 

terorisme dan mengaitkannya dengan Islam. Akibatnya, muncul pandangan 

negatif terhadap Islam dan akhirnya memicu Islamofobia di masyarakat global. 

Tulisan ini juga mencoba menjelaskan bagaimana media punya peranan penting 

dalam mengubah pandangan dunia terhadap Islam dan Timur Tengah. Ketika 

media mengaitkan Islam dan Timur tengah dengan tindakan terorisme yang 

terjadi di berbagai negara, maka timbulah ketakutan masyarakat internasional 

terhadap Islam. Bahkan ketakutan itu juga meluas kepada setiap orang yang 

masuk ke dalam stereotipe Muslim yang diciptakan oleh media Barat tersebut. 

Penelitian ini secara spesifik menjelaskan penyebab munculnya 

Islamofobia yang bersumber dari peranan media, khususnya media Barat yang 

memberikan kesan negatif terhadap Islam dan umat Islam. Dengan informasi 

yang disampaikan oleh media Barat secara intensif maka terbentuklah persepsi 

dari para penontonnya terhadap Islam dan Timur Tengah. Dari persepsi itulah 

kemudian muncul sentimen anti-Islam yang akhirnya berkembang menjadi 

Islamofobia. Meski penelitian ini telah menjelaskan secara spesifik tentang 

peranan media yang mendorong lahirnya Islamofobia, namun penelitian ini tidak 

menjelaskan lebih lanjut apa dampak dari Islamofobia, dan apakah kawasan 

yang berbeda juga akan mengalami dampak yang berbeda. Itu sebabnya, dalam 

penelitian ini, peneliti akan lebih fokus kepada dampak yang ditimbulkan sebagai 

akibat dari Islamofobia, dan secara spesifik di kawasan Indo-Pasifik, terutama 

negara India, Indonesia, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan.  

Salah satu hasil penelitian yang menarik untuk diperhatikan terkait 

Islamofobia adalah yang terjadi di Thailand. Jesada Buaban menulis tentang 

“Islamophobia as Represented by Thai Buddhist Organizations” dalam Journal of 

Social Sciences, Vol. 50, No. 2 pada tahun 2020 dan mendiskusikan bagaimana 

Islamofobia terjadi di Thailand dengan menggunakan tinjauan historis. Tulisan ini 
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menjelaskan bahwa kekerasan yang dilakukan umat Buddha di Thailand 

terhadap umat Islam adalah dengan cara menyebarkan kebencian terhadap 

umat Islam di sana. Diskriminasi dan aksi kekerasan yang dialami oleh minoritas 

Muslim inilah yang menjadi alasan munculnya separatisme di kawasan Thailand 

Selatan. Buaban mencatat bahwa gerakan Buddha Thailand yang diinisiasi 

beberapa organisasi Buddha menganggap umat Islam telah merusak tatanan 

negara dan berbahaya bagi umat Buddha. Bahkan organisasi Buddha di 

Thailand Buddhism Protection Center of Thailand memiliki tujuan untuk 

menjadikan Thailand sebagai negara agama Buddha.  

Menariknya, Buaban menyebutkan bahwa Islamofobia di Thailand muncul 

akibat kegagalan pemerintah untuk membangun sekulerisme di Thailand. 

Kegagalan lainnya yang juga dikritik oleh umat Buddha adalah ketika pemerintah 

dalam sejumlah kebijakannya memfasilitasi dan memberikan keistimewaan bagi 

umat Islam. Di satu sisi, kebijakan ini diberikan dengan maksud agar umat Islam 

di Thailand tidak lagi menuntut kemerdekaan bagi wilayah mereka. Namun di sisi 

lain, keistimewaan terhadap umat Islam ini ditanggapi dengan menguatnya 

keinginan umat Buddha untuk menjadikan Thailand sebagai negara yang 

menjadikan agama Buddha sebagai identitas negaranya.  

Salah satu yang menonjol dalam penelitian yang dilakukan oleh Buaban 

adalah munculnya pertentangan antara penguatan identitas agama dan 

sekulerisme sebagai faktor pemicu Islamofobia dan kebencian terhadap umat 

Islam di Thailand. Kegagalan pemerintah Thailand untuk memisahkan agama 

dari urusan pemerintahan, membuat warga Buddha seakan memperoleh 

legitimasi untuk melancarkan aksi kekerasannya terhadap umat Islam. Dari 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Islamofobia bukan saja disebabkan oleh 

urusan sosial, budaya dan perbedaan identitas agama, tetapi juga kemampuan 

pemerintah negara untuk menangani urusan agama di dalam negerinya. 

Temuan yang dipublikasikan oleh Buaban ini menjadi latar belakang 

pemikiran para peneliti untuk melakukan penelitian dan mencoba 

membandingkannya dengan beberapa negara lain di kawasan. Diperkaya 

dengan hasil penelitian Mohammed Nawab, Rizki Amelia, Thameem Ushama, 

para peneliti mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam tipologi dan karakteristik 
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dari fenomena Islamofobia yang terjadi di negara-negara di kawasan Indo-

Pasifik. Meskipun para peneliti di atas telah menjelaskan faktor penyebab 

terjadinya Islamofobia, namun mereka tidak menunjukan dampak dari sentimen 

anti Islam terhadap keamanan nasional dan keamanan kawasan serta 

bagaimana organisasi regional dapat berperan di dalamnya untuk mencegah 

dampak yang lebih besar dari Islamofobia. Itu sebabnya, penelitian ini akan 

membahas lebih banyak tentang hal tersebut. 

Penelitian lainnya yang juga penting untuk menjelaskan tentang 

Islamofobia adalah tulisan Thameem Ushama berjudul Islamophobia in India: An 

Exploration of Its Roots, Rise and History yang dimuat dalam Jurnal Al-Shajarah, 

ISTAC Journal of Islamic Thought and Civilization No. 1, Vol. 25 pada tahun 

2020. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Islamofobia terjadi di negara besar di 

kawasan seperti India. Sentimen anti-Islam ini terbentuk dari rasa takut dan 

kebencian akibat fanatisme kelompok masyarakat Hindu di sana. Fanatisme ini 

kemudian menghasilkan diskriminasi yang berujung pada aksi intoleransi 

terhadap kelompok minoritas Muslim di sejumlah wilayah di India. Menurut 

Ushama, Islamofobia di India memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa 

Kerajaan Mughal, yaitu masa dimana penguasa Muslim melakukan penindasan 

terhadap masyarakat Hindu. Sejalan dengan waktu, Islamofobia di India saat ini 

terus berkembang terutama melalui gerakan-gerakan masyarakat beragama 

Hindu yang anti pada kelompok minoritas terutama minoritas Islam. Bahkan 

menurut Ushama dalam tulisannya organisasi masyarakat Hindu ini dikatakan 

berusaha menciptakan negara Hindu di India dan melakukan penindasan 

terhadap warga Muslim di India.  

Dari apa yang ditulis oleh Thameem Ushama ini, para peneliti mencoba 

untuk mendalami dan melihat isu Islamofobia dari perspektif yang lebih luas yaitu 

bagaimana dampak Islamofobia terhadap keamanan nasional dan keamanan 

manusia. Meskipun Ushama telah menjelaskan dampak Islamofobia yang 

akhirnya menimbulkan diskriminasi dan penindasan terhadap umat Islam di 

India, namun tulisannya belum menjelaskan secara spesifik dampaknya 

terhadap keamanan di tingkat nasional. Namun demikian, tulisan ini memberi 

gambaran secara jelas hubungan antara pemeluk agama mayoritas dan 
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minoritas dalam sistem masyarakat dan pemerintahan. Dalam tulisan ini 

dijelaskan bahwa Islamofobia meningkat, selain karena adanya faktor historis, 

juga karena adanya gerakan radikalisme dari kelompok mayoritas dan keinginan 

untuk mendirikan negara berbasiskan agama mayoritas penduduk di India. 

Berangkat dari pemikiran Ushama inilah, penelitian ini juga menjadikan 

India sebagai salah satu negara yang akan diteliti selain Myanmar, Thailand dan 

Indonesia. Sejarah dan pengalaman India sebagai negara yang demokratis dan 

plural dari sisi agama, dengan mayoritas warganya memeluk agama Hindu 

menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam. Terutama jika dikaitkan dengan peran 

dan posisi India sebagai negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Apapun dampak 

yang terjadi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara India akan 

menjadi sorotan sekaligus juga rujukan bagi negara-negara lain di kawasan yang 

juga mengalami hal yang sama. Begitu juga bagi organisasi regional yang 

menjadikan India sebagai mitra strategisnya, seperti ASEAN di kawasan Asia 

Tenggara.  

Kemudian,  Koo (2018) menjelaskan bahwa Islamofobia di Korea Selatan 

baru menguat setelah munculnya dan menjamurnya serangan terorisme yang 

berafiliasi atau berasal dari gerakan IS atau Islamic States. Lalu, Islamofobia di 

Korea Selatan diperburuk dengan adanya kesalahpahaman yang terlanjur sudah 

tumbuh dan berkembang serta keabaian masyarakat Korea Selatan untuk 

mencari tahu bagaimana Islam dan Muslim yang sebenarnya. Bauman dalam 

Koo (2018) juga menjelaskan Islam menjadi agen ketakutan (ancaman) yang cair 

atau liquid fear sehingga fenomena semacam Islamofobia sulit terhindari. Tidak 

hanya itu, diskursus Islamofobia di Korea Selatan, menurut Han (2017) juga 

tumbuh akibat prasangka yang muncul di lapisan akar rumput masyarakat Korea 

Selatan akibat serangan terorisme seperti serangan 9/11 dan penculikan warga 

negara Korea Selatan di Afghanistan pada 2007. 

Berangkat dari tinjauan sejumlah pustaka di atas, penelitian ini memilih 

untuk fokus pada kawasan Indo-Pasifik yang juga mencakup kawasan Asia 

Tenggara dan Asia Pasifik, serta merujuk pada penjelasan Rory Medcalf (2014) 

tentang Indo-Pasifik yang dikutip oleh Brewster (2016). Medcalf menjelaskan 

secara detail bahwa Indo-Pasifik merupakan sebuah konektivitas atau kondisi 
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keterhubungan ekonomi dan keamanan negara-negara di kawasan sekitar 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Barat (Brewster, 2016). Konektivitas ini 

menciptakan sebuah sistem yang strategis dan saling terhubung yang secara 

geografis menyebar mulai dari Tiongkok, negara-negara Asia Tenggara dan 

India dimana negara-negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi sangat 

pesat pada dua dekade terakhir. Dengan demikian, konsep Indo-Pasifik saat ini 

bukan hanya sekedar konsep yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik 

Barat melalui kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menunjuk pada geostrategis 

dan keterkaitan negara-negara di kawasan yang diwarnai oleh kebangkitan 

Tiongkok dan keterlibatan India yang menunjukan perannya semakin besar di 

kawasan. 

 

Landasan Teori  

Penelitian ini membahas tentang Islamofobia di negara-negara di kawasan Indo-

Pasifik, secara khusus di  Indonesia dan dampaknya terhadap keamanan; 

keamanan nasional dan keamanan insani/manusia. Untuk itu, penelitian ini 

menggunakan dua teori untuk menjelaskan fenomena yang marak terjadi dalam 

dua dekade terakhir ini, yakni Islamofobia dan konsep keamanan yang akan 

dibedakan lagi menjadi keamanan nasional dan keamanan insani. Dari teori dan 

konsep yang digunakan ini, para penulis mengumpulkan data, menyusun dan 

mengklasifikasikan kasus Islamofobia yang terjadi di lima negara yang diteliti 

serta dampaknya terhadap keamanan nasional dan keamanan manusia di lima 

negara tersebut.  

 

Islamofobia 

Sejumlah pengamat melihat fenomena Islamofobia sebagai sebuah proses sikap 

yang melibatkan elemen emosional, kognitif, evaluatif, serta berorientasi pada 

tindakan. Sikap ini berawal dari rasisme yang berkembang menjadi diskriminasi 

serta sentimen anti Islam dan anti Muslim. (Frost, 2008; Bleich, 2010, 2012; Ciftci, 

2012; Allen, 2017; Gholami, 2021; Mondon & Winter, 2017) Istilah Islamofobia 

pertama kali digunakan oleh lembaga Runnymede Trust pada tahun 1997 yang 

menunjuk pada sikap diskriminasi, pelecehan, dan kerugian sosial dan struktural 
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yang ditujukan kepada umat Islam. (Allen, 2017) Pada tahun 2017, lembaga 

tersebut menerbitkan kembali sebuah laporan yang mempertimbangkan kondisi 

dua dekade terakhir, dan mendefinisikan Islamofobia sebagai “setiap 

pembedaan, pengecualian, atau pembatasan terhadap, atau preferensi terhadap 

Muslim (atau mereka yang dianggap Muslim) yang memiliki tujuan atau akibat 

meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi 

manusia, kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang 

kehidupan publik lainnya.  

Lebih spesifik, Allen (2017) mencatat dalam tulisannya, Islamofobia adalah 

ketakutan atau prasangka yang dibuat-buat yang dipicu oleh struktur kekuatan 

global Eurosentris dan Orientalis yang ada. Ketakutan dan prasangka ini 

diarahkan pada ancaman Muslim yang dirasakan atau nyata melalui 

pemeliharaan dan perluasan kesenjangan yang ada dalam hubungan ekonomi, 

politik, sosial dan budaya, sambil merasionalisasi perlunya menggunakan 

kekerasan sebagai alat untuk mencapai "rehabilitasi peradaban" dari komunitas 

target, dalam hal ini umat Islam. Dengan kata lain, Islamofobia ibarat upaya untuk 

memperkenalkan kembali dan menegaskan struktur dikriminasi global terhadap 

umat Islam, di mana kesenjangan distribusi sumber daya dipertahankan dan 

bahkan diperluas. (Allen, 2017; Mondon & Winter, 2017) Pandangan ini serupa 

dengan pemikiran Erik Bleich (2012) yang melihat Islamofobia sebagai 

kecemasan sosial dan penolakan terhadap Islam dan budaya Muslim, kelompok 

Muslim, dan individu Muslim atas dasar prasangka dan stereotip. Meskipun 

awalnya sentimen Islamofobia ini berkembang di negara-negara barat yang 

menganut prinsip demokrasi liberal, namun saat ini telah meluas terhadap Islam 

dan Muslim secara keseluruhan. (Bleich, 2010) 

Islamofobia juga dikaitkan dengan sikap rasisme atau kekerasan anti-

Muslim berdasarkan ras dan/atau agama. (Gholami, 2021) Diane Frost (2008) 

menegaskan kekerasan dan rasisme ini diperparah dengan adanya kebijakan 

negara dan kampanye media yang ditujukan kepada umat Islam dalam konteks 

politik, sebagaimana yang terjadi di Inggris. Sikap rasis terhadap Islam ini juga 

dapat dilihat sebagai sikap atau perilaku yang bermusuhan terhadap umat Islam 
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yang didasari dari pemahaman sempit pola pikir liberal Barat dan sekularisasi 

yang tidak dapat mengakomodasi agama lain, seperti Islam. (Ciftci, 2012) 

Berangkat dari sikap bermusuhan terhadap umat Islam tersebut, Sabri Ciftci 

(2012) kemudian menyebutkan delapan komponen yang terdapat di dalam 

Islamofobia, yaitu: (1) Islam dipandang sebagai agama yang monolitik, statis dan 

tidak reponsif terhadap perubahan, (2) Islam dipandang terpisah dan dianggap 

sebagai yang “lain,” (3) Islam dipandang sebagai inferior terhadap Barat, dan 

dianggap barbar, irasional, primitif dan seksis, (4) Islam dikaitkan dengan 

kekerasan, tindakan agresif, mengancam dan mendukung terorisme, (5) Islam 

dipandang sebagai ideologi politik dan sering digunakan untuk keuntungan politik 

atau militer, (6) kritik yang dibuat oleh Barat tentang Islam ditolak mentah-

mentah, (7) permusuhan terhadap Islam digunakan untuk membenarkan praktik 

diskriminatif terhadap umat Islam dan pengucilan umat Islam dari masyarakat 

arus utama, dan (8) permusuhan terhadap umat Islam dipandang sebagai hal 

yang wajar dan normal. 

Pada tingkat yang lebih ekstrim lagi, Islamofobia dapat bermanifestasi 

menjadi sebuah tindakan langsung berupa serangan fisik maupun non-fisik 

terhadap umat Muslim maupun properti-properti yang berkaitan dengan Islam. 

Dalam hal ini, Islamofobia dapat berupa intimidasi dan diskriminasi dalam 

pengaturan kelembagaan, di mana mereka yang dianggap Muslim menerima 

perlakuan yang kurang menguntungkan dibandingkan mereka yang non-Muslim. 

Islamofobia juga dapat menghasilkan tindakan yang mengacu pada insiden di 

mana ada elaborasi berkelanjutan dan sistematis di domain publik yang 

meremehkan Islam dan umat Islam. (Sayyid, 2014) Dari berbagai penjelasan 

tentang Islamofobia, Tariq Modood (2020) mencoba membuat kategori 

Islamofobia dalam sosiologi normatif, yaitu: (1) Islamofobia sebagai 

alienasi/pengasingan atau rasisme budaya terhadap umat Muslim, (2) 

Islamofobia sebagai bentuk othering atau menganggap Muslim sebagai yang 

“lain” orang asing, minoritas, inferior, mengancam, dan untuk dikecualikan, (3) 

Islamofobia sebagai kritik terhadap yang “lain” dengan menggunakan 

pengetahuan dan pemahaman non-othered tentang othered, (4) dan dengan 
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demikian Islamofobia merupakan kritik yang tidak masuk akal terhadap Islam dan 

Muslim. 

Dari berbagai definisi dan penjelasan tentang konsep Islamofobia di atas, 

maka penelitian ini melihat bahwa Islamofobia adalah sebuah proses mulai dari 

perasaan takut terhadap simbol-simbol Islam identitas dan aktivitas umat Islam. 

Perasaan takut tersebut tidak berhenti namun kemudian berkembang melibatkan 

kognitif sehingga berlanjut menjadi kebencian dan penolakan terhadap segala 

sesuatu yang berkaitan dengan agama dan ajaran Islam. Kebencian dan 

penolakan terhadap Islam dan umat Islam ini selanjutnya temanifestasi dalam 

tindakan nyata mulai dari ujaran kebencian dan perundungan hingga tindakan 

diskriminasi. Bahkan dalam tahapan yang lebih ekstrem Islamofobia ini 

mencakup juga tindakan pengusiran, pemukulan dan pembunuhan secara 

massif terhadap umat Islam. Islamofobia ini bisa terjadi di kehidupan maya 

sekaligus juga dalam kehidupan nyata, dan dapat dilakukan oleh kelompok-

kelompok masyarakat disekitarnya maupun secara terorganisir oleh pemerintah. 

 

Keamanan  

Kondisi yang berkembang akibat adanya Islamofobia terutama dalam 

masyarakat plural secara suku, agama, dan ras tentu berdampak terhadap 

keamanan, baik keamanan nasional suatu negara maupun keamanan 

manusia/individu, dalam hal ini umat Islam itu sendiri. Terkait keamanan, 

sejumlah pengamat keamanan internasional menjelaskan bahwa ketika Perang 

Dingin berakhir, terjadi pergeseran faktor dan struktur keamanan nasional yang 

dulunya didominasi oleh faktor kekuatan militer dan kerjasama antar negara 

dalam menciptakan interdependensi demi menjaga stabilitas dan keamanan. 

Keamanan nasional yang awalnya selalu berkaitan dengan kedaulatan negara 

dan wilayah teritorial telah berkembang menjadi sebuah konsep yang juga 

mencakup keamanan warga negara, termasuk di dalamnya kehidupan setiap 

individu dan propertinya, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam suatu 

negara seperti ekonomi, sosial politik, kebudayaan, ekologi dan sosial termasuk 

ketika terjadi konflik. (Brown, 1986; Grizold,1994; Alkire, 2003; Zelikow, 2003; 

Paez, 2007; Benedek, 2008; Pettman, 2010; Newman 2010) 
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Keamanan nasional adalah sebuah paradigma yang membahas segala 

sesuatu mengenai sektor keamanan dan seluruh dimensi pendukungnya dari 

suatu negara. Kemenhan RI (2015) menjelaskan bahwa keamanan merupakan 

sebuah situasi yang membutuhkan instrumen atau alat untuk mencapai sebuah 

situasi yang stabil, sehingga situasi tersebut dapat dikatakan aman atau 

terkendali. Negara merupakan sebuah sarana yang memiliki tujuan-tujuan 

tertentu yang menjadi khas entitasnya, atau sering dikenal dengan kepentingan 

nasional. Lebih lanjut lagi, negara memiliki kewenangan dan seperangkat 

metode untuk menciptakan keamanan. Kewenangan negara dibutuhkan karena 

permasalahan keamanan nasional menurut analogi Ken Booth (1991) adalah 

sangat kompleks,  seperti rumah dan rumah membutuhkan perawatan. Jenis 

perawatan dan metode merawatnya tentu akan berbeda pada setiap sektor dan 

dimensinya. 

Keamanan nasional muncul dan berkembang sejak dimulainya diskusi 

mengenai ilmu Hubungan Internasional. Aman dan stabil seolah menjadi 

komoditas yang utama sejak zaman Yunani kuno hingga munculnya konsep 

negara modern pada tahun 1648 bahkan sampai saat ini. Ketakutan menjadi 

faktor utama dari ketidakamanan dan ketidakstabilan yang kemudian menjadi 

narasi utama yang menghiasi paradigma keamanan dalam ilmu Hubungan 

Internasional. Keamanan nasional pun melewati banyak dinamika mulai dari 

paradigma realisme yang murni membahas strategi dalam perang hingga 

keamanan nasional yang diperluas maknanya menjadi keamanan berbasis 

liberalisme. Keamanan saat ini telah mengarah pada keamanan non-tradisional 

di luar perang antar negara yang melibatkan strategi militer, seperti keamanan 

terhadap ancaman terorisme dan keamanan transnasionalisme lainnya.  

Dalam penelitian ini, keamanan nasional juga akan direntangkan mulai dari 

konsep klasik keamanan suatu negara hingga keamanan manusia sebagai 

pengejawantahan keamanan modern non-tradisional. Pemikiran mazhab 

realisme menjadi tiang utama dari keamanan nasional dalam ilmu Hubungan 

Internasional secara tradisional. Schelling dalam Art dan Jervis (2009) 

mengatakan bahwa keamanan nasional secara tradisional selalu dikaitkan 

dengan kekuatan militer. Namun kekuatan militer modern sekarang ini bukan 
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hanya sebagai bentuk pengaman bagi negara tetapi juga ajang kontes unjuk 

kekuatan yang brutal seperti membasmi atau membumihanguskan musuh. Pada 

zaman dahulu, perang lebih condong pada kontes strategi dan alat untuk 

memperjuangkan kepentingan, tetapi pada masa sekarang, perang lebih 

digunakan untuk agenda balas dendam dan atau agenda lain yang kadang 

rahasia dan tersembunyi.  

Serupa dengan pemikiran Schelling, Melvyn Leffler (1990) mencatat dua 

faktor penting dari keamanan nasional yaitu faktor domestik dan internasional. 

Menurutnya, tujuan utama dari keamanan nasional adalah untuk melindungi inti 

dari nilai-nilai domestik dari pengaruh atau ancaman dari negara lain atau faktor 

internasional. Itu sebabnya power atau kekuatan militer memiliki peranan penting 

yang dapat mempengaruhi bagaimana sebuah negara bertindak atau 

melaksanakan kebijakan terkait keamanan nasionalnya. Namun keamanan 

nasional semacam itu mulai bergeser dari kondisi tradisionalnya. Yang dulunya 

selalu mengganggap negara lain dengan kekuatan militernya sebagai ancaman 

utama bagi keamanan nasional, saat ini ancaman bisa datang dari mana saja 

dan dalam bentuk apa saja. (Brown, 1986; Zelikow, 2003)  

Pandangan tentang pengaruh kekuatan serta wujud dari kekuatan nasional 

juga telah bergeser bersamaan dengan perubahan tatanan politik internasional. 

Jika sebelumnya dunia diwarnai oleh dua kekuatan utama yang saling 

bertentangan ideologinya, saat ini telah muncul banyak poros kerjasama 

multilateral yang turut mempengaruhi situasi politik global. Dengan demikian, 

ancaman terhadap keamanan nasional juga telah bergeser, mulai dari 

memburuknya kondisi lingkungan dan perubahan iklim hingga keterbatasan 

sumber daya alam. Dalam penelitian ini, yang dianggap sebagai ancaman adalah 

praktek-praktek Islamofobia yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara atau 

pembiaran yang merugikan dan mengancam keselamatan umat Islam di 

negaranya, sehingga dapat mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan 

negara lain, terutama dengan negara-negara Islam. Islamofobia dalam konteks 

hubungan antar umat beragama di suatu negara juga bisa menimbulkan konflik 

horizontal antar kelompok umat beragama dan konlifk vertikal yaitu dengan 
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pemerintah. Kondisi seperti ini jika dibiarkan dapat meluas dan menimbulkan 

instabilitas politik di dalam negeri. 

Keamanan nasional saat ini juga telah berfokus pada keamanan manusia 

atau keamanan insani dan sistem pendukung kehidupan yang berkelanjutan. 

(Brown, 1986; Pettman 2010) Keamanan manusia di sini mencakup perlindungan 

dan pemberdayaan orang-orang dalam situasi konflik kekerasan, dalam situasi 

pasca-konflik, dalam situasi perdagangan dan pasar yang tidak adil, dan dalam 

kondisi tanpa fasilitas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan kekayaan 

intelektual. Intinya, keamanan manusia sangat berkaitan erat dengan hak asasi 

manusia dan keamanan terhadap setiap manusia dari setiap ancaman terhadap 

martabat manusia. (Benedek, 2008) 

Dengan demikian, keamanan manusia adalah sebuah konsep atau 

paradigma keamanan yang meluaskan aspek keamanan dari yang semula 

terkurung dari batas-batas dan kepentingan negara, menjadi aspek yang 

berfokus pada individu sebagai rujukan dan penerima manfaat utama di dalam 

tataran global. (Newman, 2010) Artinya, konsep keamanan manusia ini berkaitan 

dengan bagaimana negara menciptakan dan menjaga keamanan setiap individu. 

(Paez, 2007) Lebih jauh lagi, Dana Perwalian PBB untuk Keamanan Manusia 

atau UNTFHS (1991) memperkenalkan sebuah istilah yang pada akhirnya 

menjadi paradigma yang melandasi keamanan manusia secara global. Istilah 

tersebut adalah freedom from fear (kebebasan dari rasa takut) dan freedom from 

want (kebebasan dari keinginan) yang kemudian dijadikan sebagai definisi dasar 

keamanan manusia dalam laporannya.  

Sabine Alkire (2003) memberikan karakteristik dari keamanan manusia ini, 

yaitu: (1) keamanan manusia adalah persoalan universal dan relevan untuk 

semua orang di mana saja, di negara kaya maupun miskin, (2) komponen 

keamanan manusia saling bergantung karena itu lebih baik dikelola melalui 

pencegahan dini daripada intervensi, dan (3) keamanan manusia berpusat pada 

manusia. Ini berkaitan dengan bagaimana setiap individu hidup dan bernafas 

dalam masyarakat, seberapa bebas mereka menggunakan hak dan pilihan 

mereka, seberapa banyak akses yang mereka miliki ke pasar dan peluang sosial 

serta apakah mereka hidup dalam konflik atau damai. Secara detail, Gómez and 



 21 

 

Gasper (1994) menjelaskan tujuh kategori utama nilai-nilai keamanan manusia 

yang sering terancam, yaitu keamanan ekonomi, ketahanan pangan, keamanan 

kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan politik, dan 

keamanan masyarakat.  

Berangkat dari pandangan tersebut, Earl Conteh-Morgan (2005) 

membedakan keamanan manusia pada tiga level yaitu tingkat individu, 

institusional dan struktural-budaya. Menurutnya negara dapat mewujudkan 

keamanan manusia pada tiga level tersebut secara lebih efektif dalam proses 

penciptaan perdamaian. Namun negara perlu melakukannya dengan tiga 

kondisi, yaitu: (1) memperhitungkan budaya, identitas dan pendekatan bottom-

up interpretatif untuk membangun perdamaian ketika menangani masalah 

individu, kelompok, dan masyarakat yang terpinggirkan; (2) budaya merupakan 

faktor penting bagi keamanan manusia dan pembangunan perdamaian baik 

dalam konteks material maupun konteks sosial; dan (3) perlu upaya serius yang 

dilakukan secara bottom-up untuk menjamin keamanan manusia pada tingkat 

individu, institusional, dan struktural.  
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi dan desain penelitian 

campuran antara kuantitatif dan kualitatif atau mix methods. (Blaikie, 2010: 218-

219) Metode campuran ini digunakan secara paralel dan bertahap dengan 

beberapa pertimbangan, yaitu: (1) kekuatan salah satu metode akan menutupi 

kekurangan metode yang lainnya, (2) metode campuran ini akan memberikan 

bukti-bukti yang lebih komprehensif untuk menunjang penelitian ini, (3) 

membantu memberikan jawaban yang lebih lengkap atas rumusan masalah yang 

tidak dapat dijawab hanya dengan menggunakan salah satu metode saja, (4) 

membantu para peneliti untuk melihat dengan cara pandang yang berbeda untuk 

kemudian dikolaborasikan, (5) membantu para peneliti untuk melihat fenomena 

Islamofobia yang akan diteliti dengan paradigma yang beragam, dan (6) 

memberikan keleluasaan bagi para peneliti dalam menggunakan semua metode 

yang memungkinkan untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini. 

Metode kuantitatif umumnya berkaitan dengan perhitungan dan 

pengukuran secara akurat terhadap berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Itu 

sebabnya, secara tradisional, metode ini fokus pada validitas dan reliabilitas 

dalam mengukur fenomena Islamofobia, khususnya yang terjadi di Indonesia. 

(Blaikie, 2010: 204) Terkait metode penelitian kuantitatif ini, peneliti 

memanfaatkan data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner yang telah 

disebarkan sebelumnya secara dalam jaringan (daring) untuk mendapatkan 

informasi awal tentang adanya fenomena Islamofobia di Indonesia, terutama 

yang terjadi pada warga Kristen Protestan dan mereka yang tinggal di wilayah-

wilayah yang mayoritas warganya bukan umat Islam. Umat Kristen Protestan 

dipilih karena kelompok ini mengalami aksi intoleransi secara nyata berupa 

larangan ibadah hingga serangan teror berupa ledakan bom di sejumlah gereja 

yang dilakukan oleh kelompok radikal atau teroris berbasiskan agama Islam. 

(Damayanti, 2017) Kuesioner secara kualitatif juga diberikan kepada para 

narasumber yang menjadi korban Islamofobia di lima negara: India, Myanmar, 

Thailand, Korea Selatan dan Indonesia.  
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Sedangkan pendekatan kualitatif lebih bersifat eksploratif dan deskriptif 

sehingga dapat menghasilkan diskursi yang menggambarkan, menggali, 

memaknai serta menginterpretasikan perilaku aktor dalam kehidupan sosial. 

(Blaikie, 2010: 204) Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan di sini adalah jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur data statistik 

atau bentuk hitungan lainnya. (Corbin & Strauss, 2008) Sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sekaligus 

menganalisa fenomena Islamofobia yang terjadi di sejumlah negara di kawasan 

Indo-Pasifik. Untuk itu, peneliti menggunakan metodologi kualitatif dalam bentuk 

studi kasus terhadap isu yang diteliti. Metode studi kasus sangat tepat digunakan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang membutuhkan informasi yang 

sangat banyak terkait sebuah kasus tertentu. Dengan demikian penelitian 

tersebut menjadi sangat dalam dan mendapatkan informasi yang sangat detail 

terkait kasus yang akan diteliti. (Neuman, 2011)  

Dalam penelitian ini, para peneliti menggambarkan terlebih dahulu 

sejumlah kasus Islamofobia yang terjadi di beberapa negara di kawasan Indo-

Pasifik, yaitu India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. Setelah 

memberikan gambaran dan menganalisa keunikan dari fenomena Islamofobia 

yang terjadi di negara-negara tersebut, para peneliti juga melihat bahwa 

Islamofobia merupakan sebuah peristiwa yang terjadi secara kompleks dan 

mempengaruhi banyak hal termasuk keamanan. Oleh karena itu, penelitian ini 

juga dilakukan untuk menganalisa dampak dari Islamofobia terhadap keamanan 

nasional dan keamanan insani, khususnya umat Islam di negara-negara yang 

diteliti. Analisa ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang holistik dan 

komprehensif untuk membantu para pembuat keputusan untuk mengambil 

kebijakan di tingkat domestik dan internasional dalam mengantisipasi masalah 

yang mungkin terjadi. Penelitian ini berasumsi bahwa Islamofobia yang terjadi di 

sejumlah negara di Indo-Pasifik adalah kombinasi dari sejumlah faktor yang 

terjadi dalam masyarakat internasional serta latar belakang historis domestik 

yang mempengaruhi kehidupan dan keamanan pada level domestik. 
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Tehnik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai tehnik, seperti survey, 

kuesioner kualitatif, menganalisa data survey terkait Islamofobia yang telah 

dilakukan dari penelitian sebelumnya, menyusun kajian pustaka, melakukan 

wawancara, menyelenggarakan diskusi terbatas atau Focused Group Discussion 

(FGD) dan analisa dokumen kebijakan. Kuesioner secara kualitatif dilakukan 

dengan mengirimkan sejumlah pertanyaan secara daring terutama kepada para 

korban yang mengetahui dan mengalami fenomena Islamofobia yang terjadi di 

lima negara yang akan diteliti, yaitu India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan 

Indonesia. Dari kuesioner ini diharapkan para peneliti memperoleh informasi 

tentang apa yang menyebabkan terjadinya Islamofobia, serta dampak dari 

fenomena tersebut. Informasi dari kuesioner ini dijadikan sebagai data yang 

memperkaya informasi tentang terjadinya Islamofobia di negara-negara kawasan 

Indo-Pasifik. 

Kajian pustaka dilakukan untuk menyusun pedoman dan kerangka 

pemikiran secara umum karena landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut 

dimanfaatkan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 

lapangan. Dengan kata lain, landasan teori dalam penelitian ini bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai 

bahan pembahasan hasil penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan dan sumber-sumber 

dalam jaringan (daring). Literatur-literatur tersebut berupa buku, kumpulan tulisan 

para ilmuwan yang telah meneliti Islamofobia dan artikel dalam jurnal-jurnal 

terkini. Sedangkan untuk mendapatkan temuan yang obyektif di lapangan, 

peneliti melakukan wawancara dan menyelenggarakan diskusi terbatas (FGD) 

dengan para korban yang mengalami, memahami isu, dan dampak dari 

Islamofobia. Wawancara dan diskusi terbatas (FGD) ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas terkait fenomena Islamofobia 

di Indonesia dan dampaknya terhadap keamanan manusia dan keamanan 

nasional, serta kebijakan dan strategi untuk mencegah dan menganggulanginya. 

Karena penelitian ini juga akan membahas kebijakan dan strategi dalam 

mengatasi masalah Islamofobia, penelitian ini juga akan menggunakan 
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pendekatan analisa kebijakan. Analisa kebijakan adalah sebuah proses analisa 

di mana di dalamnya para peneliti mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai 

alternatif kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan 

untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah sosial dan ekonomi 

atau masalah-masalah fisik lainnya. (Patton dkk, 2013) Ini artinya, analisis 

kebijakan tidak didasarkan hanya pada satu disiplin ilmu melainkan juga 

mencakup isu-isu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. 

Menurut Patton dkk, analisa kebijakan merupakan evaluasi yang sistematis 

terhadap kelayakan teknis dan ekonomis serta kelangsungan hidup dari berbagai 

alternatif kebijakan atau program, strategi implementasi dan konsekuensi dari 

adopsi sebuah kebijakan. Dengan demikian, analisis kebijakan yang baik akan 

mengintegrasikan informasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, pendekatan 

terhadap sebuah masalah dari berbagai sudut pandang dan menggunakan 

metode yang tepat untuk menguji kelayakan dari usulan pilihan. 

 

Tehnik Analisa Data 

Langkah selanjutnya, data kuantitatif dan kualitatif yang telah dikumpulkan oleh 

para peneliti dianalisa untuk kemudian disusun menjadi laporan penelitian. 

Karena penelitian ini menggunakan metode campuran penelitian kuantitatif dan 

kualitatif, maka selain menjelaskan statistik data kuesioner yang diperoleh, para 

peneliti juga melakukan triangulasi terhadap sejumlah data kualitatif primer dan 

data sekunder yang dikumpulkan. Tringulasi data kualitatif ini penting dilakukan 

agar informasi yang diperoleh dan kesimpulan dalam penelitian ini dapat 

dipertanggunjawabkan kebenarannya oleh para peneliti. Untuk itu, para peneliti 

melakukan pengecekan serta evaluasi berbagai data yang diperoleh. 

Proses analisa dalam penelitian ini diawali dengan pengelompokan data 

yang telah diperoleh ke dalam berbagai klaster. Klasterisasi ini dibuat dengan 

melihat kemiripan dan perbadaan yang ada, seperti misalnya klaster penyebab 

terjadinya Islamofobia di lima negara di Indo-Pasifik, klaster dampak Islamofobia 

terhadap keamanan manusia dan klaster dampak Islamofobia terhadap 

keamanan nasional. Selain itu, peneliti juga membuat klasterisasi terhadap 

Islamofobia yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan definisi Islamofobia 
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dan data yang diperoleh di lapangan. Klaterisasi ini mencakup data mulai dari 

ketakutan terhadap umat Islam dan sentimen anti-Islam, hingga kebencian, 

penolakan, aksi kekerasan dan peraturan yang mendiskriminasi umat Islam di 

negara-negara yang diteliti. Pembagian klaster Islamofobia ini diperlukan untuk 

memberikan analisa yang detail serta strategi pencegahan dan penanggulangan 

yang tepat terhadap berbagai bentuk Islamofobia. Klasterisasi data ini juga 

dibutuhkan untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa beragam data yang 

diperoleh. 

Jawaban terhadap rumusan masalah dan kesimpulan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan, menyederhanakan dan menguji 

kebenaran bukti-bukti yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, kajian 

pustaka, FGD dan analisa terhadap kebijakan yang ada. Karena penelitian ini 

dilakukan dengan mixed methods, di mana metodologi kuantitatif akan berangkat 

dari hipotesa yang ada dan metodologi kualitatif tidak akan membuat kesimpulan 

sebelum melihat fakta di lapangan, maka para peneliti akan menggabungkan 

kedua cara, induktif dan deduktif, dalam pelaksanaan penelitiannya. Hipotesa 

bahwa terjadi Islamofobia di sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik, seperti 

India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Filipina, tidak serta merta 

membuktikan bahwa terjadi di Islamofobia di Indonesia. Kebenaran akan adanya 

Islamofobia baru dapat dibuktikan setelah melihat hasil kuesioner tentang 

Islamofobia terutama di kantong-kantong Kristen dan wawancara mendalam 

dan/atau FGD dengan para narasumber yang mengetahui/mengalami fenomena 

tesebut di lapangan.  

Di samping itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini 

fenomena Islamofobia akan dikelompokan ke dalam sejumlah kategori 

berdasarkan definisi dan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, 

fenomena Islamofobia yang terjadi di Indonesia bisa saja berbeda dengan 

negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik karena perbedaan latar belakang 

bentuk pemerintahan dan sistem masyarakatnya. Kategorisasi Islamofobia ini 

akan sangat membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah, 

menyimpulkan dan pada akhirnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah 

dalam mencegah dan menanggulangi masalah Islamofobia yang terjadi. 
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Tipologi & 

Komponen 

Islamofobia 

(Ciftci, 2012; 

Modood, 2020)  

Rekomendasi Pencegahan Islamofobia 

Latar 
Belakang 
Sejarah 

Kerangka Berpikir dan Diagram Alur Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan kerangka berpikir sebagai berikut: 
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        Instabilitas Politik &  Tekanan Masyarakat Aksi Intoleransi,            
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Tahapan dalam penelitian ini akan dilakukan sesuai dengan diagram alur 

penelitian seperti di bawah ini:  

 

Jadwal 

Penelitian ini akan dilakukan pada semester gasal TA 2021/2022 yaitu mulai 

bulan Nov 2021 s/d Juli 2022 dengan jadwal sebagai berikut: 

 

No Kegiatan 

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Nov-

21 

Des-

21 

Jan-

22 

Feb-

22 

Mar-

22 

Apr-

22 

Mei-

22 

Juni-

22 

Juli-

22 

1 
Pengajuan & Seminar 

Proposal Penelitian               

  

2 
Pengumpulan data 

sekunder               

  

3 Pengolahan data awal                 

4 FGD Penyusunan data                 

5 
Wawancara 

Narasumber               

  

6 

Analisa data & 

Penulisan hasil 

penelitian               

  

7 Penulisan draft artikel                 

8 
Seminar laporan hasil 

penelitian & Publikasi               

  

 

  

Tahap Pertama

merumuskan dan 
mengidentifikasi masalah 

Islamofobia yang terjadi dalam 
konteks HIl dan keamanan 

internasional saat ini

Tahap Kedua

mengumpulkan dan menyusun 
reviu literatur untuk 

mengelompokan data awal dan 
membuat perbandingan negara-
negara di kawasan Indo-Pasifik 
yang mengalami Islamofobia.

Tahap Ketiga

mengumpulkan data-data yang 
dibutuhkan untuk penyusunan 

penelitian melalui FGD, 
wawancara, dan data sekunder.

Tahap Keempat

menyusun data yang diperoleh 
dalam bentuk laporan penelitian 

sesuai dengan kaidah-kaidah 
akademis yang berlaku.

Tahap 
Kelima

mempersiapkan laporan hasil 
penelitian sekaligus menyusun 

artikel yang akan dipublikasikan.
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Organisasi dan Tugas Tim Peneliti 

No. Nama/NIDN Fakultas/Prodi Bidang Ilmu Alokasi 
Waktu 

Uraian Tugas 

1. Angel 
Damayanti, PhD 
(0324107703) 

Fisipol/HI Keamanan 
Internasional 

10 jam/ 
minggu 

Sebagai ketua 
peneliti, 
memimpin FGD 
dan 
pengumpulan 
data, analisa 
data, 
pembuatan 
laporan dan 
penyusunan 
draft artikel. 

2. Dr. Verdinand 
Robertua 
Siahaan 
(0314038602) 

Fisipol/HI Politik 
Lingkungan  

10 jam/ 
minggu 

Membantu 
dalam kegiatan 
FGD dan 
pengumpulan 
data primer dan 
sekunder, 
analisa data, 
pembuatan 
laporan dan 
penyusunan 
draft artikel. 

3. Darynaufal 
Mulyaman, 
M.Sc 
(031209199302) 

Fisipol/HI HI dan 
Ekonomi 
Politik 
Internasional 
di kawasan 
Asia 
Tenggara 
dan Asia 
Timur 

10 jam/ 
minggu 

Membantu 
dalam kegiatan 
FGD dan 
pengumpulan 
data primer dan 
sekunder, 
analisa data, 
pembuatan 
laporan dan 
penyusunan 
draft artikel. 

 

 

Target Luaran 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan beberapa luaran seperti: 

1. Tulisan artikel dalam Jurnal Internasional Bereputasi dengan SJR > 0.15 

2. Tulisan artikel dalam Konferensi Internasional yang menghasilkan luaran 

prosiding terindeks Scopus atau dalam jurnal nasional terakreditasi. 

3. Laporan akhir penelitian yang dikembangkan untuk menjadi buku ber-

ISBN dan terdaftar HAKI. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Munculnya Fenomena Islamofobia Global 

Fenomena menguatnya radikalisme, terorisme dan aksi intoleransi yang 

mengatasnamakan agama Islam menjadi tantangan bagi banyak negara di dunia 

selama dua dekade terakhir. Bukan hanya radikalisme yang berkembang 

menjadi aksi terorisme dan intoleransi saja yang menjadi masalah. Namun 

munculnya ketakutan serta sentimen anti Islam dan umat Islam atau yang dikenal 

dengan istilah Islamofobia sebagai akibat dari radikalisme dan aksi terorisme 

tersebut belakangan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri. Tantangan ini 

bukan hanya dialami oleh negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris 

dan Perancis, tetapi belakangan juga menyebar ke berbagai negara di sejumlah 

kawasan, termasuk juga Indo-Pasifik. 

Terdapat kaitan yang signifikan antara meningkatnya serangan terorisme 

dan aksi radikalisme yang berbasiskan agama Islam terhadap munculnya 

Islamofobia di sejumlah negara. Meskipun masyarakat Islam itu sendiri sangat 

beragam dan bukan merupakan satu entitas, namun tidak semua orang 

memahami perbedaan yang ada di dalam kelompok Islam. Sejumlah penelitian 

sesungguhnya telah menunjukan bahwa Islam di dunia ini tidak bisa dianggap 

sebagai satu entitas yang sama. Di Indonesia, misalnya ada sejumlah tulisan 

yang menjelaskan perbedaan tentang penganut agama Islam di Indonesia dan 

membuat klasifikasi kelompok umat Islam, khususnya di Jawa.  

Clifford Geerts (1960) misalnya telah mengelompokan umat Islam di Jawa 

Tengah ke dalam tiga kelompok yang berbeda dan menyebut mereka dengan 

sebutan Islam abangan, santri dan priyayi. Belakangan, ada juga para ahli yang 

mengelompokan umat Islam di Indonesia ke dalam kelompok modernis dan 

tradisionalis berdasarkan pola pikir dan cara hidup mereka. (Toyibah, 2020) 

Pandangan yang lebih baru setelah munculnya kelompok teroris dan radikalis 

Islam di berbagai negara di dunia adalah melihat Islam dari pendekatan secara 

moderat dan radikal berdasarkan pemikiran dan tujuan politik umat Islam 

(Yunanto, 2018). 

Namun ketidakpahaman masyarakat internasional tentang keragaman 

ajaran dan aliran dalam Islam, membuat Islamofobia yang muncul di berbagai 
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negara pada akhirnya malah membahayakan umat Islam itu sendiri. Islamofobia 

juga dapat menimbulkan ketegangan antar umat beragama terutama di negara-

negara yang identitas agama masyarakatnya beragam. Isu rasialisme terhadap 

masyarakat Turki yang beragama Islam di Eropa, serangan dan penolakan 

terhadap warga etnis Rohingya di Myanmar serta penembakan terhadap umat 

Islam yang sedang bersembahyang di dua masjid di Selandia Baru oleh warga 

Australia menunjukan bahaya dari menguatnya sentimen Islamofobia di 

masyarakat yang plural secara identitas agama terhadap umat Islam di negara-

negara tersebut. 

Ketakutan dan persepsi negatif terhadap Islam dan Muslim di negara-

negara Barat, terutama di Amerika Serikat (AS) muncul setelah serangan 

kelompok Al Qaeda ke Menara kembar World Trade Center (WTC) dan Gedung 

Pentagon AS. Serangan pada 11 September 2001 ini menewaskan sekitar 3000 

orang. Wajar saja jika pemerintah AS menjadi khawatir dengan aksi dan 

serangan terorisme di negara mereka. Namun, kekhawatiran pemerintah dan 

warga AS terhadap serangan terorisme di negaranya dan di berbagai negara di 

dunia dengan segera berubah menjadi kebencian terhadap umat Islam. 

Sentimen anti-Muslim yang meningkat setelah peristiwa 9/11 ini juga terjadi 

bersamaan dengan meningkatnya jumlah umat Islam yang datang dan tinggal di 

AS. (Hartig, 2021) 

Hasil survey yang dilakukan oleh Pew Research pada bulan September 

2001 menunjukan peningkatan jumlah warga AS yang curiga terhadap keturunan 

Timur Tengah meningkat dari 28% menjadi 36% hanya dalam kurun waktu 

kurang dari 1 tahun. Bahkan dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa 32% 

pendukung partai Republik dan 23% pendukung partai Demokrat mengaitkan 

umat dan agama Islam lebih dekat dengan kekerasan jika dibandingkan dengan 

agama lainnya. Angka ini melonjak drastis terutama pada pendukung partai 

Republik ketika survey dilakukan kembali oleh Pew research Center pada tahun 

2021 di mana 72% pendukung partai Republik dan 32% pendukung partai 

Demokrat mengatakan hal yang sama. Survey yang dilakukan oleh Pew 

Research juga menunjukan adanya peningkatan jumlah umat Islam yang 

mengalami diskriminasi sepanjang tahun 2007-2017. (Hartig, 2021) 
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Survey lain yang dilakukan oleh Gallup Poll pada tahun 2011 juga 

menunjukan bagaimana sikap masyarakat di sejumlah negara Barat tidak 

menghormati umat Islam yang tinggal di antara mereka. Di Amerika Serikat, 

sekitar 52% responden menyatakan bahwa warga AS tidak menghormati umat 

Islam di negara mereka dan 48% responden dari Kanada menyatakan hal yang 

sama. Inggris, Jerman, Perancis dan Italia juga mengalami hal yang sama, 

meskipun persentase lebih sedikit. (Gallup, 2011) Ada beberapa hal yang 

menyebabkan munculnya ketegangan dan sikap tidak hormat antara masyarakat 

Barat dan umat Islam, di antaranya adalah perbedaan budaya, agama dan 

kepentingan politik di antara mereka.  

Sementara warga AS dan Kanada melihat agama dan kepentingan politik 

menjadi penyebab utama ketegangan dengan umat Islam, warga di Eropa justru 

melihat kepentingan politik lebih mendominasi kemarahan warga Eropa terhadap 

umat Islam yang ada di negara mereka. Ketakutan terhadap Islam atau 

Islamofobia di negara-negara di Eropa ini menurut Presiden Turki, Recep Tayyop 

Erdogan telah menyebar cepat. Hal ini mengakibatkan sekitar 35 juta umat Islam 

yang tinggal di Eropa rentan dengan ancaman bahkan menjadi korban kejahatan 

rasial. Kekerasan terhadap umat Islam di Eropa ini, menurut Erdogan terjadi 

terutama di Perancis dan Austria yang telah mengambil sikap bermusuhan 

melalui peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. (Laveda, 2021) 

Hal serupa disampaikan oleh European Union Agency for Fundamental 

Rights dalam survey yang mereka lakukan pada tahun 2017. Dari hasil survey 

mereka diperoleh hasil bahwa 4 dari 10 responden, atau sekitar 38% responden 

merasakan diskriminasi akibat etnis mereka. Survey ini dilakukan terhadap para 

imgiran dan keturunan mereka yang kebanyakan berasal dari Turki, Asia Selatan, 

Afrika Utara dan Sub-Sahara yang beragama Islam. (European Union Agency for 

Fundamental Rights, 2017) 

Seperti yang disampaikan dalam laporan Utusan Khusus PBB, Ahmad 

Shaheed, dalam pertemuan global tahun 2021 lalu, kebencian dan sentimen anti-

Muslim masyarakat di sejumlah negara Eropa telah mendorong pemerintah 

untuk membuat peraturan yang membatasi hak dan ruang gerak umat Islam. Hal 

ini terjadi misalnya di Swiss pada akhir tahun 2009, ketika partai terbesar di 
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parlemen Swiss melakukan referendum larangan pembangunan kubah masjid. 

Pemerintah menentang larangan tersebut dengan alasan akan merusak citra 

negara terutama pandangan umat Islam terhadap Swiss. Namun, hampir 60% 

pemilih dan 22 dari 26 distrik di Swiss memilih untuk mendukung larangan 

tersebut. (Gallup, 2011)  

Di Perancis, ada konsensus politik terhadap undang-undang yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2004 dan pada tahun 2010. Undang-

undang pada tahun 2004 melarang adanya simbol-simbol agama di sekolah-

sekolah negeri dan UU pada tahun 2010 melarang penggunaan penutup wajah 

yang kerap digunakan oleh para perempuan Muslim. Kedua aturan ini 

diperjuangkan oleh kelompok kiri di parlemen Perancis dan mendapat dukungan 

luas dari masyarakat selama pemungutan suara di parlemen. (Peace, 2019) 

 

2.  Fenomena Islamofobia di Kawasan Indo-Pasifik 

Ketakutan terhadap agama dan pemeluk agama Islam, yang pada gilirannya 

dapat membahayakan umat Islam itu sendiri, bukan hanya terjadi di Eropa tetapi 

juga di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Sentimen Islamofobia 

meningkat di Myanmar sejak tahun 2012, terutama setelah seorang Pendeta 

Buddha bernama Ashin Wirathu membentuk gerakan 969 menyebarkan 

sentimen anti Muslim dan anti Rohingya. Akibatnya, sejumlah serangan dan 

kerusuhan kerap terjadi di kawasan Rakhine, tempat tinggal mayoritas kelompok 

etnis Rohingya yang beragama Islam. Seorang peneliti dari Institut Penelitian 

Perdamaian dan Konflik (IPCS) di Asia Tenggara, Aparupa Bhattacherjee (2014) 

menyebutkan bahwa kekerasan anti-Rohingya ini muncul sebagai akibat dari 

adanya sentimen anti-Muslim di Myanmar.  

Penembakan terhadap umat Islam juga terjadi di New Zealand pada tahun 

2019. Serangan ini dilakukan terhadap umat Islam yang sedang bersembahyang 

di dua Mesjid yang berbeda oleh seorang pemuda warga negara Australia, 

Brenton Tarrant. Korban meninggal dan luka-luka pada penembakan itu di 

antaranya adalah warga Indonesia. Sebelum penembakan, Tarrant sempat 

mengunggah secara daring sebuah manifesto yang isinya merupakan 

pandangan pribadi yang sangat negatif terhadap imigran dan umat Islam serta 
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penjelasan mengapa serangan itu dilakukannya. Manifesto itu seakan dijadikan 

sebagai justifikasi untuk Tarrant melakukan aksi brutalnya terhadap umat Islam 

di Christchurch. (Tim Detikcom, 2019) 

Dari beberapa peristiwa tersebut di atas, terlihat kaitan yang signifikan 

antara meningkatnya serangan terorisme dan aksi radikalisme yang berbasiskan 

agama Islam terhadap munculnya Islamofobia di sejumlah negara. Meskipun 

masyarakat Islam itu sendiri sangat beragam dan bukan merupakan satu entitas, 

namun tidak semua orang memahami perbedaan yang ada di dalam kelompok 

Islam dan mereka menganggapnya sama. Sejumlah penelitian sesungguhnya 

telah menunjukan bahwa Islam di dunia ini tidak bisa dianggap sebagai satu 

kelompok yang sama. Di Indonesia, misalnya ada penelitian yang menjelaskan 

klasifikasi kelompok terhadap masyarakat Islam, khususnya di Jawa, yaitu Islam 

abangan, santri dan priyayi (Geertz, 1960). Ada juga para ahli yang 

mengelompokan umat Islam ke dalam kelompok modernis dan tradisionalis 

(Toyibah, 2020: 48). Pandangan yang lebih baru setelah munculnya kelompok 

teroris dan radikalis Islam, sejumlah pengamat mulai membedakan antara Islam 

moderat dengan Islam radikal (Yunanto, 2018). 

Fenomena Islamofobia ini pada gilirannya menimbulkan sentimen anti-

Islam dan kebencian serta kekerasan terhadap umat Islam terutama di negara-

negara di mana umat Islam merupakan minoritas tanpa memperhatikan 

klasifikasi tentang umat Islam. Kekerasan ini bisa dilakukan secara spontan oleh 

warga masyarakat. Namun ada juga sentimen anti-Islam yang dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur serta didukung oleh tokoh agama dan pemerintah 

negara melalui peraturan dan kebijakan yang dibuat di negara tersebut. Sejumlah 

peraturan dan kebijakan itu dibuat untuk membatasi aktivitas umat Islam dalam 

berbagai dimensi kehidupan, seperti politik dan sosial ekonomi. Itu sebabnya, 

penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa fenomena 

kecurigaan/ketakutan atau phobia terhadap Islam dan umat Islam di negara-

negara di kawasan Indo-Pasifik itu terjadi serta menjelaskan dampak yang timbul 

akibat Islamofobia tersebut terhadap keamanan nasional dan keamanan 

manusia di negara tersebut.   
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2.1 Islamofobia di India 

Islamofobia atau sentimen anti Islam di India sesungguhnya sudah terjadi sejak 

lama. Bahkan telah terjadi jauh sebelum India berdiri menjadi sebuah negara 

berdaulat yang diakui secara internasional. Benih-benih kebencian terhadap 

umat Islam sudah ada bahkan sebelum kolonialisme Inggris masuk ke wilayah 

Asia Selatan. Kebencian itu telah muncul ketika Kekaisaran Mughal yang 

berbasiskan agama Islam berkuasa di Asia Selatan dan bertindak sangat keras 

terhadap masyarakat Hindu serta menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. 

Pemisahan antara negara India dan Pakistan berdasarkan agama pada 

tahun 1947 adalah salah satu bukti ketegangan antara umat Hindu dan umat 

Islam yang berkepanjangan di wilayah ini dan juga dilatarbelakangi adanya 

Islamofobia. Akibatnya, umat Islam yang ada India pada saat itu lebih memilih 

berpisah dari India dan mendirikan negara Pakistan dengan berdasarkan agama 

Islam. Bagian di bawah ini akan memberikan penjelasan yang lebih detail tentang 

Islamofobia yang terjadi di India. Diawali dengan latar belakang terjadinya 

Islamofobia hingga penjelasan tentang faktor penyebab dan dampak Islamofobia 

yang terjadi di India terhadap warga Muslim di sana. 

 

2.1.1. Latar Belakang 

Berbeda dengan Islamofobia yang terjadi di negara-negara Barat yang baru 

muncul belakangan setelah peristiwa 9/11, Islamofobia di India telah muncul 

pada masa kekaisaran Mughal yang berkuasa sejak abad ke-16 hingga abad ke-

18 di India. Kekaisaran Mughal yang beragama Islam pada saat itu kerap 

melakukan penindasan terhadap masyarakat Hindu. Ketika Inggris berhasil 

merebut kekuasaan dari kekaisaran Mughal pada abad ke-18, Inggris melihat 

umat Islam sebagai ancaman dan musuh. Sebaliknya, Inggris lebih bersikap 

akomodatif terhadap umat Hindu yang cenderung bisa menerima kehadiran 

Inggris. (Sikander, 2021) 

Selama masa pendudukannya, Inggris menerapkan kebijakan pemisahan 

di level masyarakat antara umat Hindu dan Islam. Kebijakan pemisahan yang 

dilakukan oleh pemerintah kolonial inilah yang kemudian mengakibatkan 

permusuhan antara umat Hindu dengan umat Muslim di dalam kehidupan 
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bermasyarakat. Ketegangan yang berkepanjangan antara kedua kelompok 

masyarakat berbeda agama tersebut memicu pemisahan antara negara India 

dengan Pakistan ketika Inggris pada akhirnya memberikan kemerdekaan pada 

tahun 1947. (Sikander, 2021) 

Ketegangan umat Hindu dan Islam beserta dengan perbedaan cara hidup 

di antara keduanya menimbulkan stigma bahwa Muslim adalah ‘sesuatu yang 

lain’ dan berbeda bagi masyarakat Hindu di India. Pembentukan stigma ini 

kemudian dikaitkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok umat 

Hindu terhadap umat Islam yang normal terjadi di dalam masyarakat, bahkan 

marak dilakukan di India. Yang lebih mengkhawatirkan, kelompok Hindu 

ekstrimis membentuk narasi dalam masyarakat bahwa warga Muslim adalah 

kelompok ‘yang lain’ dan bukan merupakan bagian dari India. Pernyataan-

pernyataan seperti ini akhirnya menjadi justifikasi aksi kekerasan mereka 

terhadap umat Islam. (Siyech dan Narain, 2018) 

Dalam perbedaan cara hidup antara umat Hindu dan Islam di India, hewan 

sapi dapat menjadi sumber ketegangan di antara mereka. Bahkan sapi dapat 

menjadi alasan sah bagi umat Hindu untuk melakukan aksi kekerasan terhadap 

warga Muslim di India. Tuduhan yang sering kali dilontarkan umat Hindu terhadap 

kelompok Muslim adalah bahwa umat Islam membunuh sapi yang dianggap 

sakral bagi umat Hindu. Padahal sapi adalah salah satu binatang yang sering 

digunakan sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha oleh umat Islam 

hampir di semua negara. Tuduhan ini seringkali menjadi pembenaran atas 

tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan, terhadap warga India yang beragama 

Islam. Hukuman mati oleh massa, seperti yang terjadi pada Mohammed Akhlaq 

Saifi di Rajashtan, seringkali ditengarai karena adanya tuduhan pemotongan sapi 

atau penyimpanan daging sapi. (Siyech dan Narain, 2018) 

 

2.1.2. Faktor Penyebab Islamofobia di India 

Sejak awal, umat Islam dianggap berbeda oleh masyarakat Hindu yang ada 

di India, terutama dalam hal sikap dan perilaku. Dengan adanya cara pandang 

dan narasi tentang umat Islam yang berbeda dari umat Hindu di tengah 

masyarakat, Islamofobia di India menjadi tertanam sedemikian kuat. Bahkan 
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Islamofobia berkembang menjadi sentimen anti-Islam yang terus menyebar 

belakangan ini melalui media sosial dan media cetak. Sentimen anti Islam ini 

semakin menguat terutama setelah adanya serangan kelompok teroris Al Qaeda 

di Amerika Serikat pada 11 September 2001.  

Kondisi tersebut makin diperparah dengan adanya kelompok Hindu fanatik 

yang muncul belakangan ini dan terus menyebarluaskan kebencian terhadap 

umat Islam. Fanatisme umat Hindu inilah yang menimbulkan diskriminasi 

terhadap umat Islam dan berujung pada persekusi dan aksi intoleransi terhadap 

kelompok minoritas Muslim di sejumlah wilayah di India. Kelompok masyarakat 

Hindu yang fanatik ini bahkan dikatakan sedang berusaha menciptakan negara 

berlandaskan agama Hindu. Akibatnya, penindasan terhadap warga Muslim di 

India semakin sering terjadi. (Ushama, 2020; Damayanti, 2018) 

Kebencian dan aksi intoleransi terhadap Muslim ini meningkat terutama 

setelah kemenangan Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party/BJP) pada 

pemilihan parlemen pada awal tahun 2019. Demi memenangkan pemilihan, BJP 

melegalkan implementasi ideologi  berbasiskan agama Hindu yang dikenal 

dengan Hindutva (Ibrahim, 2020). Ideologi ini disebarluaskan oleh kelompok 

militan seperti Hindu Mahasabha, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), dan 

Vishva Hindu Parishad (VHP). Ideologi Hindutva ini pada dasarnya ingin 

mendirikan negara Hindu dan pada tahun 2002 menjadi penyebab utama 

terjadinya genosida Muslim di Gujarat (HT Correspondent, 2007). Selama 

kampanye tahun 2019, Arjun Sampath dari Tamil Nadu, seorang fasis Hindu dan 

pendukung BJP, meminta umat Hindu untuk memboikot bisnis warga Muslim, 

mengisolasi mereka dan mencap mereka sebagai ‘pro-Pakistan’. (Ushama, 

2020) 

Narasi Islamofobia dan sentimen anti-Islam dibangun dalam ideologi 

Hindutva yang sangat didukung oleh kelompok fanatik Hindu. Perdana Menteri 

Narendra Modi yang berasal dari Partai Bharatiya Janata (BJP) mengemukakan 

ideologi Hindutva tersebut beberapa kali di dalam pidato, wawancara, dan 

podcast yang ia sampaikan. Ideologi Hindutva secara garis besar mendukung 

pemikiran bahwa masyarakat India yang beragama Hindu adalah superior. 

Sedangkan Muslim tidak layak untuk menjadi bagian dari India karena mereka 
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merupakan kelompok ‘yang lain.’ Gagasan ini mendapat banyak dukungan 

terutama dari warga India yang ingin menjadikan India sebagai negara 

berbasiskan ajaran agama Hindu. (Waikar, 2018)  

Alasan lain mengapa sebagian warga Hindu di India ingin mendirikan 

negara Hindu adalah karena berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Central 

Intelligence Agency (CIA) pada tahun 2018, 80% masyarakat India beragama 

Hindu. Umat Islam adalah kelompok minoritas terbesar di India dengan jumlah 

sebanyak 15% dari populasi India. Pertambahan jumlah warga Muslim melalui 

angka kelahiran yang tinggi dan migrasi dari Pakistan dan Afganitan yang cukup 

besar memicu kekhawatiran umat Hindu di India. Bahkan kondisi ini mendorong 

kelompok ekstrimis Hindu mengeluarkan tuduhan bahwa umat Islam berusaha 

menambah jumlah populasi beragama Islam dengan cara menikahi wanita 

Hindu. (Dey, 2017) 

Pengamat politik di India melihat keinginan untuk menjadikan India sebagai 

negara berbasiskan ideologi Hindu semakin mencolok ketika PM Narendra Modi 

yang menjabat sejak tahun 2014 seringkali mengeluarkan pernyataan yang 

mengutamakan ajaran dan ideologi agama Hindu. Ia misalnya mengemukakan 

kebijakan perekonomian yang erat dengan cara-cara hidup umat Hindu, seperti 

etos kerja yang didasarkan pada ajaran Lord Basavershar sekitar 800 tahun lalu. 

Ia juga menyampaikan tentang pentingnya etos kerja umat Hindu demi 

mewujudkan “satu India.” Di balik pernyataan-pernyataan Modi ini, tersirat upaya 

untuk membuat India mengutamakan cara hidup sesuai agama Hindu dan 

mengesampingkan nilai-nilai kehidupan dari agama yang lainnya. Cara ini juga 

dianggap sebagai upaya agar kekerasan atas nama Islamofobia yang terjadi di 

masyarakat dapat bebas dari tekanan untuk dihapuskan. (Waikar, 2018)   

Pemicu lain ketegangan antara umat Hindu dan Islam di India adalah 

pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment 

Act/CAA) oleh parlemen India. Undang-undang ini dibuat pada tahun 2019 di 

bawah kepemimpinan Narendra Modi dan mulai diberlakukan pada awal tahun 

2020. Undang-undang ini dipercayai oleh kelompok umat Islam sebagai hasil 

konspirasi politik dari kelompok pendukung ideologi Hindutva, yang 

menggunakan landasan hukum untuk meraih kepentingannya.  
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Di bawah CAA, National Registered of Citizens (NRC) diterapkan dengan 

mewajibkan setiap orang untuk memberikan dokumen-dokumen yang 

membuktikan bahwa mereka adalah warga negara India. Mereka yang tidak bisa 

membuktikan keberadaan dokumen-dokumen tersebut akan dimasukan ke 

dalam kategori imigran ilegal. Masalahnya, banyak warga Muslim di India yang 

miskin dan buta aksara dan mereka sama sekali tidak memiliki dokumen-

dokumen pendukung yang membuktikan kewarganegaraan mereka. (Ahmed, 

2020) 

Di samping itu, India memberikan jaminan kewarganegaraan melalui 

Citizenship Amendment Bill (CAB), yang memberikan jalur khusus 

kewarganegaraan bagi yang belum terdaftar sebagai warga negara bagi 

kelompok pemeluk agama minoritas, kecuali bagi warga Muslim. Kebijakan ini 

dinilai sebagai cara legal untuk mengurangi populasi Muslim di India. India juga 

sudah tidak lagi memberikan suaka bagi warga Muslim yang datang dari 

Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh sejak 2015. Gelombang protes yang 

muncul terhadap CAA dan CAB ini tidak mampu menimbulkan simpati atau 

korelasi apapun terhadap partai lain yang tidak berafilisasi dengan BJP. 

Akibatnya, meskipun penolakan dalam bentuk demonstrasi terjadi, tidak ada 

partai politik yang mengusung perubahan kebijakan di level pemerintahan. 

(Ahmed, 2020) 

 

2.1.3. Dampak Islamofobia di India 

Diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh umat Islam di India telah 

terjadi sejak zaman kolonialisme Inggris di Asia Selatan. Namun dalam beberapa 

tahun terakhir, tindakan kekerasan terhadap umat Muslim mengalami 

peningkatan di India, hingga Mahkamah Agung India menyebutkan jika hal ini 

dibiarkan maka kondisi ini dapat menjadi situasi normal yang baru bagi umat 

Islam. (CFR, 2020) Penyerangan seringkali dilakukan oleh sekelompok umat 

Hindu terhadap Muslim yang diyakini membunuh atau memperjual-belikan 

daging sapi. Setidaknya sebanyak 40 orang meninggal dunia akibat perbuatan 

kelompok yang menamai dirinya ‘pelindung sapi’ sepanjang tahun 2015-2018. 

(HRW, 2019)  



 40 

 

Pria Muslim di India juga menjadi target kelompok radikal karena mereka 

diyakini melakukan ‘jihad cinta’, yaitu menikahi wanita Hindu untuk mengubah 

keyakinan mereka. (Dey, 2017) Pada beberapa wilayah, kondisi kebencian 

terhadap umat Islam ini berubah menjadi tindak kekerasan masal dan bahkan 

genosida, seperti yang terjadi pada tahun 2002 di Gujarat, di mana 790 warga 

Muslim dan 254 warga Hindu meninggal dunia, dan lebih kurang 2500 orang 

mengalami luka-luka serta 223 orang lainnya dilaporkan hilang. (BBC News, 

2012; Damayanti, 2018)  

Kekerasan masal terhadap umat Islam juga terjadi dalam konflik Masjid 

Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh dan telah berlangsung selama puluhan tahun. 

Masjid ini diyakini dibangun kisaran tahun 1528 oleh Kerajaan Mughal. Namun 

masyarakat Hindu meyakini bahwa lokasi masjid adalah tempat lahirnya Dewa 

Ram, sehingga masjid tersebut dihancurkan pada tahun 1992 atas dukungan 

Partai Bharatiya Janata (BJP) dan kelompok Visha Hindu Parishad (VHP). 

Peristiwa ini pun memicu perselisihan dalam skala besar di India dan 

diperkirakan 2.000 orang meninggal dunia. (BBC News, 2012) Kelompok 

Hindutva ini menginginkan agar kuil dibangun di bekas lokasi Masjid Babri hingga 

akhirnya pada tahun 2002 partai VHP memastikan pembangunan yang 

rencananya dimulai pada 15 Maret 2002.  

Sebelum pembangunan dimulai, pada bulan Februari 2002 terjadi peristiwa 

kebakaran kereta di Gujarat dan sebanyak 58 orang aktivis Hindu di dalam kereta 

meninggal dunia. Umat Muslim pun diyakini sebagai dalang dari kejadian 

tersebut. Sebagai bentuk balas dendam, terjadi aksi kekerasan terhadap umat 

Muslim, seperti pembunuhan, pemerkosaan wanita Muslim, penghancuran lokasi 

bisnis dan tempat peribadatan umat Muslim di Gujarat dengan total jumlah 

korban meninggal antara 1.000 hingga 2.000 orang (BBC News, 2012). Proses 

hukum dilakukan untuk menentukan apakah lokasi di Ayodhya merupakan kuil 

Dewa Ram, namun kedua belah pihak tetap tidak menerima keputusan dan aksi 

saling serang terus berlanjut. 

 Konflik karena agama juga terjadi pada tahun 2013 di kota-kota dekat 

Muzaffarnagar. Lebih dari enam puluh orang tewas dalam bentrokan yang pecah 

antara umat Hindu dan Muslim setelah dua pria Hindu tewas dalam pertengkaran 
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dengan pria Muslim. Diperkirakan sebanyak lima puluh ribu orang, kebanyakan 

dari mereka beragama Islam, melarikan diri dari kekerasan tersebut. Banyak dari 

mereka akhirnya tinggal di kamp bantuan selama berbulan-bulan, dan beberapa 

tidak pernah kembali ke rumah (CFR, 2020).  

Saat pemerintah India mengumumkan pemberlakukan CAA pada tahun 

2020, sejumlah protes terjadi di India. Berbagai protes yang terjadi tersebut 

dengan mudah berubah menjadi aksi kekerasan yang kemudian menyebabkan 

sekitar lima puluh orang, kebanyakan warga Muslim, meninggal dunia. Beberapa 

politikus BJP diyakini menjadi dalang dari kerusuhan tersebut dan polisi diyakini 

tidak banyak bertindak saat konflik terjadi (CFR, 2020; Sharma, 2020).  

Sentimen Islamofobia di India telah menunjukan ancaman nyata terhadap 

warga Muslim di sana. Sebagaimana dinyatakan oleh Atiyah, seorang 

perempuan Muslim yang tinggal di daerah Mahalat, Mumbai India. Ia 

mengatakan bahwa,  

“I would say a little injustice faced by (Moslem) people over here…. I 
talked about my experience, like the other day we went to look for a 
house, and I took my mom along with me, and it was like Hindu and 
Non-Moslem dominate the area. All people like just, they not seem look 
us very well, and you know, how it’s been not going well over there. 
Then we decided to look for another city that more accessible and 
people are more welcoming. Something that we have taken from the 
region, like don’t ever talk to someone, especially if you are a Moslem.” 
(Atiyah, FGD, 2021) 
 
“Menurut saya, ada sedikit ketidakadilan yang dihadapi oleh orang-
orang (Islam) di sini…. Saya ceritakan pengalaman saya, seperti yang 
terjadi beberapa hari lalu ketika kami pergi mencari sebuah rumah, 
dan saya mengajak ibu saya. Daerah itu sepertinya didominasi oleh 
umat Hindu dan Non-Muslim. Semua orang di sana sepertinya tidak 
menerima kami dengan baik, dan akhirnya memang berjalan tidak baik 
di sana. Kemudian kami memutusan untuk mencari di kota lain yang 
lebih mudah diakses dan orang-orangnya lebih ramah. Namun kami 
belajar sesuatu dari sini, seperti jangan berbicara kepada seseorang 
terutama jika kamu adalah seorang Muslim. (Atiyah, FGD, 2021) 
 

Umat Islam seringkali menjadi target aksi kelompok radikal Hindu bahkan 

hingga menyebabkan mereka terusir dari tempat tinggalnya atau berujung pada 

kematian. Sayangnya, kasus-kasus seperti ini tidak mendapat tanggapan serius 

dari pihak berwajib dan sering kali tidak ada seorang pun yang ditetapkan 
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sebagai tersangka. Adanya kelompok elit politik yang mendukung bahkan 

menganut ideologi Hindutva mengkonfirmasi bahwa tindak kekerasan dan 

intoleransi terhadap kelompok Muslim terjadi mulai dari level masyarakat umum 

yang dilatabelakangi ideologi agama Hindu hingga ke level pemerintahan. 

Kondisi tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang yang 

memberikan kemudahan dan fasilitas terutama bagi warga India yang beragama 

Hindu namun tidak bagi warga minoritas beragama Islam. 

 

2.2 Islamofobia di Myanmar 

Persekusi yang dilakukan oleh umat Buddha di Myanmar terhadap warga 

Rohingya yang beagama Islam serta umat Islam lainnya di negara ini dapat 

dikatakan sangat buruk dan telah berlangsung lama secara terus menerus. Aksi 

intoleransi berbasis rasisme dan sentimen anti-Islam yang dilakukan terhadap 

warga Muslim telah terjadi sejak Myanmar masih berbentuk kerajaan. Kondisi 

tersebut terus berlanjut pada era pemerintahan junta militer hingga tercapai 

demokratisasi di Myanmar. Dari keadaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa 

pergantian sistem politik dan pemerintahan di Myanmar menjadi lebih demokratis 

ternyata tidak serta merta menjamin hak dan kebebasan warga Rohingya yang 

beragama Islam.  

Sejak kerusuhan Mandalay pada tahun 1997 hingga memasuki era 

demokrasi, bentuk persekusi yang dilakukan terhadap umat Islam selalu sama. 

Sejumlah aksi kekerasan tersebut berupa pembunuhan masal umat Muslim yang 

sedang berdoa, menghancurkan Masjid, membakar Al-Qur’an, merusak 

pemukiman dan properti orang Muslim, memaksa orang Muslim untuk berdoa di 

rumah saja, ujaran kebencian berdasarkan rasis dan anti-Islam, hingga 

vandalisme di Masjid. Untuk memahami Islamofobia yang terjadi di Myanmar, 

bagian di bawah ini akan menjelaskan secara detail latar belakang serta 

penyebab terjadinya dan dampak Islamophobia terhadap warga Rohingya di 

Myanmar. 
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2.2.1. Latar Belakang 

Fenomena Islamofobia yang terjadi di Myanmar menjadi menarik karena 

ketika sistem pemerintahan di negara ini telah berubah dari militeristik menjadi 

demokratis, kekerasan terhadap umat Islam di negara ini tidak juga hilang. 

Coclanis (2013) menyimpulkan bahwa tidak peduli seberapa pun demokratisnya 

atau tidak demokratisnya sistem pemerintahan Myanmar, kebencian terhadap 

Islam selalu dan tetap ada. Menurutnya, faktor utama di balik aksi kekerasan 

terhadap umat Islam yang ada di Myanmar, meski pemerintahannya telah 

berubah menjadi sistem demokratis, adalah karena Tatmadaw (Angkatan 

Bersenjata Myanmar) atau Junta Militer masih memiliki peran dan pengaruh yang 

kuat dalam pemerintahan.  

Di samping itu, sejak berdirinya negara Myanmar - sebelumnya bernama 

Birma - agama Buddha yang merupakan agama mayoritas penduduk Myanmar, 

memiliki pengaruh yang kuat di dalam patron sosial-budaya, sekaligus juga 

sebagai patron politik di negara ini. Bahkan ajaran dan agama Buddha adalah 

patron utama yang tertanam sangat kuat dalam masyarakat Birma. Patron 

agama Buddha ini telah mewarnai kehidupan masyarakat Myanmar bahkan 

sebelum Inggris masuk menguasai Myanmar pada awal abad ke-19.  

Dapat dikatakan juga bahwa para pemimpin agama Buddha berhasil 

membentuk semangat nasionalisme Myanmar dengan basis ajaran agama 

Buddha. Hal ini bisa menjadi sesuatu yang positif sekaligus juga negatif. Secara 

positif, semangat nasionalisme ini akan sangat mendukung proses kehidupan 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di Myanmar. Namun sebaliknya, 

semangat nasionalisme Buddha ini juga bisa mendorong munculnya aksi 

kontroversial dan rasis seperti anggapan bahwa mereka yang non-Buddha 

bukanlah orang Myanmar. (Coclanis, 2013) 

Semangat nasionalisme Buddha tersebut masih terus berlanjut hingga saat 

ini dan tampaknya pemerintah menutup mata tentang dampak negatif yang 

terjadi. Masih kuatnya pengaruh Tatmadaw dan patron agama Buddha dalam 

sistem masyarakat dan politik di Myanmar, menyebabkan demokrasi tidak dapat 

menyelamatkan orang Rohingya atau umat Islam lainnya dari aksi intoleransi 
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yang mereka alami. (Coclanis, 2013) Dengan kata lain, Islamofobia masih terus 

terjadi di Myanmar bahkan kondisinya semakin mengkhawatirkan. 

Sejumlah literatur menunjukan bahwa Islamofobia yang mendorong 

terjadinya persekusi terhadap umat Islam di Myanmar sesungguhnya telah terjadi 

sejak negara ini masih berbentuk kerajaan, yang sejak awal memang didominasi 

oleh agama Buddha. (Wildan, 2021) Walaupun sempat terdapat pemimpin 

kerajaan Burma yang beragama Buddha yang mampu menjalin hubungan baik 

dengan komunitas minoritas lainnya, tetapi sejarah juga mencatat sejumlah 

kekerasan yang dilakukan umat Buddha terhadap warga minoritas terutama para 

pendatang dari luar Birma yang beragama lain. Itu sebabnya ketika membahas 

tentang Islamofobia dan aksi kekerasan terhadap komunitas Rohingya yang 

beragama Islam di Myanmar, kita tidak bisa melepaskan dari faktor sejarah dan 

sosial-budaya di negara ini. 

 

2.2.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Myanmar 

Salah satu faktor pemicu kebencian umat Buddha terhadap kelompok 

minoritas terutama umat Islam adalah karena ketika menguasai Birma, Inggris 

lebih mempercayai orang India dan Bengali untuk memerintah di Myanmar. 

(Wildan, 2021) Mayoritas imigran yang dilindungi Inggris yang berasal dari India 

dan Bengali membawa agama Hindu dan Islam masuk ke Birma. Kekuasaan 

orang India dan Bengali pada masa pemerintahan Inggris mendorong terciptanya 

nasionalisme Burma yang dilandasi agama Buddha yang kuat.  

Keistimewaan yang diberikan pemerintah kolonial Inggris kepada warga 

pendatang yang bukan beragama Buddha ini sekaligus juga memicu ketegangan 

sosial antara orang Myanmar asli dengan warga non-Myanmar. Ketika komunitas 

India-Bengali diberi hak istimewa, penduduk asli Myanmar yang beragama 

Buddha melihatnya sebagai ancaman terhadap eksistensi identitas dan budaya 

masyarakat asli Myanmar. Akibatnya, walaupun ajaran Buddha menentang 

kekerasan dan aksi intoleransi, tetapi kepemimpinan orang India-Bengali yang 

diciptakan oleh Inggris meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat asli 

Myanmar.  
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Kekuasaan yang berpindah secara paksa dari para pemimpin Birma yang 

kental dengan ajaran Buddha kepada para pendatang yang bukan warga Burma 

dan tidak memahami ajaran Buddha pada akhirnya memicu kebencian. 

Kebencian ini kemudian berujung pada tindakan kekerasan dan persekusi 

kepada warga non-Myanmar. Itu sebabnya, pasca Myanmar merdeka dari 

Inggris pada tahun 1948, warga Muslim Rohingya yang menetap di perbatasan 

Myanmar-Bangladesh-India, tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga 

negara. Akibatnya, mereka semakin sering mengalami aksi kekerasan yang 

dilakukan oleh warga Myanmar asli di sekitarnya. (Anwary, 2018)  

Kondisi tersebut di atas dilatarbelakangi juga pada fakta bahwa ketika 

Perang Dunia II berlangsung, sejumlah warga Rohingya yang beragama Islam 

mendukung pemerintah Inggris untuk memegang kekuasaan di wilayah ini, 

sementara warga Birma yang beragama Buddha mendukung pemerintahan 

Jepang. Akibatnya, ketika akhirnya negara ini menjadi negara merdeka, 

masyarakat kelompok Birma yang merupakan kelompok mayoritas penduduk di 

Myanmar menolak warga Rohingya yang beragama Islam untuk tinggal dan 

menjadi warga negara Myanmar. (Damayanti, 2018) 

 

2.2.3. Dampak Islamofobia di Myanmar 

Kebencian terhadap warga Rohingya telah dimulai sejak kehadiran bangsa 

Bengali di Myanmar yang mendapat keistimewaan dari pemerintah Kolonial, 

hingga saat ini. Bahkan kebencian tersebut memuncak setelah ada seorang 

rahib Buddha bernama Ashin Wirathu yang ikut menyebarkan kebencian 

terhadap umat Islam. Salah satu propaganda yang dilancarkan oleh Wirathu 

adalah dengan mengatakan bahwa umat Islam hendak mendirikan negara Islam 

di Rakhine. Wirathu yang merupakan pemimpin kelompok nasionalis Myanmar 

dikenal juga sebagai “Burmese Bin Laden.” Ia menjadi populer ketika pada tahun 

2001 ia bergabung dan menjadi pemimpin kelompok nasionalis yang anti Muslim 

dan bahkan kerap dikategorikan sebagai ekstrimis. Kelompoknya dinamakan 

kelompok 969 dan sangat menentang pertambahan jumlah umat Islam di 

Myanmar. (Damayanti, 2018) 
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Kekerasan terhadap umat Islam semakin menjadi ketika pada tahun 2012, 

ada seorang perempuan beragama Buddha diperkosa di daerah Rakhine. Dipicu 

oleh kemarahan yang memang telah lama tertanam dalam warga Myanmar, 

Wirathu kemudian memimpin sejumlah besar rahib dari kelompok 969 dan warga 

Arakan-Buddha untuk melakukan penyerangan balasan terhadap warga 

Rohingya dan Kaman-Muslim di wilayah Arakan, Rakhine utara. Akibatnya, 

puluhan warga Rohingya meninggal dan lebih dari 125.000 umat Islam diusir dari 

tempat tinggal mereka. Kelompok Wirathu ini juga bahkan melakukan boikot 

terhadap toko-toko warga Muslim dan melarang umat Buddha melakukan bisnis 

dengan umat Islam. Dalam sebuah rekaman yang disebarluaskan melalui 

youtube, Wirathu mengharuskan warga Buddha di Myanmar untuk membeli 

barang-barang hanya di toko yang bertandakan “969.” (Damayanti, 2018) 

Dalam laporannya di tahun 2013, Human Rights Watch (HRW) 

menyebutkan bahwa serangan yang dilakukan oleh kelompok radikal Buddha di 

Myanmar terhadap umat Islam dan tempat tinggal mereka di Arakan merupakan 

tindakan yang terorganisir yang dilakukan bukan saja oleh tokoh agama dan 

tokoh masyarakat di Myanmar, tetapi juga oleh pemerintah. Aksi persekusi yang 

dilakukan oleh kelompok radikal Buddha didukung oleh aparat keamanan 

setempat dengan tidak memberikan pertolongan dan perlindungan kepada 

warga Rohingya yang terancam bahkan membiarkan kekerasan itu terjadi dan 

tampak sangat berpihak terhadap umat Buddha. (Human Rights Watch, 2013) 

Pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Thein Sein saat itu bahkan 

tidak melakukan tindakan penegakan hukum secara serius terhadap para rahib 

yang menyerang warga Muslim Rohingya di Arakan, Rakhine. (Human Rights 

Watch, 2013) Kondisi tersebut di atas menunjukan bahwa dinamika sentimen anti 

Islam dan anti-Rohingya tidak berhenti di tingkat masyarakat dan berpengaruh 

terhadap interaksi di antara kelompok mayoritas yang beragama Buddha dan 

warga Muslim Rohingya saja. Diskriminasi terhadap umat Islam juga 

berkembang hingga ke tatanan politik di tingkat nasional. (Barany, 2019)  

Faktor sejarah dan sosial-budaya masyarakat Myanmar yang intoleran 

terhadap umat Islam, berkontribusi dalam membentuk sikap pemerintah 

Myanmar. Dalam sejarah politik Myanmar, junta militer telah berkuasa lama di 
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Myanmar. Dalam menjalankan kekuasaanya, junta militer Myanmar seringkali 

mendukung patron sejarah dan sosial-budaya Buddha di Myanmar. 

Dilatarbelakangi oleh lamanya junta militer berkuasa dan cara mereka untuk 

mempertahankan persepsi buruk tentang komunitas non-Myanmar membuat 

mayoritas penduduk asli Myanmar setuju terhadap persepsi buruk tentang 

Rohingya. Persepsi buruk itulah. yang kemudian mendorong mereka melakukan 

aksi kekerasan. (Barany, 2019) 

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa Islamofobia yang 

dilanjutkan dengan persekusi dan aksi kekerasan terhadap komunitas Muslim 

Rohingya telah berkembang. Aksi kekerasan ini berkembang dari yang dilakukan 

pada level masyarakat menjadi kekerasan yang dilakukan juga pada level 

negara. Dengan kata lain, negara dan pemerintah junta militer Myanmar turut 

mendukung dan mengkonfirmasi persepsi sosial-budaya yang melanggar Hak 

Asasi Manusia komunitas Rohingya. (Abrar, 2013)  

Meski Tatmadaw telah mempertahankan patron masyarakat Myanmar yang 

menentang warga Muslim Rohingya sejak pertama kali mereka berkuasa di 

Myanmar namun sikap intoleran tersebut kemudain berkembang menjadi sikap 

politik internal pemerintah Myanmar. (B.I, 2018) Kondisi internal ini semakin 

diperparah dengan situasi politik internasional yang ditandai dengan kebangkitan 

gerakan radikal Islam secara global, terutama setelah serangan terorisme Al 

Qaeda pada tahun 2001 di New York. (Wildan, 2021) Hal inilah yang semakin 

mendorong junta militer Myanmar mengambil sikap bermusuhan terhadap 

komunitas Islam Rohingya. 

Demokratisasi yang buruk di Myanmar juga turut berkontribusi terhadap 

persekusi komunitas Muslim Rohingya. Kevin B.I (2018) menyebutkan bahwa 

pada dasarnya Tatmadaw atau Angkatan Bersenjata di Myanmarlah yang 

menjadi penyebab lambannya demokratisasi sekaligus penyelesaian isu 

Rohingya. Tatmadaw dipandang selalu menciptakan ketegangan sosial dengan 

mempertahankan persepsi nasionalisme Burma dan basis agama Buddha di 

Myanmar. Tatmadaw dianggap sengaja melakukan ini karena takut kehilangan 

eksistensi dalam sistem pemerintahan demokrasi penuh Myanmar yang baru. 

Dengan memicu konflik dan ketegangan sosial terutama terhadap warga Muslim 
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Rohingya, Tatmadaw tetap dapat menunjukan eksistensi dan kekuatannya 

dalam pemerintahan demokrasi Myanmar yang baru di bawah Aung San Suu 

Kyi. Dengan cara tersebut, masyarakat sipil melihat Tatmadaw sebagai kekuatan 

yang dapat mewujudkan nasionalisme Myanmar. (B.I, 2018) 

Di samping itu, Aung San Suu Kyi sendiri walaupun memiliki legitimasi 

untuk memimpin rakyat Myanmar namun tidak dapat menentang Tatmadaw. 

Meski Aung San Suu Kyi dapat bertindak menyelesaikan isu Rohingya, namun 

jika Suu Kyi melakukan hal tersebut, dukungan politik terhadap Suu Kyi akan 

menurun dan kondisi ini dapat menutup proses demokrasi di Myanmar. (B.I, 

2018) Terlebih, konstitusi Myanmar menyebutkan bahwa Tatmadaw merupakan 

fraksi politik aktif dalam pemerintahan Myanmar dan apabila terjadi 

ketidakseimbangan kekuasaan di Myanmar, konstitusi menyatakan bahwa militer 

berhak mengambil alih pemerintahan. Dengan demikian, pemerintahan sipil 

Myanmar sesungguhnya tidak memiliki kendali atas Tatmadaw sebagai 

konsekuensi dari konstitusi tersebut. (Barany, 2019)  

Buruknya demokratisasi dan peran kuat militer untuk terlibat dalam 

pemerintahan yang demokratis, menyebabkan isu persekusi komunitas Muslim 

Rohingya belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Di samping itu, dari 

penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Islamofobia di Myanmar disebabkan 

oleh faktor sejarah, sosial-budaya, politik secara internal dan politik eksternal 

yang terakumulasi secara sistematis dan berkaitan erat satu sama lain. 

Walaupun awalnya hanya sebatas faktor historis dan sosial budaya, namun 

kebencian terhadap warga Muslim berkembang hingga ke tingkat politik.  

Pemerintahan Myanmar diyakini terlibat dalam berabgai aksi persekusi 

terhadap komunitas Rohingya. Pemerintah bahkan terus membangun 

penciptaan persepsi nasionalisme Myanmar dan ancaman berdasarkan patron 

agama Buddha. Pemerintahan Junta Militer yang cukup lama berkuasa di 

Myanmar, meski sejak tahun 2011 Myanmar mulai memasuki masa demokrasi, 

membuat isu Rohingya tidak kunjung selesai. Malah, pemerintah Junta Militer 

turut andil dalam lambannya proses demokratisasi di Myanmar di samping 

pemerintahan sipil Myanmar yang tidak mampu memegang kendali atas 

kekuatan militer di negaranya sendiri.  
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2.3. Islamofobia di Thailand  

Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah 

mengalami kolonialisme Barat. Sehingga, berbeda dengan India dan Myanmar 

yang mengalami Islamofobia sebagai peninggalan dari kebijakan pemerintah 

kolonial Inggris yang memberikan keistimewaan pada kelompok agama tertentu, 

Islamofobia di Thailand terjadi dari dalam masyarakat Thailand itu sendiri. 

Islamofobia tersebut terjadi karena adanya gerakan etno-nasionalis di wilayah 

Thailand Selatan yang merupakan daerah perbatasan Thailand dan Malaysia. 

Wilayah ini lebih banyak ditempati oleh warga Melayu yang berasal dari Malaysia 

dan beragama Islam.  

Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha, dan Islam merupakan 

agama minoritas terbesar di negara tersebut. Namun empat provinsi perbatasan 

selatan antara Thailand dan Malaysia, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun, 

merupakan tempat dengan penduduk Muslim terbesar bahkan mencapai 80% 

penganut agama Islam di Thailand. Sebagai agama penduduk mayoritas, agama 

Buddha memainkan perang penting di Thailand dan diintegrasikan hingga ke 

sistem pemerintahan pusat Thailand (The Nation, 2018). Konstitusi terbaru 

bahkan memperkuat posisi Buddhisme Theravada sebagai agama yang dianut 

oleh mayoritas penduduk Thailand untuk jangka waktu yang lama.  

Pemerintahan Thailand sebenarnya pernah telah menjamin dalam konsitusi 

Kerajaan Thailand bahwa kebebasan beragama akan dijunjung tinggi, dan 

kebijakan pemerintahan Thailand untuk umat Islam di Thailand dapat 

digambarkan sebagai kebijakan yang akomodatif. Setelah Perang Dunia Ke-2, 

Thailand pernah mengeluarkan tiga peraturan legal yang berkaitan dengan 

Islam, yaitu Dekrit Kerajaan tentang pendirian Masjid (1947), Keputusan 

Kerajaan tentang Perlindungan Agama Islam (1945), dan Dekrit Kerajaan 

tentang Perlindungan Agama Islam (1947). Namun sayangnya, ketiga peraturan 

tersebut dihapuskan setelah proklamasi Keputusan Kerajaan tentang 

Administrasi Organisasi Islam pada tahun 1997 (Hara, 2019).  

Untuk memahami lebih detail tentang Islamofobia yang terjadi di Thailand, 

pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang, faktor penyebab dan bentuk 

Islamofobia yang terjadi di negara ini. Kondisi ini diawali dari kekecewaan 
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sejumlah umat Islam yang tinggal di wilayah selatan Thailand terhadap kebijakan 

pemerintah, yang akhirnya berkembang menjadi gerakan ethno-nasionalis atau 

separatisme. Kekecewaan inilah yang kemudian memicu ketegangan antara 

umat Buddha dengan umat Islam yang merupakan mayoritas di empat wilayah 

Thailand Selatan. Ketegangan tersebut akhirnya semakin membesar dan 

menciptakan diskriminasi dan aksi kekerasan terhadap umat Islam yang tinggal 

di Thailand Selatan, terutama di wilayah Pattani. 

 

2.3.1. Latar Belakang  

Diskriminasi terhadap umat Islam masih terus terjadi hingga saat ini di 

Thailand, terutama di wilayah Thailand Selatan. Dari total 61 juta penduduk 

Thailand, ada sekitar 4 juta umat Islam yang setengahnya berasal dari warga 

Malaysia yang tinggal di provinsi Thailand Selatan yang merupakan wilayah 

perbatasan dengan Malaysia, tepatnya di provinsi Pattani, Yala, dan Narathiwat. 

Sentimen anti Islam ini terjadi karena adanya sekelompok warga beragama 

Buddha yang menghasut dan menyebarkan ketakutan serta kebencian terhadap 

warga Muslim Melayu yang tinggal di wilayah selatan Thailand. Bahkan 

penentang umat Islam ini dengan sengaja menyebarkan fanatisme, diskriminasi 

dan marginalisasi, yang mengakibatkan pengucilan umat Islam dari kegiatan 

ekonomi, sosial, politik, serta dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. 

(Pathan dkk, 2018)  

Kekerasan terhadap warga Muslim di Thailand Selatan dilakukan oleh 

kaum nasionalis Buddha dan dipimpin oleh para rahib di Thailand. Aksi ini 

sesungguhnya dimotivasi oleh kepentingan agama sekaligus juga tujuan politik 

(Jerryson, 2017). Daerah konflik di provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan 

beberapa distrik di provinsi Songkhla, dimana mayoritas penduduk lokal 

merupakan Muslim Melayu, sering dianggap sebagai salah satu bagian dari 

Thailand yang paling rentan terhadap pengaruh jihadisme transnasional. 

Belakangan, kemunculan organisasi terorisme seperti ISIS di beberapa wilayah 

provinsi tersebut menjadi ancaman bagi masyarakat dan pemerintah Thailand 

yang mayoritas beragama Buddha. (Hannah, 2019). 
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2.3.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Thailand 

Konflik yang terjadi di wilayah Thailand Selatan sesungguhnya bukan 

konflik agama murni dan tidak didorong oleh antagonisme agama antara warga 

Buddhis Thailand dan umat Islam. Yang terjadi di sana sesungguhnya adalah 

sebuah perjuangan ethnonasionalis yang didasari oleh agama. Lebih dari 90% 

penduduk Thailand beragama Buddha, namun 85% penduduk di wilayah Pattani, 

Thailand Selatan berkebangsaan Melayu dan beragama Islam. Selama 

bertahun-tahun umat Islam Melayu di daerah ini berupaya untuk mendapatkan 

kemerdekaan dari Thailand melalui ‘Gerakan Pembebasan Pattani’ serta 

beberapa kali mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah 

pusat.  

Aksi-aksi perlawanan yang dilakukan oleh Gerakan Pembebasan Pattani 

dilakukan tertuama ketika situasi politik di negara ini tengah memanas akibat 

kudeta. Untuk mengatasi aksi perlawanan umat Islam di daerah perbatasan 

dengan Malaysia, pemerintah Thailand telah menerapkan Undang-undang 

Darurat sejak tahun 2004. Undang-undang ini dikeluarkan terutama untuk 

menghentikan upaya kelompok umat Islam yang tergabung dalam Pattani United 

Liberation Organization (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang terus 

memperjuangkan hak otonomi daerah ini. (Damayanti, 2018) 

Bersamaan dengan diberlakukannya UU Darurat tersebut, konflik umat 

Buddha dan Muslim di wilayah Thailand Selatan terus meningkat. Warga Muslim 

dipenuhi dengan ketakutan akan adanya ancaman dari kelompok Nasionalis 

Buddha, yang sebagian besar berasal dari para rahib. Bukan hanya ancaman 

dari para pemimpin agama, pemerintah pusat juga melakukan tindakan counter-

insurgency dengan keras terhadap umat Islam di wilayah Pattani.  

Dalam beberapa konflik yang terjadi, pemerintah Thailand bahkan 

mengerahkan tentara untuk menjaga tempat-tempat ibadah umat Buddha di 

wilayah Thailand Selatan. Pemerintah pusat juga memberikan ijin kepada 

kelompok nasionalis Buddha di wilayah selatan untuk membentuk pasukan 

tentara yang berasal dari para rahib. Pasukan yang dinamakan Tahanpra ini 

menjalani kehidupan seperti para rahib umumnya, namun dilatih seperti tentara 

dan menerima gaji dari pemerintah. (Damayanti, 2018) 
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Pemerintah Thailand melakukan counter-insurgency seperti itu karena 

seringkali mengaitkan masyarakat Islam di wilayah Pattani sebagai kelompok 

pemberontak yang memicu konflik separatisme selama bertahun-tahun. Meski 

demikian, Pemerintah Thailand melihat kekerasan yang terjadi di daerah selatan 

ini sebagai pemberontakan atas dasar ethno-nasionalis, dan bukan diskriminasi 

berbasis agama.  Sebaliknya, masyarakat Thailand secara umum cenderung 

mengabaikan analisis pemerintah dan beranggapan bahwa segala bentuk 

kekerasan yang terjadi di daerah ini disebabkan oleh perilaku warga Muslim 

Melayu.  

Dari sini terlihat terdapat gap persepsi antara pemerintah dan masyarakat 

Thailand pada umumnya. Di satu sisi, persepsi yang muncul di tengah 

masyarakat mayoritas Thailand disebabkan karena umat Islam di wilayah ini 

enggan untuk hidup damai dengan warga Thailand yang beragama Buddha. 

Bahkan, fakta menunjukkan bahwa orang Melayu Pattani menolak untuk 

memeluk identitas dan narasi sejarah yang dibangun oleh pemerintah dan warga 

Thailand. Akibatnya, masyarakat Thailand marah dan menuduh ajaran Islamlah 

yang membuat mereka menolak identitas tersebut.  

Di sisi lain, kelompok nasionalis Buddha juga mengabaikan argumen 

kebijakan asimilasi Pemerintah Thailand terhadap Melayu Pattani, Yala, dan 

Narathiwat. Umat Buddha yang tinggal di Thailand Selatan menolak adanya 

atribut-atribut Islam yang diperlihatkan di area publik termasuk di sekolah, seperti 

penggunaan hijab. Faktor inilah yang berkontribusi terhadap sejumlah kekerasan 

kepada warga Muslim yang masih terjadi hingga hari ini di Thailand Selatan. 

(Pathan dkk, 2018) 

 

2.3.3. Dampak Islamofobia di Thailand 

Islamofobia di Thailand terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan 

diskriminatif hingga aksi kekerasan. Salah satu contoh kasus kekerasan yang 

berbasiskan agama Islam terjadi di sekolah Anuban Pattani pada tahun 2018. 

Saat itu, muncul wacana untuk menggunakan hijab di sekolah umum mengingat 

mayoritas penduduk di Pattani beretnis Melayu. Hal ini berujung pada 

perselisihan dan adu mulut antara kelompok Nasionalis-Buddha dengan warga 
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Muslim Pattani etnis Melayu. Dalam kasus ini, 20 guru beragama Buddha 

melakukan aksi protes terhadap siswinya yang Muslim karena mengenakan 

hijab. (Pathan dkk, 2018) 

Dari peristiwa ini, kebencian warga yang beragama Buddha terhadap Islam 

dan umat Islam semakin menguat dan menyebar hampir di seluruh wilayah 

Thailand Selatan. Akibatnya, hampir setiap sekolah di Thailand melarang 

siswinya mengenakan jilbab. Umat Buddha menyatakan keberatan mereka serta 

menegaskan bahwa “Kwam Pen Thai” atau hanya identitas Thailandlah yang 

akan diterima oleh masyarakat Buddhis setempat. Bahkan, warga nasionalis 

Buddha juga menolak identitas lokal Islam dan Melayu lainya yang ditampilkan 

di tempat-tempat umum. (Pathan dkk, 2018) 

Timbulnya sentimen anti-Islam di Thailand diawali oleh mayoritas 

masyarakat Thailand yang berusaha untuk menutup sejarah dan fakta akan 

adanya umat Islam di Thailand Selatan. Mereka membangun historiografi 

nasional Thailand secara umum dan akibatnya menimbulkan gerakan separatis 

masyarakat Muslim Thailand Selatan di tiga provinsi; Pattani, Yala, dan 

Narathiwat. (Abdulmani, 2013) Islamofobia semakin menguat setelah pemerintah 

daerah Thailand Selatan menolak otonomi pusat dan berusaha memenuhi 

aspirasi umat Islam dengan berbagai proyek yang menguntungkan warga Muslim 

di wilayah ini. Kondisi inilah yang memicu kemarahan umat Buddha setempat 

karena mereka merasa diperlakukan tidak adil.  

Bahkan kelompok nasionalis Buddha di wilayah Thailand Selatan 

menggambarkan kekuatan Islam di sana sebagai “hantu” yang bergentayangan 

yang berupaya mengubah kekuatan politik di Thailand. Ini mendorong kelompok 

Buddhism Protection Center of Thailand (BPCT) menggunakan isu Islamofobia 

untuk mempromosikan kampanye Buddha sebagai satu-satunya agama di 

negara Thailand. Serupa dengan itu, organisasi Buddhist Federation of Thailand 

(BFT) juga mendukung berbagai kegiatan partai politik berbasiskan 

nasionalisme-Buddha dengan tujuan membuktikan bahwa Thailand harus bisa 

menghentikan segala tindakan umat Islam di tiga provinsi Thailand Selatan 

(Buaban, 2020). 
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Belakangan, Islamofobia juga terjadi di dunia maya, terutama melalui media 

sosial. Menurut Adre (FGD, 2021) Islamofobia di Thailand itu nyata, namun 

kondisi itu menjadi lebih mengkhawatirkan di dunia maya daripada di dunia nyata. 

Islamofobia di Thailand lebih banyak terjadi di kalangan orang yang berkunjung 

atau tinggal di sana dengan latar belakang kewarganegaraan Eropa atau 

Amerika Serikat. Hal ini tampaknya terjadi akibat pengaruh dari peristiwa 

terorisme 11 September 2001.  

Adre (FGD, 2021) juga mengatakan bahwa Islamofobia di Thailand muncul 

sebagai akibat konflik yang terjadi di wilayah Pattani, antara umat Buddha dan 

Islam. Menariknya, menurut Adre, meskipun telah terjadi kekerasan terhadap 

umat Islam dan konflik di provinsi Pattani, namun umat islam di Thailand tidak 

mau mengungkit-ungkit hal tersebut dan menganggapnya sebagai masa lalu. 

Adre melihat bahwa pemerintah di Thailand saat ini telah berhasil mengurangi 

ketegangan dan konflik yang terjadi di Pattani, sehingga warga di Muslim di 

Thailand dapat hidup dalam situasi yang damai.  

 

2.4. Islamofobia di Korea Selatan 

Islamofobia di Korea Selatan tergolong unik dan berbeda dari Islamofobia di 

negara-negara Indo-Pasifik lainnya. Xenophobia mengambil peran yang lebih 

besar sebagai latar belakang dari Islamofobia di Korea Selatan. Artinya, pemicu 

munculnya Islamofobia di Korea Selatan tidak seperti di India dan Myanmar yang 

disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial yang memberikan keistimewaan 

kepada pihak tertentu. Bukan juga karena adanya gerakan ethno-nasionalis yang 

muncul akibat kekecewaan terhadap pemerintah yang dianggap melakukan 

diskriminasi dalam kebijakannya. 

Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan lebih banyak disebabkan karena 

ketidaktahuan masyarakat Korea Selatan terhadap umat Islam yang kebanyakan 

merupakan pendatang dari negara lain untuk bersekolah atau bekerja di Korea 

Selatan. Nasionalisme masyarakat Korea Selatan yang kental diwarnai oleh 

pengaruh Kekristenan dan Buddha dalam politik dan kehidupan bermasyarakat 

sebenarnya tidak terlalu bermasalah bagi umat Islam yang tinggal di negara ini. 

Namun, ketika media Barat mulai menyebarkan berita tentang aksi terorisme 
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berbasis agama Islam dan memberikan berbagai stigma buruk tentang umat 

Islam, pada saat itulah sikap diskriminasi terhadap umat Islam mulai terlihat. Itu 

sebabnya, bagian ini akan menjelaskan latar belakang, faktor penyebab dan 

dampak Islamofobia di Korea Selatan. 

 

2.4.1. Latar Belakang 

Masyarakat Korea Selatan terkenal sebagai masyarakat yang homogen 

dan memiliki nasionalisme yang tinggi. (Gi, 2021) Homogenitas Korea Selatan 

juga sangat ekstrim karena hanya sekitar lima persen dari populasi Korea 

Selatan yang beretnis non-Korea. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah 

jika dihadapkan dengan globalisasi dan migrasi internasional yang meningkat 

akibat kemajuan ekonomi Korea Selatan dan menjadikan Korea Selatan sebagai 

negara tujuan migrasi. Homogenitas ini pula yang menjadi masalah dalam kohesi 

sosial pada era globalisasi seperti sekarang ini, khususnya terkait identitas etnis 

Korea yang sangat kuat. 

Tidak hanya itu, masyarakat Korea Utara dan Korea Selatan juga percaya 

bahwa mereka berasal dari satu negara, etnis, dan ras yang sama. Bagi orang 

Korea, penggabungan bangsa, etnis, dan ras ini menekankan gagasan bahwa 

mereka berasal dari satu garis keturunan  yang sama yaitu Dangun, tokoh yang 

dianggap sebagai nenek moyang dan pendiri mitos bangsa Korea. (Gi, 2021) 

Keyakinan ini membuat orang Korea merasa berbeda dengan orang-orang non-

Korea. Bagi mereka, nasionalisme etnis Korea adalah sumber kebanggaan dan 

hal ini menjadi penyebab munculnya prasangka negatif terhadap orang-orang 

yang berasal dari etnis lain, termasuk masyarakat muslim.  

Hal serupa disampaikan oleh narasumber diskusi terbatas tentang 

Islamofobia di beberapa negara di Indo-Pasifik yang berasal dari Korea Selatan 

yaitu Lee Jin-Sang dan Souliman Kellouai. Lee Jin-Sang dan Souliman Kellouai 

( FGD, 2021) mengungkapkan bahwa masyarakat Korea Selatan cenderung 

acuh dan tidak peduli karena merasa berjarak dengan dunia Muslim secara 

historis. Mereka mendapat informasi tentang Islam secara satu arah dan 

kebanyakan itu berasal dari aliansinya dengan dunia Barat, terutama Amerika 

Serikat. Souliman (2021) menjelaskan bahwa dirinya mengalami kesulitan 



 56 

 

beradaptasi dengan warga Korea pada awalnya karena fisik dan namanya yang 

seperti orang Timur Tengah, padahal ia adalah warganegara Prancis. Setelah 

masyarakat di sekitarnya mengetahui status kewarganegaraannya, banyak 

orang yang menjadi lebih bisa menerima dan bersikap ramah terhadapnya.  

Masyarakat Korea Selatan yang homogen cenderung menganggap Islam 

adalah agama asing yang dipraktekkan hanya oleh orang asing. Agama Islam 

dianggap asing di Korea karena tidak banyak warga Korea Selatan yang 

memahami ajaran serta praktek agama Islam. (Sheikh, 2019) Persepsi ini 

kemudian mendorong warga Korea untuk mengurangi praktek-praktek ajaran 

Islam di Korea. Akibatnya, terjadi paradoks antara cara pandang masyarakat 

Korea Selatan yang berusaha untuk mendapatkan perhatian masyarakat Muslim 

di negara-negara lain, namun pada saat yang sama gagal untuk memelihara 

“Islam Korea,” dimana umat Islam sebagai komunitas minoritas di Korea Selatan 

harus berjuang untuk mempertahankan praktek ajaran agama mereka di dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

 

2.4.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Korea Selatan 

Islam merupakan agama minoritas di Korea Selatan, dengan perkiraan 

sekitar 200.000 penduduk Korea Selatan yang beragama Islam, terdiri dari warga 

negara asing maupun masyarakat lokal. Namun demikian, pada awalnya umat 

Islam di Korea Selatan tidak merasakan adanya ancaman yang dihadapi secara 

langsung ketika berhadapan dengan kelompok masyarakat mayoritas. Salah 

satu warga Itaewon, Kamal Singh, mengatakan bahwa komunitas Muslim tidak 

merasa adanya masalah dengan warga mayoritas di Korea selatan karena tujuan 

komunitas Muslim di Korea Selatan adalah menyebarkan perdamaian dan orang 

Korea dapat menerima hal tersebut dengan baik. (Khalid dkk, 2017)  

Umumnya, orang-orang Korea yang atheis dan ingin menganut suatu 

agama tertentu diawali dengan adanya rasa ingin tau dan berusaha untuk 

mencari tahu. Itu sebabnya, pendidikan menjadi faktor penting yang mendorong 

masyarakat Korea Selatan tertarik untuk mengetahui dan mempelajari agama 

Islam. Hal ini dilakukan oleh Prince Sultan Islamic School Seoul yang 

bekerjasama dengan Korea Muslim Federation untuk mengajarkan tentang 
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Pendidikan Agama Islam bagi warga Korea Selatan. Sayangnya, bahasa yang 

digunakan dalam pembelajaran di Prince Sultan Islamic School adalah bahasa 

Inggris. Penggunaan Bahasa Inggris di sekolah-sekolah berbasiskan agama 

Islam menjadi salah satu hambatan untuk berkomunikasi dengan masyarakat 

Korea Selatan karena terbatasnya kemampuan masyarakat Korea Selatan 

berbahasa asing selain bahasa Korea. (Khalid dkk, 2017) 

Salah satu tantangan terbesar bagi umat Islam di Korea adalah makanan 

dan kebiasaan masyarakat pekerja di Korea Selatan. Ketika pulang bekerja, 

warga Korea Selatan kerap kali berpesta dengan teman atau rekan kerja hingga 

larut malam, dan mereka terbiasa minum minuman keras serta makan makanan 

yang haram bagi Islam. Padahal itu semua tidak bisa dilakukan oleh Muslim 

Korea karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meskipun otoritas 

setempat berinvestasi besar-besaran kepada pasar halal, mayoritas produk 

Korea yang bersertifikat halal hanya tersedia untuk ekspor, sehingga produk 

halal popular yang cocok untuk Muslim tidak dapat diakses oleh Muslim Korea 

secara umum yang tinggal di Korea. (Sheikh, 2019: 196-211)  

Terkait investasi pemerintah pada makanan halal, perekonomian di Korea 

Selatan saat ini memperoleh keuntungan besar dari pasar halal global dan dalam 

pariwisata Korea yang juga memperluas pelayanannya untuk kebutuhan turis 

Muslim. Berkembangnya perekonomian pasar halal di Korea selatan tidak 

terlepas dari kerjasama pemerintah Korea Selatan dengan negara-negara di 

Timur Tengah. Namun kerjasama itu malah menimbulkan kekhawatiran bagi 

komunitas Kristen Protestan karena dianggap membuka pintu bagi umat Islam 

Timur Tengah masuk ke Korea Selatan dan memicu terjadinya serangan teroris. 

Mereka menggunakan istilah "Islamic tsunami is rushing" atau "Islam is waiting 

for a chance" untuk menggambarkan situasi tersebut. Itu sebabnya, Sheikh 

(2019, 196-211) mengatakan bahwa beberapa umat Islam lokal merasa diri 

mereka ‘dibuang ke pinggiran’ hingga merasa dikucilkan dari budaya mereka 

sendiri. 

Islamofobia menjadi semakin meningkat di dalam kehidupan 

bermasyarakat di Korea Selatan ketika media massa mulai mendiskreditkan 

komunitas Islam pasca dibentuknya ISIS tahun 2013. Akibatnya, hubungan yang 
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kontroversial antara warga Korea Selatan dengan umat Islam meningkat. Media 

populer mulai memberi tekanan kepada wanita Muslim, terutama terkait dengan 

cara berpakaian mereka yang mengenakan hijab sehingga dianggap ‘butuh 

untuk diselamatkan.’ Media juga kerap mengaitkan pria Muslim dengan 

terorisme, kekerasan dan penyimpangan seksual. Media-media itu 

menggambarkan umat Muslim secara keseluruhan identik dengan orang Arab 

dan budaya kekerasan. (Koo, 2018) Media Korea juga, menurut Sheikh (2020, 

129-142), mengidentifikasikan dunia Islam sebagai sebuah tanah yang dikuasai 

oleh Islam dan menyamakan Muslim dengan sekelompok agama fanatik yang 

menyebarkan banyak teror. 

Media Barat turut membangun persepsi orang Korea bahwa modernisasi 

bukan hanya mengejar ketertinggalan dari negara Barat, tetapi juga mengikuti 

cara-cara dan gaya hidup negara Barat. Akibatnya, para perempuan Muslim lebih 

mungkin dibenci dibandingkan laki-laki Muslim di Korea karena jilbab yang 

dikenakan membuat para perempuan tampak "lebih terlihat Muslim". Orang 

Korea menganggap pakaian jilbab sebagai sesuatu yang negatif. Mereka 

mengartikan cadar sebagai tanda perlawanan dan mengaitkannya dengan 

terorisme padahal jilbab merupakan identitas Islam di publik. Itu sebabnya, 

perempuan Muslim lebih sering mengalami serangan verbal dan fisik di tengah 

masyarakat Korea. Cara untuk menghadapinya dengan terus mengenakan 

cadar, melepas cadar, atau hanya menggunakanya di acara keagamaan Islam, 

seperti bulan Ramadhan ataupun pertemuan di masjid. (Eum, 2017) 

Selain ketidaktahuan masyarakat Korea Selatan mengenai ajaran dan 

praktek agama Islam serta representasi buruk media tentang Islam, Islamofobia 

terjadi di Korea Selatan karena adanya pengaruh dari kelompok Kristen tertentu 

dan sentimen anti-multikultural yang dibangun oleh mereka. Sentimen anti Islam 

ini terutama disebabkan ketika pada tahun 2007, ada 23 warga negara Korea 

yang diculik oleh Taliban dan munculnya ISIS pada tahun 2013. (Han, 2017) 

National Human Right Commission of Korea (NHRCK) pada tahun 2010 

mencatat bahwa dominasi agama Kristen dan agama Buddha di Korea Selatan 

mendorong terbentuknya kesenjangan antara agama dominan, dalam hal ini 

Kristen dan Buddha dan agama minoritas, yaitu Islam. 
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2.4.3. Dampak Islamofobia di Korea Selatan 

Media baik cetak maupun sosial dapat dikatakan memiliki pengaruh besar 

dalam membentuk opini publik di Korea Selatan tentang Islam dan umat Islam. 

Di samping itu, para pengamat dan akademisi juga kerap menyoroti isu-isu Islam 

di Korea dan mereka menggunakan istilah ‘teror, perang, konflik, dan diskriminasi 

seksual’ dalam berbagai diskursus untuk mendeskripsikan tentang Islam. 

Akibatnya persepsi mayoritas warga Korea Selatan terhadap warga Muslim 

menjadi negatif. (Koo, 2018) Dari persepsi negatif inilah, muncul semua bentuk 

tindakan diskriminasi terhadap umat Islam yang kebanyakan merupakan 

pendatang dan dapat dengan mudah dikenali karena perbedaan identitas secara 

fisik.  

Pengalaman tidak menyenangkan akibat adanya persepsi negatif tentang 

Islam dialami oleh para pelajar Muslim yang bersekolah di Korea Selatan, seperti 

mahasiswa Malaysia yang berkuliah di Universitas Hanyang di Korea. Kehadiran 

mahasiswa Muslim di universitas ini menarik rasa ingin tahu misionaris Kristen 

ekstrim yang awalnya hanya memberikan pertanyaan sederhana. Namun 

kemudian percakapan mereka berkembang menjadi perdebatan dan akhirnya 

berubah menjadi agresif sehingga mengeluarkan pernyataan yang meyinggung 

umat Islam. (Khalid, 2017)  

Tantangan bukan hanya dihadapi oleh para pendatang yang beragama 

Islam. Penduduk Korea Selatan yang menganut agama Islam juga menghadapi 

tantangan, seperti setiap laki-laki di Korea yang harus mengikuti wajib militer 

selama kurang lebih 2 tahun. Selama mengikuti proses wajib militer, umat Muslim 

Korea Selatan juga tetap harus melakukan kewajibannya seperti salat, puasa 

Ramadhan, dan memakan makanan halal. Sedangkan untuk para perempuan 

yang mengenakan jilbab sering mengalami diskriminasi dari orang sekitar dan 

kadang harus kehilangan pekerjaannya. Anak-anak keluarga Muslim pun 

seringkali dipaksa untuk memakan makanan non-halal. Itu sebabnya, ketika 

Islamofobia di Korea menjadi lebih umum dan masyarakat Korea Selatan 

semakin sulit untuk menerima umat Islam secara terbuka, kelompok Muslim di 

Korea Selatan harus menyembunyikan identitas agamanya demi keamanan 

mereka. (Sheikh, 2019) 
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Ketidaktahuan masyarakat Korea Selatan mengenai ajaran dan praktek 

agama Islam mendorong munculnya ketidakpekaan terhadap kebutuhan umat 

Islam di Korea. Sebagaimana disampaikan oleh seorang warga lokal Korea 

Selatan beragama Islam yang menghadapi tantangan kompleks ketika harus 

mengikuti wajib militer selama 2 tahun, dimana pemuda ini kesulitan untuk 

menemukan waktu untuk berdoa, puasa saat Ramadhan, ataupun akses untuk 

makanan halal. Selama wajib militernya, pemuda ini hanya menggambarkan 

dirinya seorang Islam “dalam hatinya” dan takut untuk memberitahukan kepada 

rekan-rekan wajib militernya. (FGD dengan nama disamarkan,  2021) 

Selain itu, seorang wanita muda lokal beragama Islam bernama Eum (2017) 

juga menjelaskan bahwa wanita Korea termasuk dirinya mendapatkan 

diskriminasi dan pengecualian dari teman, keluarga, dan tempat kerja hanya 

karena menggunakan jilbab. Hal serupa juga dirasakan oleh Diaspora Muslim 

Indonesia di Korea Selatan, yang berjuang mempertahankan iman mereka di 

tengah Islamofobia. Srimulyani (2021, 668-686) mengatakan bahwa diaspora 

Indonesia di Korea Selatan juga masih mengandalkan media sosial untuk 

berkomunikasi dengan sesama umat Islam dan bukan dari lingkungan sosial 

mereka di Korea. 

Sayangnya dengan berbagai aksi diskriminatif yang dialami oleh umat 

Islam, sistem hukum di Korea Selatan tidak bisa memberikan sanksi kepada 

pelaku ujaran kebencian dan aksi intoleransi terhadap umat Muslim. Dominasi 

partai penguasa dan pengaruh kelompok Kristen dalam menyusun sejumlah 

peraturan membuat pemerintah sulit mengambil tindakan tegas terhadap kasus-

kasus diskriminasi yang dialami umat Muslim. Selain itu, meski pemerintah Korea 

Selatan memberikan hak izin kerja bagi buruh migran asing, namun hak atas 

pendidikan dan perawatan untuk keluarga migran masih terabaikan. (Han, 2017) 

Pandangan negatif orang Korea terhadap Islam dan umat Islam tampaknya 

didasari peniruan dan reproduksi citra yang dikembangkan oleh negara Barat di 

Korea Selatan. Data NHRCK menunjukkan adanya peningkatan tindakan 

diskriminasi dan ucapan kasar kepada orang asing, termasuk umat Muslim, 

terutama melalui media sosial. Pada tahun 2015, para blogger dan pengguna 
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twitter yang berpengaruh meminta pemerintah untuk mengambil tindakan khusus 

untuk memblokir pembangunan sebuah masjid. (Sang, 2017) 

Ada juga video yang disebarluaskan di media sosial yang menggambarkan 

Islam adalah agama yang mengerikan dari dokumen CIA. Video ini tersebar 

hingga ke gereja-gereja di Korea dan akhirnya menimbulkan mispersepsi. 

Setelah terjadi serangan teroris oleh ISIS di Eropa, sejumlah umat Kristen 

melakukan unjuk rasa permusuhan dengan mengunggah pernyataan kebencian 

kepada umat Muslim sehingga umat Muslim sering dipersalahkan. Untuk 

mengatasi hal tersebut dan meminimalisir ketegangan dengan warga mayorita, 

umat Islam kerap bergabung dengan sesamanya dalam komunitas yang saling 

mendukung dan menguatkan. Komunitas-komunitas Islam seperti ini sangat 

membantu warga Muslim, baik warga lokal maupun para pendatang untuk saling 

berbagi karena tekanan akibat mengalami ketidakpedulian orang Korea terhadap 

kewajiban umat Islam dalam beribadah. (Sang, 2017) 

 

2.5.  Islamofobia di Indonesia 

Berbeda dengan India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan di mana warga 

Muslim merupakan kelompok minoritas, Indonesia adalah salah satu negara di 

Indo-Pasifik yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Dari sekitar 270 juta 

penduduk Indonesia berdasarkan survey Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2020, sebanyak 86,88% atau sekitar 237,53 juta penduduk Indonesia beragama 

Islam (Kusnandar, 2021) Namun, tentu saja sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, penduduk Muslim di Indonesia tidak dapat dikatakan sebagai satu 

entitas karena mereka memiliki beragam aliran pemahaman; mulai dari 

tradisional, modern, moderat hingga fundamental dan radikal. Umat Islam di 

Indonesia juga menjadi pendukung dari berbagai partai politik dengan beragam 

basis mulai dari relijius hingga nasionalis. (Wanandi, 2002; Anwar, 2009; 

Damayanti, 2017; Yunanto, 2018; Toyibah, 2020).  

Untuk itu, pada bagian ini kita akan melihat Islamofobia yang terjadi di 

Indonesia bukan dari perspektif kelompok mayoritas seperti yang terjadi di India, 

Myanmar, Thailand dan Korea Selatan, melainkan dari perspektif kelompok 

minoritas di Indonesia. Bagian ini akan menunjukan persepsi umat Kristen 
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Protestan yang menjadi kelompok mayoritas kedua setelah umat Islam, dengan 

jumlah pemeluk agama sekitar 20,45 juta jiwa atau sekitar 7,6%. Persepsi umat 

Kristen dalam hal menjadi menarik untuk diperhatikan karena mereka mengalami 

aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme yang signifikan yang dilakukan oleh 

kelompok yang menggunakan nama dan basis agama Islam. (Damayanti, 2017)  

Di samping itu, kita juga akan melihat Islamofobia yang juga terjadi di dalam 

umat Islam itu sendiri. Fenomena ini menarik karena umat Islam di Indonesia 

terbagi-bagi atas berbagai aliran dan kelompok, dimana setiap kelompok dengan 

aliran yang berbeda akan menganggap kelompok lainnya bukan sebagai bagian 

dari komunitas mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Adre (FGD, 2021):  

“Instead of thinking about whether I'm a Muslim or not, because I'm 
a Muslim “A” and your Muslim “B”, we are not the same. I'm not your 
friend. That's what's happening and I feel that a lot actually in 
Indonesia, so I'm not sure if it can be termed as Islamophobia. But 
those segregation between different ways of Islam it's what I feel in 
Indonesia.” (Bukan hanya memikirkan apakah saya seorang Muslim 
atau bukan, tetapi juga karena saya adalah penganut Islam aliran “A” 
dan Anda penganut Islam aliran “B”, maka kita tidak sama. Saya 
bukan teman Anda. Itulah yang terjadi dan saya merasakan hal itu 
banyak terjadi di Indonesia. Jadi, saya tidak yakin apakan kondisi ini 
dapat dianggap sebagai Islamofobia, tetapi pemisahan antara aliran-
aliran yang berbeda dalam Islam itulah yang saya rasakan terjadi di 
Indonesia.) 

 

 2.5.1. Latar Belakang 

Hampir sama seperti yang terjadi di India dan Myanmar, persepsi negatif 

antara kelompok Kristen dan umat Islam di Indonesia sesungguhnya telah ada 

sejak zaman kolonialisme. Hal ini terjadi terutama ketika para misionaris Belanda 

yang menyebarkan agama Kristen datang ke Indonesia bersamaan dengan 

masuknya perusahaan dagang Belanda yang bernaung di bawah Verenigde 

Oost-Indische Compagnie (VOC). Akibatnya, penyebaran agama Kristen pada 

saat itu seringkali dikaitkan dengan penjajahan Belanda dan bahkan agama 

Kristen kerap dianggap sebagai agama para penjajah. Resistensi masyarakat 

Jawa yang pada saat itu telah memeluk agama Islam membuat penyebaran 

agama Kristen hanya berhasil di daerah-daerah luar Jawa terutama di wilayah 

Indonesia Timur, seperti Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur dan 

Papua. (Wanandi, 2002; Aritonang, 2004; Goh, 2005; Damayanti, 2017)  
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Kebencian dan penolakan umat Islam terhadap umat Kristen muncul ketika 

pemerintah kolonial Belanda memberikan perlakuan istimewa kepada para 

pengikut Kristen. (Steenbrink, 2006; Aritonang, 2008; Arifianto 2009) Namun  

kemarahan tersebut berhasil diredam ketika para pemuda Indonesia dari 

berbagai daerah, baik Islam maupun Kristen, bersama-sama bertekad 

membangun nasionalisme Indonesia dalam rangka menciptakan persatuan dan 

kesatuan melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sebaliknya, kekecewaan 

kelompok Kristen terhadap umat Islam mulai muncul ketika para pendiri Bangsa 

mulai merumuskan dasar negara serta ideologi negara Indonesia yang baru 

merdeka pada 17 Agustus 1945, dan sejumlah politisi Islam dari Masyumi, 

Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam, dan Persatuan Tarbiyah Isyamiyah 

(Perti) mengusulkan agama Islam menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia 

melalui Piagam Jakarta. (Boland, 1985; Anshari, 1997; Maarif, 2005; Solahudin, 

2011; Syarif, 2016) 

Pada akhirnya terjadi konsensus antara kelompok Islam, Nasionalis dan 

Kristen tentang pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

meletakan Pancasila sebagai dasar negara. (Syarif 2016; Effendy, 2009) 

Kesepakatan tersebut membuat kekhawatiran umat Kristen terhadap kelompok 

Islam mereda, terlebih ketika pada masa Orde Baru kekuatan Islam dibatasi oleh 

pemerintahan Soeharto dengan cara-cara militeristik. (Solahudin, 2011)  

Namun Islamofobia di kalangan kelompok Kristen muncul kembali di akhir 

pemerintahan Orde Baru dan awal Era Reformasi yang ditandai dengan empat 

peristiwa penting. Keempat peristiwa tersebut adalah: (1) konflik horizontal 

antara umat Islam dan Kristen di Poso dan Ambon di akhir tahun 1990an, (2) aksi 

terorisme berupa peledakan bom di sejumlah gereja termasuk pengeboman 

malam natal tahun 2000, (3) aksi intoleransi dan intimidasi terhadap gereja serta 

penolakan pembangunan gereja sejak tahun 2000an, dan (4) munculnya kembali 

wacana pembentukan negara berbasiskan agama Islam yang disampaikan oleh 

partai politik Islam - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan 

Bintang (PBB) - dalam Sidang Umum MPR 2000 dan Front Pembela Islam (FPI).  

Untuk menggali lebih dalam informasi tentang ketakutan, kekhawatiran atau 

bahkan prasangka negatif kelompok Kristen terhadap umat Islam sebagai 
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mayoritas di Indonesia, kita akan melihat hasil survey yang dilakukan dengan 

bekerjasama dengan Paritas Institute1 terkait Islamofobia di Indonesia. Survey 

ini dibuat berangkat dari pemikiran sejumlah pengamat tentang Islamofobia dan 

istilah Islamofobia yang memiliki beragam bentuk dan persepsi, mulai dari 

ketakutan dan prasangka (Allen, 2017) hingga tindakan diskriminasi dan 

kekerasan berbasis rasisme. (Frost, 2008; Bleich, 2010, 2012; Ciftci, 2012; Allen, 

2017; Gholami, 2021; Mondon & Winter, 2017) Survey yang dilakukan kepada 

responden umat Kristen ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

ketakutan dan prasangka yang timbul dalam persepsi umat Kristen terhadap 

umat Islam di Indonesia. 

 

2.5.2. Faktor Penyebab Islamofobia di Indonesia 

Untuk mendapatkan gambaran tentang Islamofobia yang terjadi di 

Indonesia, terutama dari kelompok minoritas Kristen, para penulis bekerja sama 

dengan Paritas Institut untuk menyebarkan survey. Survey ditujukan kepada 

umat Kristen Protestan dari berbagai komunitas yang tinggal di Indonesia, 

terutama di daerah dengan mayoritas warganya beragama Islam. Sekitar 61% 

responden berdomisili di daerah dengan mayoritas masyarakat beragama Islam, 

20,4% responden tinggal di daerah dengan mayoritas penduduknya adalah umat 

Kristen, dan hanya sekitar 18,6% dari responden yang berdomisili di daerah 

dengan komposisi antara umat Islam dan Kristen berimbang. 

Karena dilakukan pada masa Pademi Covid 19, survey ini dikerjakan secara 

online dan diikuti oleh 964 responden. Sekitar 61% dari responden berjenis 

kelamin laki-laki dan 39% responden adalah perempuan dengan rentang usia 

responden antara 19 hingga 80 tahun. Pekerjaan para responden yang mengisi 

survei antara lain, pendeta, petani, karyawan swasta, guru, aparatur sipil negara, 

wirausahawan, aktivis, pekerja sosial, hingga freelancer. Tingkat pendidikan 

responden adalah Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 

Sarjana di bidang Antropologi, Bahasa, Maritim, hingga pendidikan Magister di 

bidang Teologi, Agama, Hukum, Sastra, dan Sosial.   

 
1  Paritas Institute adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang bergerak di 

bidang hak asasi manusia, terutama pada pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak mereka 

tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
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Dari hasil survey yang berusaha untuk menggambarkan persepsi 

Islamofobia umat Kristen di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada ketakutan 

dari kelompok minoritas terhadap umat Islam berdasarkan prasangka sekaligus 

realita yang mereka lihat serta alami. Ketakutan tersebut muncul terutama ketika 

Islam dikaitkan dengan aksi radikalisme, intoleransi dan terorisme yang 

dilakukan oleh sejumlah kelompok Islam militan. Menariknya, meskipun umat 

Kristen mengalami Islamofobia dalam bentuk ketakutan, tetapi mereka menolak 

untuk membalas dalam bentuk kekerasan serupa terhadap kelompok Islam. Hal 

ini dibuktikan dari hasil survey, di mana 86.7% responden mengaku merasa tidak 

perlu untuk membalas aksi intoleransi, ekstrimisme, dan terorisme berbasis 

agama Islam dengan tindakan serupa. 

Dalam survey ini terdapat 15 pertanyaan yang berkaitan dengan persepsi 

dan pemahaman umat Kristen tentang Islam serta ajaran Islam, seperti apakah 

Islam adalah agama yang toleran dan apakah Islam adalah agama yang 

memberikan kebebasan bagi umat beragama yang lain. Yang menarik adalah 

ternyata 40% responden mengaku ragu-ragu dengan pernyataan bahwa Islam 

adalah agama yang toleran, 39.3% responden mengaku bahwa Islam adalah 

agama yang toleran, 18.2% responden mengakui bahwa Islam bukanlah agama 

yang toleran dan sisanya menjawab tidak tahu. Dari data ini, dapat dikatakan 

bahwa lebih dari 400 responden tidak yakin jika agama Islam mengajarkan 

tentang toleransi. Bahkan 175 responden jelas-jelas menyatakan bahwa Islam 

bukanlah agama yang toleran dan hanya sekitar 378 reponden yang meyakini 

bahwa Islam mengajarkan toleransi terhadap agama yang berbeda. Hal ini 

menunjukan persepsi umat Kristen terhadap kelompok Islam di Indonesia relatif 

kurang baik.  

Pernyataan responden yang ragu-ragu tentang Islam adalah agama yang 

toleran ini juga didukung dengan data responden yang ditanyakan mengenai 

seberapa yakin mereka akan pernyataan bahwa Islam adalah agama yang 

memberikan kebebasan bagi umat yang lain. Sebanyak 39% atau hampir 400 

responden mengaku bahwa mereka ragu-ragu jika Islam adalah agama yang 

memberi kebebasan bagi umat beragama yang lain. Sebanyak 27.3% atau 263 

responden menjawab bahwa Islam bukanlah agama yang memberi kebebasan 
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bagi umat yang lain dan hanya 31.3% atau sekitar 300 responden yang yakin 

bahwa Islam adalah agama yang memberi kebebasan bagi umat beragama 

lainnya. 

Persepsi yang kurang baik atau ragu-ragu tentang toleransi dalam Islam ini 

tampaknya disebabkan karena sejumlah responden pernah mengalami intimidasi 

dan kekerasan dari kelompok Islam militan. Sekitar 35,7% atau 344 responden 

mengaku bahwa mereka pernah mengalami intimidasi dari orang atau kelompok 

berbasis agama Islam dan sekitar 15,6%  atau sebanyak 150 responden 

mengaku pernah menjadi korban aksi ekstrimisme dari kelompok radikal 

berbasis agama Islam di Indonesia. Dari angka tersebut, 252 responden di 

antaranya mengalami intimidasi dalam bentuk pelarangan beribadah dan 

pengrusakan rumah ibadah serta 58 responden mengaku mengalami kekerasan 

fisik dari orang atau kelompok Islam militan. 

Yang menarik adalah ketika para responden ditanya apakah mereka 

merasa aman bila tinggal atau berdomisili di tengah komunitas umat beragama 

Islam. Kurang dari 50% responden atau hanya 44,1% yaitu sekitar 425 

responden, yang menjawab aman bila berdomisili di tengah komunitas umat 

beragama Islam. Sisanya sebesar 35,9% atau 346 responden mengaku ragu-

ragu tentang keamanan dan 17,6% atau 170 responden merasa tidak aman bila 

berdomisili di tengah komunitas umat beragama Islam. Bahkan, 74% responden 

atau sekitar 713 orang mengaku tidak aman dan ragu-ragu apabila mereka 

berada di dekat sekelompok pria yang menggunakan celana cingkrang dan 

perempuan bercadar. Hanya sekitar 23,7% atau 228 responden yang mengaku 

merasa aman-aman saja ketika berada di dekat sekelompok pria mengenakan 

celana cingkrang atau perempuan bercadar. Data ini menunjukan bahwa rasa 

takut umat Kristen terhadap kelompok Islam bukan saja ketika mereka 

berhadapan langsung dengan orang-orang yang menggunakan pakaian khas 

sesuai ajaran agama Islam, tetapi juga bahkan ketika mereka tinggal di tengah 

umat Islam. 

Berdasarkan survey yang dilakukan, ketakutan atau Islamofobia yang 

dialami oleh umat Kristen di Indonesia tampaknya dipengaruhi oleh tiga hal. Yang 

pertama adalah akibat aksi intoleransi, ekstrimisme dan terorisme yang dilakukan 
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oleh kelompok radikal atau teroris berbasiskan agama Islam yang mereka lihat 

di koran/TV/majalah, baik yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain di 

dunia. Hasil survey menunjukan bahwa 73.1% atau lebih dari 700 responden 

mengaku merasa tidak aman ketika melihat serangkaian aksi intoleransi, 

ekstrimisme, dan terorisme berbasis agama Islam, 15.9% responden mengaku 

ragu-ragu atau tidak yakin tentang rasa aman mereka dan hanya 9.6% 

responden yang mengaku merasa aman ketika melihat aksi intoleransi, 

ekstrimisme dan terorisme di Indonesia dan berbagai negara di dunia melalui 

koran/TV/majalah. 

Yang kedua, ketakutan dan kekhawatiran umat Kristen terhadap kelompok 

Islam timbul karena mereka tidak yakin bahwa pemerintah telah bersikap netral 

dan tidak berpihak dalam menindak pelaku ketika tejadi pelanggaran dan 

kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam terhadap kelompok umat beragama 

lain. Hasil survey menunjukan, 46,4% atau 447 reponden merasa bahwa negara 

tidak netral ketika terdapat aksi pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh 

umat Islam terhadap agama lain, 35% atau sekitar 337 responden merasa ragu-

ragu dengan netralitas pemerintah dan hanya 16,6% responden atau 160 orang 

yang menganggap negara telah bersikap netral dan tidak berpihak ketika 

terdapat kasus pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam 

(militan) terhadap kelompok agama lainnya. 

Yang ketiga, Islamofobia yang dialami oleh umat Kristen di Indonesia 

muncul karena adanya prasangka/persepsi bahwa pengaruh Islam telah masuk 

dalam sistem pemerintahan dan pengelolaan negara serta ada kelompok 

kekuatan Islam yang ingin mengubah ideologi Pancasila serta mengubah bentuk 

negara menjadi negara Islam. Sebanyak 72,6% atau sekitar 700 responden 

merasa bahwa pengaruh agama Islam telah masuk ke dalam sistem 

pemerintahan dan pengelolaan negara, 16% responden mengaku ragu-ragu 

bahwa Islam telah masuk dalam sistem negara dan sisanya sekitar 100 

responden merasa bahwa pengaruh agama Islam tidak masuk dalam sistem 

pemerintahan dan pengelolaan negara.  

Di samping itu, sebesar 71,8% atau hampir 700 responden beranggapan 

bahwa ada kekuatan Islam yang ingin merubah ideologi Pancasila. Namun 
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demikian, hanya 47,6% atau sekitar 460 responden yang beranggapan bahwa 

umat Islam menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian 16,2% 

responden mengaku ragu-ragu bahwa ada kekuatan Islam yang ingin mengubah 

Pancasila dan 29,8% responden merasa ragu-ragu bahwa umat Islam 

menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Hanya 9,1% responden yang 

tidak percaya bahwa ada kekuatan Islam yang ingin mengubah Pancasila dan 

sebanyak 19,1% responden yang tidak percaya bahwa ada kekuatan Islam yang 

menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. 

 

2.5.3. Dampak Islamofobia di Indonesia 

Menariknya, Islamofobia di Indonesia bukan saja dalam bentuk ketakutan 

dan prasangka dari kelompok minoritas Kristen terhadap kelompok mayoritas 

Islam. Islamofobia ini juga terjadi dalam bentuk tindakan diskriminatif dan 

kekerasan secara verbal bahkan secara fisik di antara umat Islam itu sendiri. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa umat Islam di Indonesia terdiri dari berbagai 

aliran dengan beragam pandangan politik. Belakangan dengan menguatnya 

fenomena kemunculan organisasi teroris ISIS sejak tahun 2013, sejumlah 

kelompok Islam militan di Indonesia terang-terangan mengaku berafiliasi dengan 

ISIS, seperti Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) 

yang juga memiliki hubungan erat dengan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). 

(Hakim, 2021) 

Dengan adanya pengelompokan di antara umat Islam tersebut maka terjadi 

pula ketegangan di antara kelompok-kelompok yang tidak sepaham; moderat vs 

radikal dan tradisionalis vs modernis. Ketegangan tersebut tidak terlalu terlihat 

dalam dunia nyata dan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, namun ujaran 

kebencian terhadap kelompok Islam yang berbeda aliran atau berbeda pilihan 

partai politik terlihat sangat jelas di dunia maya. Hal ini disampaikan oleh Munir 

dalam diskusi terbatas (FGD) yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 

2021 bersama dengan sejumlah narasumber yang mengalami kekerasan akibat 

Islamofobia di India, Thailand dan Korea Selatan. Munir adalah mantan anggota 

JAD yang dulunya sangat fanatik mendukung gerakan ISIS dan telah divonis 

penjara selama lima tahun. Saat ini Munir mengaku telah kembali mengikuti 



 69 

 

pemikiran Islam yang mainstream, namun penolakan secara nyata dan komentar 

negatif di media sosial masih ia rasakan sampai saat ini. 

“Pada saat saya pulang (setelah dipenjara 4 tahun), masyarakat ya 
adalah riak-riak kecil: penolakan-penolakan, omongan-omongan 
orang. Pasti ada, gitu kan. Tapi memang sama seperti Febri, ya, saya 
sudah menyadari bahwa ini ya saya telah melakukan suatu kesalahan 
dan ini adalah konsekuensi yang harus saya hadapi, gitu kan. Jadi 
masalahnya ya sudah, mungkin masih ada sedikit, gitu kan. Tapi 
Alhamdulillah, selama berjalannya waktu, saya juga berusaha kan 
menunjukan diri saya sekarang seperti apa, bagaimana, akhirnya ya 
riak-riak itu landai, lama-lama landai. Tapi kemudian memang, riak itu 
kembali muncul terutama pada saat awal November lalu gitu kan. 
Saya kan diajak oleh Pak Ganjar Pranowo untuk di acara podcastnya 
beliau. Kemudian tampil di situ. Kemudian ada kan salah satu 
tiktoknya itu, salah satu bagiannya sampai 1.5 juta viewers gitu. Di situ 
itu mulai ada komentar-komentar ya yang negatif, apa gitu kan. Ya 
mungkin memang, ya balik lagi seperti awal saya katakan tadi 
memang dunia nyata dan dunia mayanya ini yang berbeda.” (Munir, 
FGD, 2021) 

 

Hal serupa juga dialami oleh Febri Ramdani, mantan foreign terrorist fighter 

yang berangkat ke Suriah bersama keluarganya dan bergabung dengan ISIS. 

Ketika Febri dan keluarganya menyadari bahwa propaganda yang disebarkan 

oleh ISIS melalui media dalam jaringang (daring) tidak sesuai dengan kenyataan 

yang terjadi di Suriah - bahkan ISIS sendiri melakukan praktek-praktek yang 

menyimpang dari syariat Islam - Febri dan keluarga memutuskan untuk kembali 

ke Indonesia. Febri bersama orang tua dan kakak perempuanya kemudian 

mengikuti program deradikalisasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia 

dan mereka menyadari bahwa Islam yang sesungguhnya adalah agama 

rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam dan umat manusia. Namun 

meskipun Febri dan keluarganya telah mengikuti program deradikalisasi, 

diksriminasi dan penolakan terhadap dirinya masih terjadi, terutama di media 

sosial.  

“Alhamdullilah setelah saya balik dari sana gitu ya dan masyarakat di 
sekitar lingkungan saya itu menerima semua cuman memang orang-
orang yang dari media sosial, netizen-netizen yang mencibir saya dan 
keluarga gitu ya. Tapi ya itu sih menurut saya, apa yah, konsekuensi 
lah yang harus saya dapatkan gitu kan karena saya sudah berangkat 
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ke sana (Suriah) gitu dan karena tempat tersebut memang sudah 
dilarang oleh pemerintah dan akhirnya ee saya menganggap ya, ya 
sudah itu harus saya terima dan saya menanggapinya dengan lapang 
dada.” (Febri, FGD, 2021) 
 

Penolakan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata juga pernah 

dialami oleh Febri, meski tidak sekencang dalam dunia maya. Hal itu terutama 

terjadi setelah Febri mempublikasikan pengalamannya sebagai ex-kombatan 

Suriah dalam buku yang berjudul, “300 Hari di Bumi Syam.” 

“Pada saat itu kan saya bertepatan dengan launching buku biografi 
saya, itu judulnya 300 Hari Di Bumi Syam dan pada saat itu bertepatan 
juga kondisinya saya sudah mulai kuliah di salah satu Universitas. Nah 
akhirnya setelah berita tersebut booming gitu ya, setelah launching 
buku saya itu tersebar di media-media maya, akhirnya saat saya 
masuk kuliah itu mungkin sempat ada beberapa temen-temen di kelas 
gitu di kampus yang agak menjauhi saya selama beberapa minggu 
cuman memang kebetulan karna posisi saya pada saat itu sebagai 
ketua kelas dan sebagai tentunya menjadi narahubung dengan dosen, 
ya mau ga mau mereka kembali menjalin komunikasi dengan saya. 
Jadi sempatlah satu minggu dua minggu itu mereka kaya ga mau 
kontak, kaya ngeliatin saya pas masuk ke kelas juga kaya agak 
menjauh gitu, cuman hanya dari seperti itu saja yang, jadi ga apa, ga 
mengintimidasi secara verbal atau fisik, itu sih ngga sih ya. Kaya gitu 
aja sih, cuman sekarang Alhamdullilah udah normal.” (Febri, FGD, 
2021) 
 

Pengalaman Munir dan Febri menunjukan bagaimana umat Islam di 

Indonesia tidak bisa dengan mudah menerima kelompok lainnya yang berbeda, 

meskipun sama-sama beragama Islam. Penggunaan istilah “cebong” dan 

“kampret” atau belakangan menjadi “kadrun” atau kadal gurun yang banyak 

ditemukan di media sosial terutama twitter sejak tahun 2019 adalah contoh 

lainnya dari tindakan diskriminasi dan penolakan di antara sesama umat Islam. 

Kedua sebutan ini merupakan stigma yang dilabelkan kepada dua kelompok 

yang berbeda pendapat, dukungan politik, pilihan gubernur, pilihan presiden, 

prinsip dan ideologi. Cebong digunakan untuk menyebut pendukung Jokowi dan 

kampret atau belakangan berubah menjadi kadrun adalah untuk menyebut 

pendukung Prabowo Subianto. (Damarjati, 2020) 

Denny Siregar, seorang pegiat media sosial mengaku bahwa dialah yang 

menciptakan istilah kadrun pada saat Pilpres 2019. Label ini dicptakan sebagai 
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balasan atas serangan yang ditujukan kepadanya karena ia kerap dicap sebagai 

anggota PKI, Islam liberal dan Islam Syiah. Menurut Denny, sebutan kadrun itu 

menunjuk pada neo-Khawarij, di mana khawarij merupakan salah satu aliran 

dalam kelompok Islam yang mempunyai penafsiran agama yang kaku serta 

sering mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, mulai dari Ali bin 

Abi Thalib, Muawiyah sampai Ustman bin Affan. (Sadikin, 2022) Dari 

penggunaan istilah “kadrun” inilah kemudian Denny dan teman-temannya 

dituduh Islamofobia oleh para pendukung Prabowo karena isi media sosialnya 

kerap memojokan para “kadrun”. (Arsyad, 2021) 

Menariknya, pengelompokan umat Islam ke dalam dua kubu “cebong” dan 

“kadrun” yang sampai memicu ketegangan dan Islamofobia hanya terjadi di 

media sosial. Seperti yang dikonfirmasi oleh Adre, Munir dan Febri dalam diskusi 

terbatas yang dilakukan secara virtual. Menurut mereka, Islamofobia dalam 

bentuk ujaran kebencian lebih banyak terjadi dan mereka alami melalui media 

sosial. Meskipun Islamofobia dalam bentuk tindakan yang tidak bersahabat dan 

menjauhi mereka yang dianggap memiliki pemahaman Islam yang berbeda juga 

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, namun ketiganya mengakui 

bahwa Islamofobia melalui media sosial lebih sering mereka alami.  

Sejauh ini, bentuk Islamophobia yang terjadi di Indonesia tidak sampai pada 

dukungan pemerintah. Namun demikian, bagi kelompok Kristen yang kerap 

mengalami aksi intoleransi dalam bentuk pelarangan ibadah dan penutupan 

gereja, pemerintah dianggap melakukan pembiaran yang pada akhirnya 

menyebabkan Islamofobia muncul di kalangan umat Kristen. (Damayanti, 2018) 

Hal ini dibuktikan juga melalui survey yang telah dilakukan. Kondisi ini tentu saja 

perlu segera diantisipasi oleh pemerintah Indonesia, agar tidak berkembang 

menjadi konflik yang meluas dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan 

antar dan intra umat beragama. 

Berangkat dari penjelasan tentang terjadinya Islamofobia di India, 

Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia di atas, maka dapat 

disampaikan bahwa ketakutan, penolakan, tindakan diskriminatif bahkan aksi 

kekerasan terhadap umat Islam bukan sesuatu yang baru terjadi di negara-

negara tersebut. Kecuali di Korea Selatan, sentimen anti-Islam telah terjadi 
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bahkan sejak zaman kolonialisme Barat di Indo-Pasifik. Dalam bagian 

selanjutnya, kita akan melihat secara detail karakteristik fenomena Islamofobia 

yang terjadi di Indo-Pasifik dan dampaknya terhadap keamanan nasional dan 

keamanan insani. 

 

3. Karakteristik dan Dampak Islamofobia di Indo-Pasifik 

Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Islamofobia tidak hanya 

terjadi di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis saja. 

Sentimen anti Islam dan berbagai penolakan serta aksi diskriminasi juga dialami 

oleh umat Islam yang tinggal di negara-negara di Indo-Pasifik, seperti India, 

Myanmar, Thailand dan Korea Selatan. Bahkan Indonesia sebagai negara 

dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam juga mengalami apa yang 

disebut dengan Islamofobia, baik itu terjadi di antara kelompok yang berbeda 

agama maupun di dalam kelompok umat Islam itu sendiri. 

Namun demikian, faktor penyebab terjadinya dan tipologi Islamofobia di 

lima negara tersebut berbeda dan masing-masing memiliki karakteristik sendiri. 

Islamofobia yang terjadi di India, Myanmar dan Indonesia tidak bisa dilepaskan 

dari latar belakang sejarah yang cukup panjang, bahkan dapat ditarik hingga 

masa kerajaan dan era kolonialisme pada abad ke-17. Menariknya, perubahan 

bentuk pemerintah dan sistem politik di negara-negara tersebut - dari sistem 

kerajaan yang berada di bawah pemerintahan kolonial hingga kemudian menjadi 

negara merdeka seperti di India dan Indonesia, serta dari sistem pemerintahan 

yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, seperti di Myanmar - tidak 

serta merta menghilangkan Islamofobia yang ada.  

 

3.1. Tipologi Islamofobia di Indo-Pasifik 

Meski kebencian terhadap umat Islam telah terjadi sejak lama di India, Myanmar, 

Thailand dan Indonesia, namun konteksnya berbeda. Benih-benih kebencian 

terhadap Islam di India telah terjadi bahkan sebelum Inggris masuk ke wilayah 

Asia Selatan, yaitu sejak Kekaisaran Mughal yang beragama Islam menguasai 

wilayah India dan Pakistan sekitar awal abad ke-16. Penindasan yang dilakukan 

oleh Kekaisaran Moghul terhadap masyarakat Hindu menjadi pemicu munculnya 
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sentimen anti Islam. Ketika Inggris akhirnya berhasil menguasai wilayah 

Kekaisaran Mughal, Inggris cenderung melihat kelompok Islam sebagai 

ancaman dan musuh, namun tidak dengan kelompok masyarakat Hindu. Itu 

sebabnya, Inggris menerapkan kebijakan pemisahan di level masyarakat yang 

menguntungkan masyarakat Hindu dan kebijakan ini semakin mempertajam 

permusuhan di antara umat Hindu dan umat Islam (Sikander, 2021)  

Hampir serupa dengan yang terjadi di India, kebencian umat Buddha 

terhadap warga minoritas Islam di Myanmar, juga dimulai ketika Inggris 

menguasai wilayah Kerajaan Burma pada awal abad ke-19. Ketika pemerintah 

kolonial Inggris mendatangkan para pekerja dari India dan Bengali yang 

beragama Hindu dan Islam ke Myanmar, pemerintah Inggris cenderung 

memberikan keistimewaan kepada warga non-Myanmar. Itu sebabnya, 

komunitas Buddha di Myanmar melihat keduanya, terutama komunitas Islam 

Rohingya, sebacai ancaman bukan saja terhadap kehidupan mereka tetapi juga 

terhadap identitas dan budaya masyarakat asli Myanmar. (Wildan, 2021)  

Agak berbeda dengan Islamofobia di India dan Myanmar yang terjadi sejak 

zaman kolonialisme, meskipun Indonesia pernah dikuasai oleh Belanda sejak 

abad ke-17, namun Islamofobia di Indonesia tidak terjadi pada saat kolonialisme. 

Walaupun Belanda memberikan keistimewaan kepada warga Indonesia yang 

memeluk agama Kristen sebagai hasil dari program Kristernisasi, namun karena 

jumlah umat Kristen yang tidak signifikan, umat Islam di Indonesia tidak secara 

langung menganggap umat Kristen sebagai ancaman dan berkonflik dengan 

mereka. Begitu juga sebaliknya.  

Benih-benih Islamofobia pada umat Kristen di Indonesia baru muncul ketika 

sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat Islam memprakarsai berdirinya 

negara Islam tidak lama setelah Indonesia merdeka di tahun 1945. Meski 

akhirnya disepakati bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 

berlandaskan Pancasila, namun Islamofobia menguat kembali di akhir 

pemerintahan Orde Baru dan menjelang Era Reformasi. Munculnya Islamofobia 

di akhit tahun 1990an ini ditandai dengan adanya konflik Islam-Kristen di Poso 

dan Ambon, aksi terorisme, aksi intoleransi teradap gereja dan umat Kristen serta 
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wacana memasukan kembali Piagam Jakarta yang berisikan syariat Islam ke 

dalam dasar negara Indonesia.  

Thailand yang tidak pernah mengalami kolonialisme negara-negara Eropa 

seperti India, Myanmar dan Indonesia, ternyata juga mengalami Islamofobia 

namun dengan latar belakang yang berbeda. Islamofobia di Thailand lebih 

banyak dikaitkan dengan penolakan dan perlawanan terhadap kelompok 

separatis Islam berkebangsaan Melayu yang tinggal di wilayah Thailand Selatan. 

Wilayah ini merupakan daerah perbatasan antara Thailand dan Malaysia. 

(Abdulmani, 2013; Pathan dkk, 2018)  

Begitu juga dengan Islamofobia di Korea Selatan yang berbeda dengan 

konteks empat negara di atas. Islamofobia di Korea Selatan baru terjadi sekitar 

tahun 2000an, bersamaan dengan maraknya aksi terorisme berbasis agama 

Islam di negara-negara Barat yang dilakukan oleh Al Qaeda dan terutama ISIS. 

Fenomena Islamofobia ini terjadi karena pengaruh media Barat yang begitu kuat 

terhadap warga Korea Selatan dan kerap menyiarkan berbagai serangan 

kelompok teroris. Di samping itu, Islamofobia di Korea Selatan lebih didasari oleh 

sikap rasisme warga Korea yang memandang dirinya berbeda dengan bangsa 

lain.  

Berangkat dari penjelasan latar belakang sejarah serta teori yang dibangun 

oleh Sabri Ciftci (2012) dan Tariq Modood (2020) tentang komponen yang ada 

dalam Islamofobia, maka para penulis mencoba mengklasifikasikan penyebab 

dan kondisi yang mendorong Islamofobia yang terjadi di India, Myanmar, 

Thailand, Korea Selatan dan Indonesia seperti pada tabel 1 di bawah ini.  
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Tabel 1 – Penyebab dan Komponen Islamofobia 

Penyebab & Komponen 
Islamofobia 

India Myanmar Thailand Korea Selatan Indonesia 

Penyebab  • Dilatarbelakangi 
sejarah 
kolonialisme 
Barat (Inggris) 

• Ketegangan 
antara umat 
Hindu dan Islam 
di India 

• Aksi terorisme di 
negara-negara 
Barat setelah 
kejadian 11 Sept 
2001 

• Dilatarbelakangi 
sejarah 
kolonialisme 
Barat (Inggris) 

• Pengaruh kuat 
Junta Militer 

• Rasisme/ 
Menguatnya 
Nasionalisme 
Buddha  

• Gerakan 
separatisme 
berbasiskan 
agama Islam di 
wilayah 
perbatasan 
dengan Malaysia 

• Rasisme/ 
Menguatnya 
Nasionalisme 
Buddha 

• Rasisme karena 
xenophobia 

• Media Barat 
yang 
menyiarkan aksi 
terorisme di 
negara-negara 
Barat setelah 
kejadian 11 Sept 
2001 

• Adanya 
gerakan ingin 
mendirikan 
negara Islam.  

• Aksi terorisme 
& intoleransi 
terhadap 
kelompok 
minoritas 

• Isu politik 

Islam dipandang terpisah 
dan dianggap sebagai 
yang lain. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 
 

Islam dipandang sebagai 
inferior terhadap Barat. 

✓ 

 

✓ 

 

- 
 

✓ 

 

- 
 

Islam dikaitkan dengan 
kekerasan, tindakan 
agresif, mengancam, 
mendukung terorisme 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Islam dipandang sebagai 
ideologi politik dan sering 
digunakan untuk 
keuntungan politik 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 
 

✓ 

 

Permusuhan terhadap 
Islam dan umat Islam 
untuk justifikasi 
diskriminatif 

✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ 

 

✓ 
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Dari tabel di atas, dapat kita lihat negara-negara di Indo-Pasifik yang diteliti, kecuali 

Indonesia, memandang Islam sebagai kelompok yang lain atau yang berbeda. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada tiga alasan mengapa pemerintah serta warga 

India, Myanmar, Thailand dan Korea Selatan menjadikan Islam sebagai kelompok yang 

lain di negara mereka. Yang pertama, perbedaan identitas, nilai dan ajaran yang berbeda 

antara umat Islam dengan mayoritas umat Hindu di India, umat Buddha di Myanmar dan 

Thailand, umat Kristen Protestan dan Buddha di Korea Selatan, membuat masyarakat di 

empat negara tersebut dengan mudah mengidentifikasikan umat Islam sebagai kelompok 

yang lain dan berbeda dengan mereka. Yang paling menyedihkan adalah perbedaan 

persepsi tentang hewan sapi antara umat Islam dan Hindu di India. Sementara umat 

Islam biasa memakan daging sapi dan menjadikan sapi sebagai hewan korban pada saat 

hari raya Idul Adha, umat Hindu justru sangat menjaga kesakralan hewan sapi sehingga 

tidak boleh dibunuh apalagi dimakan. (HRW, 2019) 

Yang kedua, karena umat Islam adalah warga minoritas di empat negara tersebut 

di atas. Jumlah umat Islam yang lebih sedikit dibandingkan umat Hindu di India, Buddha 

di Myanmar dan Thailand, serta warga Korea yang mayoritas atheis, Kristen dan Buddha, 

membuat umat Islam tidak berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan sosial politik 

di negara-negara tersebut. Akibatnya, aspirasi mereka seringkali tidak didengar dan 

kepentingan mereka kurang diperhatikan atau bahkan tidak dilibatkan dalam membentuk 

nilai, norma dan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini nyata terlihat di India, Myanmar dan 

Thailand yang ingin membentuk negara berbasiskan nilai, ideologi serta ajaran agama 

warga mayoritas di sana.  

Ketiga, atas dasar perbedaan mayoritas dan minoritas, pemimpin politik yang 

berkuasa cenderung membuat perbedaan antara warga mayoritas dengan minoritas, 

dengan memberikan kemudahan dan keistimewaan kepada warga mayoritas. Seperti 

yang terjadi di India, gelombang protes umat Islam terhadap jaminan kewarganegaraan 

yang terkesan memberikan keuntungan bagi umat Hindu karena mereka memiliki 

dokumen yang lengkap dan mudah untuk membuat dokumen yang dibutuhkan, ternyata 

tidak didukung oleh partai politik manapun yang ada di India. (Ahmed, 2020) 

Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena suara umat Islam tidak signifikan untuk 

kepentingan politik partai-partai di India. 
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Islamofobia juga terjadi di lima negara karena Islam kerap diasosiasikan dengan 

perilaku yang kasar, penuh dengan kekerasan, tindakan agresif, mengancam dan 

mendukung terorisme. Islamofobia yang didasari oleh pemikiran seperti ini terjadi di India, 

Myanmar dan Thailand karena pemerintah negara-negara ini kerap menghadapi konflik 

secara langsung dengan umat Islam di sana. Lalu dibangunlah persepsi bahwa umat 

Islam kasar, agresif dan mendukung terorisme. Persepsi ini yang kemudian dijadikan 

sebagai justifikasi oleh pemerintah untuk bertindak tegas kepada umat Islam di sana.  

Khusus di Indonesia, pandangan seperti ini muncul di kelompok minoritas, terutama 

Kristen Protestan yang secara nyata mengalami dampak dari aksi intoleransi, radikalisme 

dan terorisme yang dilakukan oleh kelompok militant Islam dan kelompok teroris di 

Indonesia yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan ISIS. (Damayanti, 2018) Islamofobia 

dengan komponen seperti ini juga terjadi di Korea Selatan. Kedekatan hubungan 

pemerintah Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan pengaruh media Barat sangat 

mewarnai pemikiran warga Korea Selatan sehingga Islamofobia dengan komponen ini 

terjadi di sana. 

Selanjutnya, kecuali di Korea Selatan, Islamofobia terjadi karena Islam dipandang 

sebagai ideologi politik dan sering digunakan untuk keuntungan politik. Pemisahan 

negara India dan Pakistan pada tahun 1948 berdasarkan agama, serta munculnya 

gerakan separatis Rohingya di Myanmar dan Pattani di Thailand mengkonfirmasi 

komponen Islamofobia tersebut. Di Indonesia, meskipun konsensus politik pada awal 

kemerdekaan menjadikan negara ini berlandaskan Pancasila dan bukan Syariah Islam, 

namun wacana dan gerakan ingin mendirikan negara berbasiskan agama Islam masih 

terus berlanjut. Berakhirnya Orde Baru, mendorong sebagian umat Islam di Indonesia 

berafiliasi ke dalam partai politik dan organisasi masyarakat Islam yang berupaya untuk 

mendirikan Negara Islam di Indonesia. (Solahudin, 2011) Kondisi ini semakin terlihat jelas 

setelah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilihan Presiden tahun 2019.  

Yang terakhir, permusuhan terhadap Islam dan umat Islam merupakan justifikasi 

terhadap tindakan diskriminatif yang memicu terjadinya Islamofobia di India, Myanmar, 

Thailand, Korea Selatan dan Indonesia. Ketika umat Islam dipandang sebagai sesuatu 

yang “lain dan berbeda” ditambah lagi adanya tindakan agresif dari kelompok Muslim 

dengan berbagai alasan, maka semua itu akan memicu permusuhan terhadap umat 

Islam. Apalagi jika “sesuatu yang lain dan berbeda” itu dikaitkan dengan isu kelompok 
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mayoritas-minoritas seperti di India, Myanmar dan Thailand. Menariknya, dalam kasus di 

Indonesia, permusuhan itu terjadi justru di antara kelompok Islam itu sendiri, dan lebih 

banyak disebabkan oleh perbedaan aliran, sudut pandang, pilihan partai politik dan 

pilihan pimpinan politik. Permusuhan inilah yang kemudian mendorong terjadinya aksi 

diskriminatif, mulai dari level yang tidak terlalu berbahaya seperti penolakan di Korea 

Selatan, hingga ujaran kebencian di media sosial. Bahkan di beberapa negara, seperti 

India, Myanmar dan Thailand, aksi tersebut meningkat menjadi kekerasan nyata hingga 

pengusiran dan pembunuhan masal.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, para peneliti juga mencoba membuat matriks 

tipologi Islamofobia yang terdapat di lima negara di Indo-Pasifik, sebagai berikut: 

 

Tabel 2 – Tipologi Islamofobia 
Tipologi 
Islamofobia 

India Myanmar Thailand Korea 
Selatan 

Indonesia 

Ketakutan dan 
kecemasan 

- - - ✓ 

(berdasar-
kan rasisme) 

✓ 

(dialami 
kelompok 
minoritas) 

Kebencian dan 
sentimen anti 
Islam 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

(melalui 
media 
sosial) 

✓ 

(melalui 
media 
sosial, 
antar 

kelompok 
Islam) 

Diskriminasi, 
penolakan &  
intimidasi 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 
 

✓ 

(melalui 
media 
sosial, 

antar umat 
Islam) 

Kekerasan fisik, 
pengrusakan & 
pembunuhan 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 
 

- 
 

Dukungan 
Pemerintah 
terhadap 
Islamofobia 

✓ 

(melalui UU 
dan terjadi 
pembiaran) 

✓ 

(terjadi 
pembiaran) 

✓ 

(melalui 
UU dan 
kontrol 

ketat dari 
tentara) 

- 
 

- 
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Dari tabel 2 di atas, dapat dikatakan bahwa India, Myanmar dan Thailand adalah 

tiga negara di Indo-Pasifik dengan tingkat Islamofobia yang sudah sampai pada level 

kekerasan fisik, termasuk di dalamnya pengrusakan terhadap tempat tinggal, pemukulan, 

pengusiran bahkan sampai pada pembunuhan terhadap umat Islam di negara mereka. 

Bahkan kekerasan yang dilakukan oleh warga India, Myanmar dan Thailand seakan 

mendapat dukungan dari pemerintah negara dengan adanya undang-undang yang 

memberikan keistimewaan kepada warga mayoritas dan merugikan umat Islam yang 

merupakan warga minoritas di negara tersebut. Dalam kasus Thailand, dukungan 

pemerintah bahkan ditunjukan melalui UU Darurat yang memberikan otoritas kepada 

tentara untuk mengontrol wilayah perbatasan sekaligus bertindak keras terhadap umat 

Islam yang dianggap sebagai kelompok separatis. 

Islamofobia yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan ke dalam dua bentuk yang 

berbeda. Yang pertama adalah ketakutan dan kecemasan yang dialami oleh kelompok 

minoritas seperti kelompok Kristen terhadap kelompok Islam. Ketakutan yang dialami 

oleh kelompok minoritas Kristen terlihat nyata dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, kekhawatiran dan ketakutan tersebut 

muncul karena adanya intimidasi dan aksi intoleransi yang dilakukan oleh kelompok 

radikal dan organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang melakukan persekusi, pelarangan 

dan penolakan terhadap tempat ibadah umat Kristen.  

Ketakutan tersebut bertambah ketika melihat pemerintah dan aparat keamanan 

sepertinya membiarkan persekusi terjadi dan tidak memfasilitasi kebutuhan umat Kristen 

untuk beribadah. Kekhawatiran umat Kristen semakin meningkat terlebih setelah adanya 

gerakan untuk mendirikan negara Islam. Gerakan ini terutama disampaikan oleh 

sejumlah organisasi masyarakat berbasis Islam di Indonesia dan didukung oleh partai 

politik Islam yang menyuarakan semangat Piagam Jakarta.    

Bentuk Islamofibia kedua yang terjadi di Indonesia adalah kebencian, sentimen anti 

Islam serta penolakan dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok Islam yang satu 

terhadap kelompok Islam yang lainnya. Islamofobia bentuk yang kedua ini mungkin saja 

terlihat dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata namun tidak terlalu banyak. 

Bentuk Islamofobia yang kedua ini justru terlihat semakin meningkat di dalam media 

online, terutama media sosial. Ujaran kebencian dan diskriminasi sesama umat Islam 

melalui media sosial, terutama melalui twitter, marak terjadi dan meningkat sejak tahun 



 80 

 

2018. Hal ini terutama dipicu dengan adanya isu politik seperti pada saat pemilihan 

Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan Presiden tahun 2018. Penggunaan label 

tertentu yang digunakan untuk memojokan satu sama lain, merupakan bentuk kebencian 

dan diskriminasi yang paling terlihat di dalam media sosial. 

 

3.2.   Dampak Islamofobia di Indo-Pasifik  

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Islamofobia 

yang terjadi di Indo-Pasifik, khususnya di lima negara, India, Myanmar, Thailand, 

Indonesia dan Korea Selatan menimbulkan akibat yang tidak menyenangkan terutama 

bagi umat Islam yang ada di negara tersebut. Diskriminasi, penolakan, aksi persekusi, 

bahkan pengusiran dan pembunuhan dialami oleh umat Islam di negara-negara tersebut 

meski dengan level dan latar belakang yang berbeda-beda. Itu sebabnya, pada bagian 

ini, kita akan melihat lebih detail dampak Islamofobia terhadap keamanan nasional suatu 

negara dan keamanan manusia, khususnya bagi umat Islam itu sendiri. 

 

 3.2.1. Dampak Islamofobia terhadap Keamanan Nasional 

 Islamofobia yang terjadi di lima negara di Indo-Pasifik – India, Myanmar, Thailand, 

Indonesia dan Korea Selatan – bukanlah fenomena tunggal. Artinya, ada latar belakang 

baik berupa tinjauan sejarah maupuan peristiwa fenomenal yang menyebabkan 

ketakutan, kebencian, diskriminatif dan penolakan terhadap umat Islam di negara-negara 

tersebut. Di samping itu, Islamofobia yang terjadi juga menimbulkan akibat dan 

konsekuensi bagi pemerintah negara serta umat Islam yang ada di negara tersebut. 

Untuk itu, kita akan melihat terlebih dahulu dampak terjadinya Islamofobia di lima negara 

di Indo-Pasifik terhadap keamanan nasional di negara masing-masing.  

Kelima negara di Indo-Pasifik - India, Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan 

Indonesia - merupakan negara demokratis atau negara dengan bentuk Republik yang 

menjamin sejumlah hak dasar atau hak asasi manusia (HAM). Namun kenyataannya, 

Islamofobia yang terjadi dan meningkat dalam dua dekade terakhir, terutama di India, 

Myanmar dan Thailand telah membuat negara-negara ini mendapat sorotan dari 

masyarakat internasional. Masyarakat internasional terutama menyoroti kasus-kasus 

pelanggaran HAM, terutama yang disebabkan oleh penolakan dan sentimen anti-Islam. 
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Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan 

International Commission of Jurists serta Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan 

Beragama Internasional telah mengklasifikasikan India, Myanmar dan Thailand sebagai 

negara yang perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini terkait dengan kebijakan yang 

dibuat dan penanganan pemerintah terhadap umat Islam di negara tersebut yang 

dianggap telah melanggar hukum internasional, khususnya yang terkait HAM. (CFR, 

2020; International Commission of Jurist (ICJ), 2019; HRW 2013 & 2019)  

Sekretaris Jenderal PBB, Antonia Guterres telah menyatakan kekhawatirannya 

tentang Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA) yang 

dibuat oleh pemerintah India karena akan membuat banyak orang, terutama umat Islam 

yang ada di India kehilangan kewarganegaraannya. (CFR, 2020) Kondisi serupa juga 

terjadi di Myanmar. Pengaruh yang kuat dari Junta Militer serta aksi persekusi umat 

Nasionalis-Buddha di Myanmar telah membuat warga Rohingya kehilangan 

kewarganegaraan dan mengungsi dari tempat tinggal mereka. Hal inilah yang menjadi 

catatan dari sejumlah organisasi internasional terhadap pemerintah Myanmar. Sebagai 

tindak lanjut dari laporan yang mereka buat, organisasi-organisasi internasional tersebut 

menyerukan agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan yang tepat terhadap krisis 

Rohingya yang terjadi. (ICJ, 2018)  

Kondisi yang juga mendapat perhatian dari organisasi internasional terkait dengan 

perlakuan pemerintah terhadap warganegaranya adalah pemberlakukan Undang-

undang darurat di Thailand sejak tahun 2004. Undang-undang ini diberlakukan untuk 

mengatasi masalah separatisme di tiga provinsi di Thailand Selatan. Kekhawatiran 

pemerintah Thailand terhadap gerakan separatisme di daerah perbatasan dengan 

Malaysia dan wacana Islamofobia yang terus menerus dibangun oleh tokoh agama 

setempat telah membuat tentara memiliki peran besar di daerah tersebut. Akibatnya 

tindakan represif kerap dialami oleh umat Islam di Provinsi Pattani, Yala, dan Naratiwat. 

Sejumlah organisasi internasional kemudian melaporkan hal ini sebagai ancaman 

terhadap nyawa manusia, khususnya umat Islam di Thailand. (ICJ, 2005) 

Sorotan masyarakat internasional dan sejumlah negara terhadap tindakan 

diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah India, Myanmar dan Thailand ini tentu saja 

dapat berdampak terhadap kredibilitas pemerintah. Dengan adanya laporan dari NGO di 

tingkat nasional dan utusan organisasi internasional tentang kebijakan dan tindakan 
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pemerintah yang dianggap melanggar hukum internasional dapat menjadi indikasi bahwa 

pemerintah negara-negara tersebut tidak mampu melindungi warga negaranya dan gagal 

menjamin hak asasi warga negaranya.  

Jika kondisi tersebut dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin Dewan 

Keamanan PBB akan mengambil tindakan tegas berupa penjatuhan sanksi terhadap 

negara yang dianggap telah melanggar hukum internasional atau memaksa pemerintah 

negara untuk memberikan ijin kepada organisasi kemanusiaan di bawah PBB untuk 

melaksanakan semua tindakan yang diperlukan dalam melindungi umat Islam yang 

kehilangan hak mereka sebagai warga negara. (ICJ, 2018) Bahkan Komisi Amerika 

Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, sebuah lembaga pemerintah 

independen, telah mendesak pemerintah AS untuk memberikan sanksi kepada 

pemerintah negara-negara “yang menjadi perhatian khusus” yang dianggap telah 

melakukan pelanggaran HAM di dalam negeri mereka. (CFR, 2020)  

Selain itu, hubungan yang buruk antara pemerintah negara yang mayoritas 

penduduknya bukan beragama Islam dengan umat Islam di dalam negerinya turut 

mempengaruhi hubungan diplomatik negara tersebut dengan negara-negara Islam di 

dunia. Sebagai contoh, Myanmar di dalam hubungan diplomatiknya dengan negara-

negara Islam yang pada dasarnya baik, namun sewaktu-waktu dapat menjadi tidak baik 

karena isu Rohingya.  

Ketika pemerintah Arab Saudi menyediakan 190.000 rumah bagi masyarakat 

Muslim Myanmar, pemerintah Myanmar malah menuduh aliran Wahabi yang berasal dari 

Arab Saudi yang menjadi penyebab bangkitnya semangat perlawanan Rohingya. Hal ini 

sempat membuat hubungan kedua negara memburuk (Shams, 2016) Itu sebabnya, 

hubungan Myanmar dengan negara-negara Islam di dunia hanya sebatas hubungan 

kerjasama yang saling menguntungkan, namun pemerintah Myanmar terang-terangan 

menolak untuk membahas isu Rohingya dengan negara-negara tersebut. (BBC New, 

2020) 

Demikian juga ketika pemerintah Thailand menghadapi umat Islam yang dianggap 

sebagai kelompok separatis di Thailand Selatan. Adanya dugaan bahwa sejumlah elit 

politik di Malaysia Utara merupakan aktor intelektual dan memberikan dukungan logistik 

bagi kelompok separatis Pattani dengan menggunakan basis agama Islam telah 

menimbulkan kecurigaan pemerintah Thailand terhadap pemerintah Malaysia. Namun 
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pemerintah Malaysia membantah hal tersebut, bahkan Perdana Menteri Abdullah Badawi 

telah membuat kesepakatan untuk membantu pemerintah Thailand mengatasi kelompok 

separatis tersebut. Pemerintah  Malaysia menyadari bahwa ancaman kelompok separatis 

berbasiskan agama Islam ini dapat menyebar ke Malaysia dan malah mengancam umat 

Islam yang ada di Malaysia. (Gunaratna dan Acharya, 2013) 

Di level nasional, ketegangan yang timbul akibat Islamofobia di India, Myanmar dan 

Thailand bercampur dengan konflik agama dan konflik antara kelompok mayoritas 

dengan kelompok minoritas. Kondisi ini tentu saja dapat menciptakan instabilitas 

keamanan dan politik di dalam negeri. Sejumlah ketegangan antara umat Hindu dan umat 

Islam yang terjadi di India, atau umat Buddha dan umat Islam di Myanmar dan Thailand 

telah menyebabkan berbagai kerusuhan sekaligus juga instabilitas politik di dalam negeri.  

Dikeluarkannya UU Darurat di Thailand pada tahun 2004 dan peraturan lain di India 

dan Myanmar yang membatasi keleluasaan umat Islam di negara mereka merupakan 

strategi pemerintah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di dalam negeri 

mereka. Sayangnya, kebijakan dan peraturan yang diambil tersebut justru merugikan 

umat Islam yang merupakan kelompok minoritas di negara-negara tersebut. Akibatnya, 

konflik yang terjadi malah berkepanjangan dan tidak kunjung dapat diselesaikan dengan 

cara damai. 

Islamofobia di Indonesia agak berbeda mengingat Indonesia adalah negara dengan 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan pemerintah Indonesia, melalui Menteri 

Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD membantah Islamofobia 

terjadi di Indonesia. Mahfud MD mengartikan Islamofobia sebagai kebencian dan 

ketakutan pemerintah terhadap umat Islam serta kekhawatiran dan ketakutan umat Islam 

untuk mengaku dirinya sebagai Islam. (Humas Kemenko Polhukam, 2020)  

Namun, penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa fobia dalam bentuk 

ketakutan terhadap kelompok Islam terjadi pada kelompok non-muslim, terutama umat 

Kristen Protestan yang mengalami aksi intoleransi dan menjadi korban serangan 

terorisme. Ketakutan terhadap umat Islam ini terutama disebabkan karena umat Kristen 

tidak memahami perbedaan paradigma yang terjadi di antara kelompok-kelompok Islam 

yang ada di Indonesia. Mereka hanya mengenal kelompok Islam moderat yang diwakili 

oleh kelompok Nadhatul Ulama (NU) dan cenderung menyamakan kelompok 

fundamental dalam Islam dengan kelompok radikal.  
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Di samping itu, Islamofobia dalam bentuk tindakan diskriminatif, penolakan dan 

ujaran kebencian antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lainnya 

juga mulai terjadi. Peristiwa yang menyebabkan hal ini antara lain pemilihan Gubernur 

DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan Presiden tahun 2018. Ujaran kebencian dan 

diskriminasi di antara kelompok Islam terlihat jelas terutama di dalam media sosial.  

Meski tidak menjadi sorotan internasional dan tidak mendapat tekanan dari 

masyarakat internasional, namun jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin konflik 

antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia kembali meruncing. Bahkan, sejarah 

konflik Islam-Kristen seperti di Poso dan Ambon pada awal tahun 2000an bisa saja 

terulang. Di samping itu, ujaran kebencian yang menyebar di media sosial di antara umat 

Islam yang berbeda pilihan politik, jika dibiarkan, sangat mungkin mewujud dalam bentuk 

aksi kekerasan yang lebih nyata. Teror bom buku yang pernah dialami oleh Ulil Abshar 

Abdalla dan Japto Soerjosoemarno pada tahun 2011 misalnya, hanya karena perbedaan 

sudut pandang tentang agama Islam bisa saja terulang. Ulil yang dianggap sebagai 

pendukung pluralisme dan Jaringan Islam Liberal ditentang oleh mereka yang melihat 

pentingnya menjaga kemurnian agama Islam. (Ken/Fay, 2011)    

Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan cenderung bersifat domestik, parsial dan 

tidak sampai berdampak pada keamanan nasional. Hingga saat ini, pemerintah Korea 

Selatan belum menempatkan keguyuban masyarakat yang majemuk sebagai fokus dari 

keamanan nasional mereka. Pemerintah masih berfokus pada keamanan intra Korea 

seperti reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara yang masih terpisah. Selain itu, 

keamanan nasional Korea Selatan masih berkutat pada hal-hal yang sentris dan strategis 

dalam skala negara dan konteks konvensional, seperti sengketa wilayah dengan Jepang, 

pengayaan dan pengadaan alutsista dengan negara sekutu tradisionalnya, seperti 

Amerika Serikat, atau pun negara mitra lainnya, seperti Indonesia dalam proyek pesawat 

tempur KFX/IFX dan kapal selam. Itu artinya, pemerintah Korea Selatan belum melihat 

Islamofobia sebagai ancaman bagi keamanan nasional mereka dan masyarakat 

internasional belum melihat kondisi yang mengkhawatirkan terjadi di Korea Selatan. 

Namun demikian, merujuk pada pandangan bahwa Korea Selatan merupakan 

bangsa yang homogen, membuat Korea Selatan menjadi kikuk di tengah 

multikulturalisme global yang semakin kohesif. Korea Selatan juga menjadi ‘kurang peka’ 

dalam budaya global yang beragam. Sebagai contoh, sebagai negara tujuan para imigran 
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termasuk dari Timur Tengah dan Asia Selatan, Korea Selatan melihat bahwa kehidupan 

dan keadaan sosial-ekonomi negara mereka lebih baik daripada negara asal imigran.  

Tidak hanya itu, kualitas aspek-aspek lain, seperti pendidikan, hiburan, dan budaya 

juga menjadi tolak ukur yang menyebabkan Korea Selatan merasa jumawa dibandingkan 

dengan negara asal imigran tersebut. Padahal Korea Selatan sedang mencari dan 

menyusun kebijakan diplomasi terkait ekonomi dan energi dan karenanya perlu untuk 

menggandeng negara-negara asal imigran tersebut. Komoditas seperti minyak bumi, 

batu bara, pasar ekonomi, serta kesempatan melakukan investasi dibutuhkan oleh Korea 

Selatan untuk menggerakkan ekonomi agar semakin maju. Kendati demikian, 

masyarakat dan pemerintah Korea Selatan yang homogen menjadi abai dan kaku karena 

terlalu lama hidup dalam keseragaman. (Mulyaman, 2021) 

 

 3.2.2 Dampak Islamofobia terhadap Keamanan Manusia 

Sentimen Islamofobia di negeri-negara di Indo-Pasifik, terutama India, Myanmar 

dan Thailand telah menunjukan ancaman nyata terhadap keamanan manusia khususnya 

umat Islam. Warga Muslim kerap menjadi target aksi kekerasan masyarakat lokal yang 

umumnya berasal dari kelompok agama yang berbeda, terutama Hindu di India dan 

Buddha di Myanmar dan Thailand. Bahkan aksi kekerasan yang dilakukan hingga 

menyebabkan umat Islam kehilangan tempat tinggal mereka dan kematian secara masif. 

Yang lebih menyedihkan lagi, kasus-kasus kekerasan terhadap umat Islam ini kerap 

didukung oleh pemerintah atau sebaliknya tidak mendapat tanggapan serius dari 

pemerintah sehingga sering kali tidak ada seorang pun yang ditetapkan sebagai 

tersangka ketika umat Islam yang menjadi korban.  

Di Myanmar misalnya, PBB mendapatkan laporan tentang penggusuran 700.000 

warga Rohingya dari tempat tinggal mereka hingga harus mengungsi ke Bangladesh 

pada tahun 2017. (Office Of International Religious Freedom, 2020) Sisanya yang tetap 

tinggal di Myanmar pun mengalami banyak tekanan. Kenyataan terburuknya adalah 

ketika Myanmar telah mengalami demokratisasi dan menjamin kebebasan beragama 

dalam konstitusi, aksi diskriminasi tetap saja terjadi. Diskriminasi tersebut antara lain 

dilakukan melalui pidato kebencian anti-Muslim dan anti-Rohingya dalam acara resmi, 

khotbah yang menyudutkan Muslim oleh para biksu, hingga ujaran kebencian melalui 

media sosial oleh masyarakat awam dan kalangan militer.  
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Bagian terburuk dari tindakan tersebut adalah pemerintah seolah-olah sengaja 

menutup mata. Bahkan laporan yang ditemukan adalah tekanan tidak hanya dialami oleh 

masyarakat Muslim, tetapi juga masyarakat Kristen dan Hindu di Myanmar. Menanggapi 

tuduhan ini, Myanmar tetap bersikeras menolak izin investigasi lebih lanjut dari PBB. Itu 

sebabnya, Myanmar dikategorikan sebagai “Negara dengan Perhatian Khusus” (Country 

of Particular Concern) (CPC) di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama 

Internasional tahun 1998. (ICJ International Commission of Jurist, 2019) 

Hal yang sama juga terjadi di India. Sentimen anti-Islam yang menyebar melalui 

media setelah serangan Al Qaeda ke AS pada tahun 2001 membuat kelompok Hindu 

fanatik semakin berani menciptakan diskriminasi dan menjustifikasi aksi intoleransi 

mereka dengan menggunakan ideologi Hindutva. (Ushama, 2020) Kekerasan terhadap 

umat Islam ini bisa bersumber dari pemotongan hewan sapi, penyimpanan daging sapi 

dan jual-beli daging sapi yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di India. Sepanjang 

tahun 2015-2018 tercatat sekitar 40 warga Muslim meninggal dunia akibat kekerasan 

yang dilakukan oleh kelompok yang menamai dirinya sebagai ‘pelindung sapi.’ (HRW, 

2019) Urusan personal pun bisa berubah menjadi masalah besar seperti ketika seorang 

pria Muslim menikahi perempuan Hindu yang kemudian berpindah agama. (Dey, 2017)  

Kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi alasan bagi warga umat Hindu untuk 

melakukan tindak kekerasan masal terhadap umat Islam India. Bahkan kecurigaan tanpa 

alasan bisa menjadi penyebab genosida terhadap umat Islam seperti yang pernah terjadi 

pada tahun 2002 di Gujarat. Pada saat itu umat Islam dituduh sebagai pelaku 

pembakaran kereta yang menyebabkan sejumlah aktivis Hindu di dalamnya meninggal 

dunia. Akibatnya, terjadi tindakan kekerasan balas dendam yang menyebabkan 790 

warga Muslim dan 254 warga Hindu meninggal dunia, lebih kurang 2500 orang 

mengalami luka-luka dan 223 orang lainnya dilaporkan hilang. (BBC News, 2012; 

Damayanti, 2018) 

Kekerasan masal terhadap umat Islam juga terjadi dalam konflik Masjid Babri di 

Ayodhya, Uttar Pradesh yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Lokasi tempat 

masjid ini diyakini oleh umat Hindu sebagai tempat lahirnya Dewa Ram, sehingga masjid 

tersebut dihancurkan pada tahun 1992 dengan dukungan kuat dari Partai Bharatiya 

Janata. Peristiwa ini pun memicu perselisihan dalam skala besar di India dan diperkirakan 

2.000 orang meninggal dunia. (BBC News, 2012)  
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Konflik karena agama juga terjadi pada tahun 2013 di kota-kota dekat 

Muzaffarnagar. Lebih dari 60 orang tewas dalam bentrokan yang pecah antara umat 

Hindu dan Muslim setelah dua pria Hindu tewas dalam pertengkaran dengan pria Muslim. 

Diperkirakan sebanyak lima puluh ribu orang, kebanyakan dari mereka beragama Islam, 

melarikan diri dari kekerasan tersebut. Banyak dari mereka akhirnya tinggal di kamp 

bantuan selama berbulan-bulan, dan beberapa di antaranya tidak pernah kembali ke 

rumah (CFR, 2020).  

Tindakan kekerasan terhadap umat Muslim ini terus mengalami peningkatan di 

India selama beberapa tahun terakhir bersamaan dengan kemenangan Partai Bharatiya 

Janata di Parlemen India awal tahun 2019. Partai ini dianggap melegalkan ideologi 

Hindutva yang melandasi pemikiran kelompok militan yang ingin mendirikan negara 

Hindu. (Ushama, 2020) Mahkamah Agung India menyebut jika hal ini dibiarkan maka 

dapat menjadi situasi normal yang baru. (CFR, 2020) Itu sebabnya, Komisi Independen 

Pemerintah Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional telah mendesak 

pemerintah AS untuk memberikan sanksi kepada pejabat India yang bertanggung jawab 

atas sejumlah pelanggaran HAM dan pembiaran kekerasan terhadap umat Islam di 

negara tersebut. (CFR, 2020) 

Kekerasan yang dialami oleh umat Islam di Thailand tidak jauh berbeda. Mereka 

mengalami berbagai aksi kekerasan mulai dari diskriminasi, kebencian dan persekusi 

hingga aksi counter-insurgency yang dilakukan oleh tentara. Berbagai bentuk kekerasan 

ini diawali dari adanya gerakan separatis di Thailand Selatan yang kemudian diperburuk 

dengan persepsi negatif tentang Islam setelah serangan terorisme tahun 2001. (Quinley, 

2019)  

Separatisme di wilayah Thailand Selatan muncul ketika penduduk Muslim yang 

tinggal di daerah tersebut merasa tertekan dengan sulitnya menerapkan hukum syariat 

Islam. Padahal pemerintah pusat Thailand telah mengijinkan praktek syariat Islam 

diterapkan di ketiga provinsi di Thailand Selatan. (Sun, 2017: 25-26) Namun, kelompok 

Nasionalis-Buddha Thailand yang tinggal di wilayah tersebut menolak dengan keras. 

(Thanet, 2020) Akibatnya konflik berbasiskan agama tidak dapat dihindari di wilayah 

perbatasan antara Thailand dengan Malaysia ini. 

Salah satu konflik berbasiskan agama terjadi di sekolah Anuban Pattani pada tahun 

2018 di mana pada saat itu, muncul wacana untuk menggunakan hijab di sekolah umum 
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mengingat mayoritas penduduk di Pattani beretnis Melayu. Akibatnya, terjadi perselisihan 

dan adu mulut antara kelompok Nasionalis-Buddha dengan warga Muslim Pattani etnis 

Melayu. Berangkat  dari kejadian ini, kebencian terhadap umat Islam semakin kuat di 

seluruh wilayah Thailand Selatan, sehingga hampir setiap sekolah melarang siswinya 

mengenakan jilbab dan mengingatkan kepada mereka bahwa “Kwam Pen Thai” yang 

artinya hanya identitas Thailandlah yang akan diterima oleh masyarakat Buddhis 

setempat. Bahkan warga Nasionalis-Buddha menolak identitas lokal Islam dan Melayu di 

wilayah ini. (Pathan, dkk 2018, 13-21) 

Untuk mengatasi konflik berkepanjangan di Thailand Selatan, pemerintah Thailand 

menerapkan Undang-undang Darurat sejak tahun 2004. Namun kenyataannya, konflik 

umat Buddha dan Muslim di wilayah ini malah semakin meningkat. Dengan 

diberlakukannya UU Darurat tersebut, warga Muslim bukan saja mengalami ancaman 

dari kelompok Nasionalis Buddha dan para rahib tetapi juga tindakan counter-insurgency 

yang dilakukan dengan keras oleh pemerintah, dalam hal ini tentara. Dalam beberapa 

konflik yang terjadi, pemerintah juga mengerahkan tentara untuk menjaga tempat-tempat 

ibadah umat Buddha dan memberikan ijin kepada kelompok Nasionalis-Buddha di 

wilayah selatan untuk membentuk pasukan tentara yang berasal dari para rahib yang 

dilatih dan dibiayai oleh negara. (Damayanti, 2018) 

Di Korea Selatan, meski tidak sampai terjadi kekerasan fisik seperti yang dialami 

oleh umat Islam di India, Myanmar dan Thailand, namun diskriminasi, ujaran kebencian 

dan penolakan berdasarkan ras dan agama terlihat jelas. Seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menjadi daya tarik bagi 

para imigran asing, termasuk yang beragama Islam untuk datang ke negara ini. Umunya 

mereka datang untuk belajar, bekerja dan menikah dengan orang Korea Selatan. 

Perkiraan jumlah migran Muslim yang datang ke Korea Selatan pada tahun 2007 saja 

sekitar 135.000 dan jumlah tersebut terus meningkat di Korea Selatan  (Han, 2017). 

Namun, kejadian 11 September 2001 di AS dan kemunculan ISIS yang kerap melakukan 

serangan teror membuat para Muslim di Korea Selatan harus siap menerima ujaran-

ujaran kebencian. 

Tidak adanya undang-undang yang mengikat dan mengatur tentang ujaran 

kebencian untuk penduduk lokal ataupun penduduk asing, membuat pemerintah Korea 

Selatan kesulitan dan cenderung gagal menangani masalah tersebut dan memberikan 
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rasa aman kepada para imigran. Hal ini membuat para imigran mencari cara lain untuk 

menghindari Islamofobia, salah satunya adalah dengan menyembunyikan identitas 

keagamaan mereka. Hal ini juga terjadi kepada warga Korea Selatan yang beragama 

Islam. Mereka tidak dengan terang-terang menunjukkan keIslaman mereka. (FGD, 2021) 

Dalam berbagai kasus diskriminasi dan rasisme di Korea Selatan, termasuk 

penghinaan, tampaknya sulit untuk dinyatakan bersalah terutama jika ternyata korbannya 

berasal dari wilayah, kelas, atau kelompok tertentu. Rumitnya proses gugatan dan 

kendala bahasa membuat sebagian besar Muslim yang pernah mengalami ujaran 

kebencian dan diskriminasi berdasarkan agama atau penampilan mereka, cenderung 

enggan melaporkan atau menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Di 

samping itu kebijakan multikulturalisme di Korea Selatan masih sangat prematur dan 

belum dapat diterima secara meluas. Kondisi ini merugikan banyak imigran yang 

mencoba untuk berbaur dengan identitas mereka di tengah masyarakat Korea Selatan 

yang homogen. (Choe, 2022) 

Kondisi Islamofobia di Indonesia mungkin tidak seburuk empat negara di atas. 

Namun, ketakutan dan kecemasan kelompok minoritas Non-Muslim, terutama umat 

Kristen, telah menimbulkan tindakan yang merugikan umat Islam di provinsi di mana umat 

Islam merupakan minoritas, seperti di Indonesia bagian Timur. Tidak ada tindakan balas 

dendam secara fisik yang dilakukan oleh kelompok Non-Muslim terhadap kelompok Islam 

yang telah melakukan persekusi di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, 

pelarangan pembangunan Mesjid di daerah mayoritas umat Kristen telah terjadi, baik itu 

yang dilakukan oleh kelompok masyakarat setempat maupun oleh pemerintah daerah 

dengan alasan menjaga kondusivitas lingkungan, seperti yang terjadi di Kupang dan 

Manokwari. (Tempo.co, 2011; Kresna, 2019) Dalam kondisi seperti ini, kerusuhan, 

bentrokan dan konflik antar agama sangat mungkin terjadi jika pemerintah daerah dan 

aparat keamanan melakukan pembiaran.  

Dampak lain yang terjadi di Indonesia adalah diskriminasi dalam bentuk ujaran 

kebencian yang dialami oleh umat Islam terutama melalui media sosial. Meskipun dalam 

kehidupan nyata, penolakan dan diskriminasi juga terjadi, namun tidak sampai 

menimbulkan kekerasan fisik atau aksi persekusi terhadap umat Islam. Menariknya, yang 

melakukan diskriminasi dan ujaran kebencian tersebut adalah umat Islam itu sendiri, 

namun dari kelompok yang berbeda. Kondisi ini dialami misalnya oleh Denny Siregar dan 
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para narasumber dalam penelitian ini. Kelompok yang berbeda ini bisa berarti perbedaan 

mulai dari mazhab dalam ajaran Islam hingga pilihan partai politik dan pemimpin negara 

atau daerah.  

Terkait hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No. 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui 

dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang hal yang sama. Sehingga, berdasarkan pasal 28 

ayat 2 dan pasal 29, siapapun yang merasa dirugikan akibat perbuatan orang lain yang 

dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasaskan atas suku, agama, ras dan antargolong (SARA) serta ancaman 

kekerasan atau menakuti-nakuti secara pribadi, boleh melaporkannya kepada pihak yang 

berwajib.  

Namun demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo) tetap perlu mengawasi setiap ujaran kebencian yang beredar 

terutama di media sosial. Hal ini diperlukan agar ujaran kebencian dan tindakan 

diskriminasi secara virtual tidak menyebarluas dan menimbulkan dampak sosial. Di 

samping itu, pemerintah dalam hal ini Kominfo, perlu memberikan edukasi yang tepat 

kepada masyarakat Indonesia tentang penggunaan media sosial terutama dalam rangka 

membangun toleransi. 

 

4. Strategi Penanggulangan Islamofobia 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, serta kerangka teori yang ditawarkan oleh Earl 

Conteh-Morgan (2005) maka para penulis mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk 

pemerintah Indonesia dan ASEAN dalam mengatasi Islamofobia yang telah terjadi dan 

mencegah Islamofobia berkembang semakin luas. Dengan mengedepankan tiga kondisi, 

yaitu pendekatan budaya, identitas dan bersifat bottom-up untuk membangun 

perdamaian dan keamanan manusia serta keamanan nasional, bagian ini akan 

memberikan beberapa rekomendasi  yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dan organisasi regional terutama ASEAN dalam mengatasi Islamofobia yang terjadi. 

 

4.1. Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia  

Sebagai sebuah negara demokratis dengan penduduk mayoritas beragama Islam di 
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Indo-Pasifik, Indonesia memiliki peran penting dalam mengatasi Islamofobia yang terjadi 

baik di Indonesia maupun di kawasan saat ini. Untuk itu ada sejumlah program yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di antaranya: 

o Kementerian Agama bersama-sama para pemimpin agama di Indonesia perlu 

membangun teologia yang memberikan motivasi dan mengedukasi umat Islam 

dan warga non-Muslim untuk bekerjasama dalam berbagai bidang kehidupan 

sehari-hari. Kerjasama ini bukan dalam bentuk ibadah melainkan dalam 

kegiatan sosial kemasyrakatan sehari-hari seperti misalnya melakukan proyek-

proyek kemanusiaan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memajukan 

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan sosial 

kemasyarakatan ini diharapkan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. 

o Kementerian Agama dengan melibatkan organisasi keagamaan yang diakui 

oleh pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutan Gereja-

gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada 

Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) 

dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) serta organisasi 

masyarakat (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan 

Muhammadiyah memfasilitasi dan mengembangkan interfaith dialog yang 

dilakukan terus menerus dan secara berkelanjutan. Melalui dialog ini umat non-

Muslim perlu mengklarifikasi ketakutan mereka terhadap Muslim di Indonesia 

terutama yang dikaitkan dengan pendirian negara Islam dan bagaimana sikap 

kelompok Muslim terhadap radikalisme, terorisme serta intoleransi yang terjadi 

di Indonesia. Di sisi lain umat Islam juga harus membuka diri untuk 

menyampaikan sikap mereka yang mendukung negara kebangsaan. Seperti 

yang dilakukan oleh kelompok NU dan Muhammadiyah ketika menyatakan 

“NKRI adalah harga mati.” Kelompok-kelompok seperti NU dan Muhammadiyah 

juga perlu menyebarluaskan pemahaman yang sama untuk menentang 

radikalisme, terorisme dan intoleransi kepada seluruh umat Islam yang ada di 

Indonesia. Dengan cara demikian diharapkan perbedaan persepsi antara umat 

Islam dan warga non-Muslim dapat dijembatani dan tercipta persepsi yang 

sama tentang kehidupan bermasyarakat antar umat beragama di Indonesia. 
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o Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyusun dan memastikan 

kurikulum serta bahan ajar yang diberikan kepada anak didik sejak Pendidikan 

Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Atas serta 

Pendidikan Tinggi adalah kurikulum yang membangun budaya toleransi umat 

beragama serta mencegah tangkal radikalisme dan intoleransi. Kurikulum 

seperti ini sangat penting untuk mencegah adanya persepsi yang keliru tentang 

ajaran agama tertentu, sekaligus mendorong terciptanya sikap yang saling 

menghormati di antara umat beragama. 

o Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian serta lembaga-lembaga penegak 

hukum lainnya perlu memastikan penegakan hukum serta pelaksanaan 

kebijakan yang non-diskriminatif, tegas dan tidak pandang bulu terhadap pelaku 

aksi radikalisme, intoleransi dan terorisme, terlebih yang mentargetkan pada 

kelompok non-Muslim. Dengan aturan yang konsisten dan penegakan hukum 

tanpa pandang bulu serta mengedepankan penghormatan dan perlindungan 

HAM, Islamofobia di Indonesia bisa diminimalisir.  

o Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama perlu mengoptimalisasikan 

peran Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) yang diarahkan untuk 

membangun pemahaman yang sama di antara umat beragama, yaitu untuk 

mengatasi ketakutan dan sentimen negatif kepada Islam dan umat Islam. 

Upaya menciptakan persepsi yang sama tentang Islam sebagai agama yang 

mendatangkan rahmat dan kedamaian bagi seluruh umat manusia dan alam 

semester perlu dilakukan untuk mencegah adanya ketakutan dan sentiment 

anti-Islam baik itu di antara kelompok umat beragama yang berbeda maupun di 

dalam umat Islam itu sendiri. 

 

4.2. Rekomendasi bagi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

Di antara semua organisasi regional yang ada di Indo-Pasifik, Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) menjadi salah satu organisasi yang paling dekat dengan 

keberadaan fenomena Islamofobia di kawasan. Myanmar dan Thailand jelas merupakan 

anggota ASEAN, sedangkan India dan Korea Selatan merupakan negara mitra penting 

dan strategis bagi ASEAN yang tergabung dalam ASEAN+6.  
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Satu hal yang membuat ASEAN menjadi penting dalam tulisan ini adalah karena 

sejauh ini ASEAN dianggap telah berhasil mencapai tujuan pembentukannya sejak tahun 

1967 yaitu menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan. Sampai hari ini, 

ASEAN telah mengembangkan berbagai kerjasama politik, keamanan, ekonomi, dan 

sosial budaya. Kerjasama tersebut bukan hanya di antara negara anggotanya tetapi juga 

dengan negara-negara lain yang menjadi mitra strategisnya.  

Sebagai sebuah organisasi di kawasan, ASEAN bukan hanya peduli tentang 

keamanan negara dan kawasan tetapi juga keamanan insani. Itu sebabnya, ASEAN 

membentuk komisi yang khusus mengurus HAM - ASEAN Intergovernmental 

Commission on Human Rights (AICHR) – sejak tahun 2009. Dari sinilah, isu Islamofobia 

yang terjadi pada negara anggota dan mitranya menjadi penting untuk diperhatikan oleh 

ASEAN.  

Namun dalam menjalankan peran dan fungsinya di kawasan, ASEAN menghadapi 

tiga tantangan terkait kondisi internalnya dan prinsip-prinsip yang tercatat dalam Piagam 

ASEAN. Tiga tantangan tersebut adalah: (1) adanya prinsip non-intervensi terhadap 

urusan dalam negeri negara anggotanya, (2) adanya prinsip sentralitas di tengah 

banyaknya kerjasama bilateral dan multilateral negara-negara anggotanya, dan (3) 

lemahnya komisi HAM ASEAN terutama dalam penangangan isu Rohingya. 

Terkait prinsip non-intervensi yang tertulis dalam Piagam ASEAN, ada kekhawatiran 

bahwa ASEAN tidak akan mampu mengatasi Islamofobia di kawasan. Tentang hal ini, 

Indra dan Utama (2018) menyebukan keteguhan memegang prinsip ini membuat ASEAN 

tidak dapat memberikan sanksi tegas kepada Myanmar dan Thailand. Lantas bagaimana 

ASEAN dalam kapasitasnya dapat menangani Islamofobia tanpa harus mengubah atau 

melanggar kode prinsip yang dipegang sebagai dasar berdirinya organisasi?  

Haacke (2008) mengatakan bahwa organisasi seperti ASEAN lebih menyukai 

diplomasi dan “peer pressure” daripada pemberian sanksi untuk menangani situasi yang 

tidak dikehendaki dari negara anggotanya karena dibatasi oleh prinsip non-intervensinya. 

Oleh karena itu, diplomasi yang lebih intensif dengan memaksimalkan pembangunan 

kapasitas menjadi salah satu alternatif untuk ASEAN memaksimalkan instrumen yang 

dimilikinya dalam mengelola isu Islamofobia yang berdampak negatif bagi stabilitas di 

kawasan.  
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Untuk mengatasi tantangan tentang sentralitas dan peran pro aktif ASEAN, 

perluasan ranah diplomasi dan level diplomasi perlu dilakukan guna meningkatkan 

kapasitas dalam menangani isu negatif juga dapat digunakan. Dengan demikian, ASEAN 

tidak terpaku hanya pada satu jalur. Upaya penyelesaian sebuah masalah dapat 

diperoleh dari jalur yang lain dalam bidang yang lain pula. (Julianto, Mulyaman, dan 

Damarcanti 2022) Oleh karena itu, diplomasi-diplomasi khusus yang multilevel, 

multidisiplin, dan multidimensi dalam skema dan mekanisme ASEAN dapat dimanfaatkan 

untuk menunjukan peran sentral sekaligus kapasitas ASEAN untuk membahas dan 

mencari solusi atas berbagai permasalahan yang mengancam perdamaian, keamanan 

dan stabilitas di kawasan, termasuk akibat Islamofobia. 

Terkait lemahnya Komisi HAM ASEAN, isu Rohingya adalah tantangan terbesar 

ASEAN. Jika konflik ini tidak dapat diselesaikan, tentu saja kemungkinan pelanggaran 

HAM di masa depan akan terus terjadi. Dalam hal ini, diperlukan penguatan 

kelembagaan, khususnya pada Komisi HAM ASEAN. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membangun struktur yang tepat, memilih orang-orang yang kompeten dan terpercaya 

untuk duduk dalam struktur serta membangun instrumen yang diperlukan termasuk di 

dalamnya mekanisme pemberian sanksi dan teguran. Itasari (2020) secara optimis 

mengatakan bahwa dengan dibentuknya Komisi HAM ASEAN, negara-negara anggota 

seharusnya lebih memilih penyelesaian secara regional daripada yang internasional. 

Tata kelola dan mekanisme penyelesaian masalah di kawasan lebih mungkin dipilih 

karena aturannya disesuaikan dengan kondisi negara-negara di kawasan.  

Oleh karena itu ASEAN perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk 

mencegah dan menangani ancaman Islamofobia yang terjadi saat ini, yaitu: 

o Memastikan Piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN yang telah disepakati 

sejak tahun 2012 oleh negara-negara anggotanya agar sungguh-sungguh 

dilaksanakan dengan memperhatikan penghormatan, peningkatan dan 

perlindungan terhadap hak-hak dasar warga ASEAN, termasuk prinsip-prinsip 

demokrasi, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun 

demikian, penghormatan, peningkatan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi tersebut tetap perlu memperhatikan hak asasi dan kebebasan manusia 

lainnya, keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan, kenyaman, 

dan moralitas publik serta kesejahteraan bersama dalam masyarakat 
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demokratis.  

o Melakukan pendekatan dan dialog khusus dengan negara-negara anggota dan 

negara mitra termasuk India dan Korea Selatan yang mengalami krisis 

kemanusiaan dengan latar belakang Islamofobia. Hal ini dapat dilakukan 

melalui mekanisme ASEAN dan mekanisme khusus yang dilakukan secara 

bertahap, sistematis dan berkelanjutan untuk membangun rasa saling percaya 

serta mencari solusi terbaik bagi umat Islam yang mengalami kekerasan fisik 

terutama di Myanmar, Thailand dan India. 

o Membawa dan mendiskusikan isu pelanggaran HAM serta krisis kemanusiaan 

berwajah Islamofobia ke dalam sejumlah mekanisme dialog dan konferensi 

yang dimiliki oleh ASEAN. Dialog ini penting untuk dihadiri oleh para pemimpin 

dan pembuat kebijakan negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara 

mitra seperti India dan Korea Selatan agar komitmen para pemimpin negara 

dapat ditunjukan secara nyata dalam melindungi keamanan umat Islam di 

tingkat negara maupun kawasan. 

o Penguatan kelembagaan, khususnya pada Komisi HAM ASEAN dalam 

menangani masalah pelanggaran HAM termasuk isu-isu yang dikaitkan dengan 

Islamofobia di negara-negara anggota maupun negara mitra. Dalam hal ini 

dibutuhkan komitmen dan kesungguhan dari negara-negara anggota ASEAN 

untuk memastikan Komisi HAM ASEAN menjalankan perannya dengan 

maksimal.  

 

KESIMPULAN 

Islamofobia bukan hanya terjadi di negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris dan 

Perancis, tetapi juga terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Meski demikian, Islamofobia yang 

terjadi di India, Myanmar, Thailand dan Indonesia, disebabkan oleh hal yang berbeda 

dengan Islamofobia di negara-negara Barat. Islamofobia di negara-negara Barat lebih 

banyak disebabkan oleh dampak dari serangan kelompok terorisme Al Qaeda, terutama 

di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Sejak itu, diskriminasi, penolakan dan 

sentimen anti-Islam mulai ditunjukan, bahkan pemerintah sejumlah negara ikut membuat 

kebijakan dan peraturan yang berpotensi merugikan umat Islam di negara tersebut. 
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Islamofobia di kawasan Indo-Pasifik, kecuali di Korea Selatan, justru terjadi jauh 

sebelum muncul serangan terorisme berbasiskan agama Islam. Islamofobia yang terjadi 

di India, Myanmar, Thailand, dan Indonesia berkaitan dengan latar belakang sejarah 

yang memang sudah diwarnai dengan konflik antar umat beragama di negara-negara 

tersebut. Di samping itu, ada juga faktor ketegangan antara kelompok mayoritas dan 

minoritas seperti yang terjadi di India, Myanmar, dan Indonesia, serta gerakan 

separatisme yang terjadi di wilayah perbatasan, seperti di Thailand. Maraknya serangan 

terorisme dengan menggunakan basis agama Islam setelah tahun 2001, semakin 

memperparah ketegangan dan diskriminasi yang sudah ada sebelumnya. 

Penelitian ini membuat tipologi dan menganalisa latar belakang Islamofobia di India, 

Myanmar, Thailand, Korea Selatan dan Indonesia serta dampak Islamofobia terhadap 

keamanan nasional dan keamanan manusia di negara tersebut. Lima negara ini dipilih 

karena adanya laporan dari utusan organisasi internasional tentang kondisi Islamofobia 

yang meningkat paska serangan terorisme termasuk di negara-negara di kawasan Indo-

Pasifik. India, Myanmar, Thailand, Indonesia dan Korea Selatan dipilih untuk memberikan 

gambaran yang lebih lengkap dari sisi komposisi penduduk, sistem pemerintahan dan 

hubungan antara kelompok mayoritas-minoritas. India, Myanmar, Thailand dan Korea 

Selatan adalah negara-negara dengan umat Islam sebagai kelompok minoritas. 

Mayoritas penduduk India beragama Hindu, penduduk Myanmar dan Thailand beragama 

Buddha dan penduduk Korea Selatan mayoritas tidak beragama, dengan kelompok 

Kristen Protestan dan Buddha yang memiliki pengaruh kuat dalam sistem masyarakat 

dan pemerintahan. Sedangkan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk 

beragama Islam. Dengan demikian, penelitian ini kaya akan penjelasan Islamofobia yang 

terjadi di berbagai negara dengan latar belakang yang beragam. 

Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Islamofobia yang terjadi 

di beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik, kecuali Korea Selatan, sesungguhnya telah 

terjadi jauh-jauh hari sebelum muncul fenomena terorisme berbasiskan agama seperti 

yang dilakukan oleh Al Qaeda ataupun ISIS atau sebelum media Barat menyebarluaskan 

berita tentang serangan kelompok teroris di negara mereka. Fenomena serangan Al 

Qaeda dan ISIS hanya memperburuk kondisi Islamofobia yang sebelumnya telah ada. 

Bahkan Islamofobia di India dan Myanmar dapat ditarik mundur hingga masa 

Kolonialisme Inggris di dua negara ini. Semua berawal dari adanya kebijakan pemerintah 
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Kolonial Inggris yang memberikan favoritisme terhadap salah satu kelompok di India dan 

Myanmar. Kondisi ini kemudian memunculkan sentimen anti-Islam yang berlanjut pada 

aksi kekerasan, persekusi bahkan pengusiran dan pembunuhan massal terhadap umat 

Islam di India dan Myanmar. Ada juga Islamofobia yang dikaitkan dengan gerakan ethno-

nasionalis seperti yang terjadi di Thailand, dan dikaitkan dengan isu politik tentang dasar 

negara seperti yang terjadi di Indonesia. 

Berdasarkan teori yang dibangun oleh Cifti (2012) dan Moodod (2020) dan analisa 

terhadap data yang dikumpulkan, penelitian ini melihat ada lima kondisi yang 

menyebabkan terjadinya Islamofobia di negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, yaitu: 

1. Islam dipandang sebagai kelompok yang terpisah dan berbeda. Ini terjadi di 

negara-negara di mana umat Islam menjadi kelompok minoritas, seperti di India, 

Myanmar, Thailand dan Korea Selatan. Perbedaan identitas fisik serta cara hidup 

membuat umat Islam dianggap berbeda dengan kelompok mayoritas Hindu di 

India, Buddha di Myanmar dan Thailand, serta mayoritas atheis, Buddha dan 

Kristen Protestan di Korea Selatan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya 

pengaruh yang kuat dari kelompok mayoritas terhadap pemerintah. 

2. Islam dipandang sebagai kelompok yang inferior terhadap Barat. Kondisi ini 

muncul di negara-negara yang pernah dijajah oleh negara Barat, atau memiliki 

hubungan yang dekat dengan negara-negara Barat, seperti yang terjadi di India, 

Myanmar dan Korea Selatan. Menariknya, kondisi ini tidak terjadi di Indonesia 

karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan pemerintah Kolonial Belanda 

tidak sepenuhnya berhasil menjalankan salah satu misinya yaitu untuk 

menyebarkan agama Kristen terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan 

kelompok Islam berperan besar dalam upaya kemerdekaan Indonesia. 

3. Islam dikaitkan dengan kekerasan, tindakan agresif, mengancam dan mendukung 

terorisme. Kondisi ini terjadi di lima negara yang mengalami Islamofobia. 

Beberapa negara memang mengalami tindakan agresif dari umat Islam di 

negaranya secara langsung, seperti yang dilakukan oleh kelompok separatis di 

Thailand Selatan serta kelompok radikal dan kelompok teroris di Indonesia. Di 

samping itu, serangan yang dilakukan oleh Al Qaeda dan ISIS serta media-media 

yang menyiarkannya juga turut berperan dalam menimbulkan persepsi yang 

negatif dari pemerintah dan masyarakat di India, Myanmar, Thailand, India dan 
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Korea Selatan terhadap Islam dan umat Islam.  

4. Islam dipandang sebagai ideologi politik dan sering digunakan untuk keuntungan 

politik. Kondisi ini terjadi di India, Myanmar, Thailand dan Indonesia. Terbentuknya 

negara Pakistan yang terpisah dari India dan mendasarkan negaranya pada 

agama Islam merupakan bukti bahwa Islam dipandang juga sebagai ideologi 

politik. Begitu juga dengan gerakan warga Rohingya dan Pattani yang ingin 

melepaskan diri dari Myanmar dan Thailand dan membentuk negara baru 

berlandaskan agama Islam. Di Indonesia kondisi ini terjadi di awal kemerdekaan 

Indonesia tahun 1945 dan awal tahun 2000an di mana ada sejumlah partai politik 

dan ormas Islam ingin mendirikan negara Indonesia berbasiskan Syariah Islam. 

5. Permusuhan terhadap Islam dan umat Islam untuk justifikasi diskriminatif. 

Permusuhan ini muncul karena umat Islam telah dipandang berbeda dan dianggap 

sebagai “yang lain” dari sistem masyarakat di India, Myanmar, Thailand dan Korea 

Selatan. Umat Islam juga diidentikan dengan tindakan agresif, kekerasan dan 

terorisme. Permusuhan ini kemudian berkembang menjadi justifikasi untuk 

tindakan diskriminatif, meski bentuk diskriminatif tersebut beragam, mulai dari 

penolakan, ujaran kebencian hingga pengusiran dan pembunuhan masal. Yang 

menarik adalah yang terjadi di Indonesia, permusuhan tersebut justru dilakukan 

oleh sesama kelompok Islam. Namun kelompok-kelompok tersebut berbeda 

aliran, pemahaman ajaran dan pilihan politik.  

Islamofobia yang terjadi di negara-negara di Indo-Pasifik sangat beragam mulai dari 

level yang tidak terlalu membahayakan dan tidak mengancam keamanan nasional atau 

keamanan manusia, hingga bentuk kekerasan yang sangat mengancam keamanan. 

Islamofobia yang terjadi di Korea Selatan hanya terjadi pada level ketakutan, kecemasan, 

dan ujaran kebencian melalui media sosial, dan belum dipandang sebagai sesuatu yang 

mengancam keamanan nasional atau keamanan manusia. Hal ini bisa dimengerti karena 

isu tentang Islamofobia di Korea Selatan tidak terlalu mengakar dan tidak ada latar 

belakang sejarah permusuhan. Ketakutan dan kecemasan masyarakat Korea terhadap 

komunitas Islam lebih banyak disebabkan karena pengaruh media Barat yang kerap 

menampilkan berita tentang serangan terorisme di negara-negara Barat. Itu sebabnya 

pemerintah Korea Selatan belum banyak mengambil kebijakan atau tindakan tertentu. 

Terlebih lagi fokus pemerintah Korea Selatan tentang ancaman keamanan masih bersifat 
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konvensional, seperti upaya penyatuan Korea Utara dan Korea Selatan, sengketa 

wilayah perbatasan dan upaya peningkatan alat utama sistem pertahanan (alutsista). 

Di Indonesia, level Islamofobia itu sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Korea 

Selatan dan dialami oleh kelompok yang berbeda. Islamofobia dalam bentuk ketakutan 

dan kecemasan dialami oleh kelompok masyarakat minoritas, terutama dari umat Kristen 

Protestan yang seringkali menjadi korban aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme. 

Ketakutan dan kecemasan ini terjadi karena gereja kerap mengalami larangan ibadah, 

intimidasi bahkan aksi pengeboman yang dilakukan oleh kelompok militan dan teroris di 

Indonesia. Islamofobia dalam bentuk ujaran kebencian, sentimen anti Islam, diskriminasi, 

penolakan dan intimidasi justru dilakukan di antara kelompok Islam itu sendiri. Kondisi ini 

meningkat bersamaan dengan masa kampanye pemilihan gubernur di Jakarta tahun 

2017 dan pemilihan presiden tahun 2018. Muncul istilah-istilah seperti “cebong” dan 

“kampret” atau belakangan berubah menjadi “kadrun” (= kadal gurun) dalam media sosial 

merupakan bentuk ujaran kebencian, penolakan dan tindakan diskriminatif yang 

dilakukan satu sama lain. Meski Islamofobia yang terjadi di Indonesia tidak sampai bentuk 

kekerasan nyata, namun tetap perlu diawasi agar tidak berkembang menjadi aksi teror 

“bom buku” seperti yang pernah dialami pada tahun 2011 oleh Ulil Abshar Abdalla karena 

ia dianggap sebagai tokoh Jaringan Islam Liberal di Indonesia. 

Islamofobia di India, Myanmar dan Thailand mengalami seluruh bentuk yang 

disebutkan di atas yaitu kebencian dan sentimen anti Islam, diskriminasi, penolakan dan 

intimidasi. Lebih dari itu, umat Islam di India, Myanmar dan Thailand sudah sampai pada 

tahap mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, pengrusakan tempat tinggal sampai 

harus mengungsi mencari tempat yang lebih aman dan pembunuhan secara masal. Yang 

lebih menyedihkan lagi, pemerintah di India, Myanmar dan Thailand membuat peraturan 

yang awalnya bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, namun dalam 

realisasinya malah merugikan dan mengancam keselamatan umat Islam di negara 

tersebut. Undang-undang kewarganegaraan di India, UU Darurat di Thailand serta 

pengaruh yang kuat Junta Militer dalam pemerintahan di Myanmar membuat umat Islam 

semakin mengalami tekanan di dalam negeri mereka sendiri. Itu sebabnya, sejumlah 

organisasi dan masyarakat internasional mendesak pemerintah negara seperti AS dan 

PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap negara-negara yang melanggar HAM 

dalam wajah Islamofobia. 
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ABSTRACT 

In contrast to Islamophobia that occurred in Western countries after the 911 attack, anti-Islam 

sentiment in several countries in the Indo Pacific region were found long before 2001 and poses 

a wide range of security concerns. Thereofore, this article examines the causes and impacts of 

Islamophobia in India, Myanmar, Thailand and South Korea and how ASEAN should play a role 

in addressing this problem. This article uses the concepts of Islamophobia, national security and 

human security to elaborate the issue. The study utilizes qualitative methodology in the form of 

case studies with data collection through focused group discussions and literature reviews. This 

study concludes that the causes of Islamophobia in four countries in the Indo Pacific region range 

from the historical problem of colonialism, religious conflicts between majority and minority 

groups within a socio-political framework, the issue of separatism to the role of the media which 

gives a bad stigma to Muslims. The impact of Islamophobia in the region spans from threatening 

stability in the region to serious violations of human rights. That is why ASEAN, as a regional 

organization in Southeast Asia and partnering with countries in the Indo-Pacific region, needs to 

address the issue while resolving its internal challenges. 

 

Keywords: Human Security, Indo Pacific, Islamophobia, National Security 
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INTRODUCTION 

 

The increasing acts of religious-based terrorism after the Al Qaeda attack in the United 

States (US) on September 11, 2001 were accused of triggering the emergence of fear of Islam or 

Islamophobia. Such a phobia has even led to rejection, hatred and anti-Islam sentiment, 

especially in the US, Europe and the Indo-Pacific region. This hatred then developed into acts of 

violence against Muslims, which the government allowed and even supported through numerous 

existing policies and regulations. The United Nations (UN) Special Rapporteur on freedom of 

religion or belief, Ahmed Shaheed has concerned about the issue and delivered his report at the 

46th Session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC) in March 2021. In his 

report, Shaheed (2021) stated that Islamophobia in several countries has increased into hatred 

and anti-Muslim sentiment. This hatred then evolved into state-sponsored violence against 

religious freedom and the lives of Muslims in several countries. 

This Islamophobia, according to the President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, has 

spread rapidly, especially in European countries. This leaves about 35 million Muslims in Europe 

vulnerable to the threat or even becoming victims of racial crimes. According to Erdogan, 

violence against Muslims in Europe has arisen, especially in France and Austria, which have 

taken a hostile attitude through the regulations issued to address the issue. (Laveda, 2021) The 

European Union Agency for Fundamental Rights conveyed a similar thing in a survey they 

conducted in 2017, namely that 4 out of 10 respondents, or about 38% of respondents, felt 

discrimination due to their ethnicity. This survey was conducted on immigrants and their 

descendants from Turkey, South Asia, North Africa and Sub-Saharan Africa. (European Union 

Agency for Fundamental Rights, 2017) 

The Islamophobic sentiment is also increasing in the Indo Pacific region, especially in 

Myanmar, with the anti-Rohingya stance supported by the government and Buddhist leaders. 

Hatred against Muslims was also found in New Zealand when there were shootings of Muslims 

who were praying in two different mosques. (Detikcom Team, 2019) This condition is 

detrimental to Muslims and endangers social life, especially in a country with a pluralistic 

population. Moreover, such a condition obviously threatens human security as well as national, 

regional and global security if left unattended. 

Having said that, did Islamophobia in the Indo-Pacific region take place after the AQ 

attacks in 2001 like in the US and Western countries? This research accordingly aims to provide 

a clear picture of the phenomenon of suspicion, fear and even hatred of Muslims in four countries 

in the Indo Pacific region. Specifically, this study intends to prove that the increasing 
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Islamophobia today, especially in India, Myanmar and Thailand, has appeared long before but is 

wrapped up in religious conflicts, political conflicts and differences in interests between the 

majority and minority groups. The increase in acts of terrorism using Islamic symbols since the 

early 2000s has only become a factor that further justifies violence against Muslims in the 

countries mentioned above. 

Based on the background above, this research was conducted to answer the questions of 

why the phenomena of Islamophobia prevails in the Indo Pacific region, especially in India, 

Myanmar, Thailand and South Korea and what is the impact of Islamophobia on human security 

and national security of countries in the Indo Pacific. To answer the questions, this study uses a 

qualitative research design with a case study method. The data was collected through a 

virtual focused group discussion, in-depth interviews, and secondary data. This article is divided 

into several sub-chapters which explain Islamophobia in India, Myanmar, Thailand and South 

Korea in detail. Finally, this article will elaborate how ASEAN should play a pivot role in dealing 

with the problem so that ASEAN could prevent the Islamophobic threats to human security as 

well as national security and regional stability. 

 

LITERATURE REVIEW 

 

A number of previous studies have explained the factors that cause Islamophobia in some 

countries, ranging from social, economic, and political to the government's alignment with 

Muslims in their country. For example, Mohamed Nawab Bin Mohamed Osman (2017) 

explained that social, economic and political problems in Myanmar and Malaysia had given rise 

to anti-Islam sentiments in people's daily lives. Nawab also noted that this Islamophobia was 

initiated by the ethnic migration carried out by the British government during colonialism in the 

two countries. This shows that the phenomenon of Islamophobia in the two countries is had 

happened long before.  

With regard to Islamophobia in Myanmar, Penny Green (2013) emphasized that 

Islamophobia in Myanmar applies not only to the Rohingya ethnicity but to all Muslims in the 

country. Government policies and the indifference of the country's leaders further exacerbate the 

situation. Discrimination and violence against Muslims remain problematic as they are not 

considered part of Myanmar’s society which is predominantly Buddhist. Even Green emphasized 

that Islamophobia and racism in Myanmar have been institutionalized through state politics and 

policies that discriminate against Muslims. Salman Majeed (2019) adds how the history of 

Rohingya Muslims has become an ethnic minority that is not recognized as part of Myanmar. 
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This lack of recognition makes Rohingya vulnerable to discrimination and oppression from the 

community and the local government. 

In their research, Nawab, Green, and Majeed have provided a basic understanding and a 

historical explanation of the causes of the emergence of Islamophobia, especially in Myanmar 

and Malaysia. However, these studies have not explained the impact that Islamophobia has on 

human security and national security. Although Salman Majeed explained the impact of 

Islamophobia on the mental health of the Rohingya, he goes without explaining the impact on 

national and human security in a broader sense. Their studies are also deprived of explaining 

what governments and regional organization have done to address the impacts of Islamophobia. 

This article accordingly explains such a condition comprehensively. 

Jesada Buaban (2020) also discusses how Islamophobia appears in Thailand. Buddhist 

society perpetrate violence against Muslims in Thailand by spreading hatred and saying that 

Muslims are different. The discrimination and violence experienced by the Muslim minority 

accordingly become the reasons for the emergence of separatism in the Southern Thailand. 

Buaban noted that the Thai Buddhist movement, initiated by several Buddhist organizations, 

consider Muslims to have damaged the state order and are a danger to Buddhists. As some 

Buddhist organizations in Thailand want Thailand to become a Buddhism-based state. 

Interestingly, Buaban mentioned that Islamophobia in Thailand emerged as a result of 

the government's failure to establish secularism in Thailand. Another failure that Buddhists also 

criticize is when the government, in several policies, facilitates and provides privileges for 

Muslims. On the one hand, the government convey such a policy with the intention that Muslims 

in Thailand would no longer demand independence for their territory. Nevertheless, on the other 

hand, privilegse for Muslims is responded by the strengthening of the Buddhists desire to make 

Thailand a Buddhist-based country. 

Furthermore, Thameem Ushama (2020) explains how Islamophobia in India stems from 

fear and hatred due to the fanaticism of Hindus. Such a fanaticism then produces discrimination 

that leads to acts of intolerance against Muslim minority groups. According to Ushama, 

Islamophobia in India has a long history dating back to the time of the Mughal Empire, which 

was a time when Muslim rulers suppressed Hindu society. Islamophobia in India continues to 

grow, primarily through Hindu community movements that are anti-Islamic minority groups. In 

fact, according to Ushama, this Hindu community movement is trying to create a Hindu state in 

India and subsequently oppress Muslims in India. 

Departing from Ushama's thoughts, this paper poses India as one of the countries to be 

studied besides Myanmar and Thailand. The history and experience of India as a democratic and 
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religiously plural country, with the majority of the population embracing Hinduism, is 

fascinating to examine more deeply. Especially if it is related to India's role and its position as a 

significant country in the Indo-Pacific region and a ASEAN’s strategic partner. Whatever the 

impact that occurs and the policies taken by the Indian government will be in the spotlight and a 

reference for other countries in the region who are also experiencing the same thing. 

Koo (2018) explains that Islamophobia also occurs in South Korea. This condition 

particularly strengthened after the emergence of terrorist attacks by the Islamic States of Iraq and 

Syria (ISIS) in 2013. Islamophobia in South Korea is exacerbated by the growing 

misunderstanding and the indifference of South Korean society to find out what Islam and 

Muslims are. Bauman in Koo (2018) also explains that Islam is an agent of liquid fear or threats, 

so phenomena such as Islamophobia are challenging to avoid. The Islamophobic discourse in 

South Korea, according to Han (2017), also grew due to prejudice that emerged at the grassroots 

after the terrorist attacks in September 11, 2001 and the kidnapping of South Korean citizens in 

Afghanistan in 2007. 

In contrast to the views that view the phenomenon of Islamophobia from a historical and 

socio-political perspective, Rizki Amelia Fitriyani, Sabilul Maarifah Karmidi, and Putri Estian 

(2015) conclude that the media is the leading cause of this phenomenon. All three explain in 

detail how Islamophobia occurs due to stereotypes formed by the media against Muslims. 

According to them, what happened after the acts of terrorism after 2001 was the Western media 

continued to report information about terrorism and associated it with Islam. As a result, a 

negative view of Islam emerged and eventually triggered Islamophobia in the global community. 

Although their study has explained the role of the media in Islamophobia, it has insufficient to 

explain further what impact Islamophobia has on existing Muslims and national security. 

It is interesting to discuss the phenomenon of Islamophobia in India, Myanmar, Thailand, 

and South Korea in all these countries since Muslims are minorities. The majority of the 

population of India is Hindu, and the majority of the population of Myanmar and Thailand are 

Buddhist. In contrast, the majority of the population of South Korea is non-religious (atheist) 

with a strong influence of Protestant Christian groups in society. In addition, the above countries 

are democracies that should respect human rights, including the freedom to embrace religion and 

worship. By studying the phenomenon of Islamophobia in the countries mentioned above, this 

research is expected to provide important notes, especially for regional organizations such as 

ASEAN, to prevent and deal with the impact of Islamophobia on human security and regional 

stability that previous studies have yet explained. 
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THEORETICAL FRAMEWORK 

 

The Runnymede Trust first used the term Islamophobia in 1997 to refer to attitudes of 

discrimination, harassment, and social and structural harm directed against 

Muslims. Islamophobia is defined as a series of behavioural processes involving emotional, 

cognitive, evaluative, and action-oriented elements. This attitude started from racism which 

developed into discrimination and anti-Islam and anti-Muslim sentiments. (Frost, 2008; Bleich, 

2010, 2012; Ciftci, 2012; Allen, 2017; Gholami, 2021; Mondon & Winter, 2017) Diane Frost 

(2008) noted that such violence and racism are exacerbated by state policies and media 

campaigns aimed at Muslims in a political context, as happened in England. This racist attitude 

towards Islam can also be seen as a hostile behaviour towards Muslims based on a narrow 

understanding of the Western liberal mindset and secularization that refuse to accommodate 

other religions, such as Islam. (Ciftci, 2012) 

Islamophobia is likened to an attempt to reintroduce and reaffirm the global 

discrimination structure against Muslims, where inequalities in the distribution of resources are 

maintained and even expanded. (Allen, 2017; Mondon & Winter, 2017) This view is similar to 

the thinking of Erik Bleich (2012), who sees Islamophobia as social anxiety and rejection of 

Islam and Muslim culture, Muslim groups, and individuals based on prejudice and stereotypes. 

Although initially, this Islamophobic sentiment developed in western countries that adhere to the 

principles of liberal democracy, now it has spread to Islam and Muslims in global level. (Bleich, 

2010) 

Departing from the hostile attitude towards Muslims, Sabri Ciftci (2012) then mentions 

eight components contained in Islamophobia, namely: (1) Islam is seen as a monolithic religion, 

static and unresponsive to change, (2) Islam is seen as separate and considered as "other," (3) 

Islam is seen as inferior to the West, and is considered barbaric, irrational, primitive and sexist, 

(4) Islam is associated with violence, aggressive actions, threatening and supporting terrorism, 

(5) Islam is seen as an ideology political and often used for political or military gain, (6) 

criticisms made by the West about Islam are rebuffed, (7) hostility towards Islam is used to justify 

discriminatory practices against Muslims and the exclusion of Muslims from mainstream society, 

and (8) hostility towards Muslims is seen as a natural and normal thing. 

Conditions that develop due to Islamophobia, especially in a pluralistic society based on 

ethnicity, religion, and race, certainly have an impact on national, regional and individual 

security, in this case, the Muslims themselves. Regarding security, many international security 

observers explained that when the Cold War ended, there was a shift in the factors and structure 
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of national security. This issue was previously dominated by military power and cooperation 

between countries in creating interdependence to maintain stability and security. National 

security, which was initially related to the state sovereignty and territorial area, has developed 

into a concept that includes the security of citizens – including the life of each individual and his 

property, and every aspect of a state, such as economy, social politics, culture, ecology. Whilst 

socially includes when there is conflict. (Brown, 1986; Grizold, 1994; Alkire, 2003; Zelikow, 

2003; Paez, 2007; Benedek, 2008; Pettman, 2010; Newman 2010) 

In this article, national security will also be stretched from the classic concept of a state’s 

security to human security as an embodiment of non-traditional modern security. The thought of 

the realist school of thought has become the central pillar of national security in the traditional 

science of International Relations. Schelling in Art and Jervis (2009) say that national security 

has traditionally been associated with military power. However, today's modern military power 

is not only a form of security for the state but also a contest for brutal shows of strength such as 

exterminating or scorching the enemy. In ancient times, war was more inclined to contest 

strategies and tools to fight for interests, but nowadays, war is more used for revenge agendas 

and or other agendas that are sometimes secret and hidden. 

Nevertheless, such national security began to shift from its traditional condition. What 

used to always regard other countries with their military power as the main threat to national 

security now threats may come from anywhere and in any form, including worsening 

environmental conditions and climate change to limited natural resources. (Brown, 1986; 

Zelikow, 2003) That is why national security today focuses on human security and sustainable 

life support systems. (Brown, 1986; Pettman, 2010) Human security includes protecting and 

empowering people in violent, post-conflict situations, unfair trade and markets, conditions 

without health and education, and poor social facilities which protect intellectual property. 

Human security is closely related to human rights and the security of every human being 

from any threats to human dignity. (Benedek, 2008) Thus, human security is a security concept 

or paradigm that expands the security aspect from being initially confined to state boundaries 

and interests to an aspect that focuses on individuals as the primary reference and beneficiary at 

the global level. (Newman, 2010) In other words, the concept of human security is related to how 

the state creates and maintains the security of each individual. (Paez, 2007) 

 

RESEARCH METHOD 

This research uses a qualitative research methodology which is more descriptive and 

explorative to produce a discussion that describes, explores, and interprets the behaviour of actors 
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in social life. (Blaikie, 2010) The qualitative approach referred to here is a type of research whose 

findings are not obtained through statistical data procedures or other calculation forms. (Corbin 

& Strauss, 2008) As previously explained, this study aims to explain and analyze the 

phenomenon of Islamophobia in several countries in the Indo Pacific region. For this reason, the 

researcher uses a qualitative methodology in case studies on the issues under study. The case 

study method is appropriate for answering research questions requiring much information related 

to a particular case. Thus, the research becomes in-depth and obtains detailed information related 

to the case to be studied. (Neuman, 2011) 

In this study, the researchers initially described Islamophobia that occurred in several 

countries in the Indo Pacific region, namely India, Myanmar, Thailand, and South Korea. After 

describing and analyzing the uniqueness of the Islamophobia phenomenon in these countries, the 

researchers also see that Islamophobia is a pehenomeon occured in a complex manner and affects 

many things, including security. Therefore, this study also analyzes the impact of Islamophobia 

on regional, national and human security, especially among Muslims in the countries studied. 

The analysis is expected to provide a holistic and comprehensive explanation to assist decision-

makers in making domestic and international policies to anticipate problems that may occur. 

This article assumes that Islamophobia which occurs in numerous countries within the 

Indo-Pacific is a combination of international phenomena, especially the Islamic-based 

radicalism and terrorism, with domestic historical backgrounds that furthers affect life and 

security at the domestic and regional levels. To prove this assumption, the researchers collected 

data through various techniques, such as qualitative questionnaires, literature reviews, in-depth 

interviews, focused group discussions (FGD) and analysis of policy documents. 

 

ANALYSIS 

The Phenomena of Islamophobia in India 

The separation between India and Pakistan based on religion is a proof to the tension 

between Hindus and Muslims in the region. However, the seeds of hatred against Muslims 

appeared even before British colonialism entered South Asia. The British seized power from the 

Muslim Mughal Empire, which ruled from the 16th to the 18th centuries and frequently oppressed 

Hindu society. As a result, the British saw Muslims as a threat and enemy, whereas Hindus 

tended to be more receptive to the British presence. During its occupation, the British 

implemented a policy of segregation at the societal level, which resulted in Hindus being hostile 

to Muslims. The prolonged tension between the two groups of people eventually triggered the 

separation between India and Pakistan. (Sikander, 2021) 
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This historical background creates a stigma that Muslims differ from Hindu society in 

India. This stigma is then associated with the rampant violence carried out by Hindu groups 

against Muslims in India. Cows can be a valid excuse for Hindu perpetrators of violence against 

Muslims in India. The allegation is that Muslims kill cows which are considered sacred to 

Hindus. In comparison, cows are one of the animals used as sacrificial animals on Eid al-Adha 

by Muslims in almost all countries. These accusations are often justifications for acts of violence, 

even the killing of Indian Muslims. Death sentences by mobs, such as that of Mohammed Akhlaq 

Saifi in Rajashtan, are often blamed on accusations of slaughtering cattle or storing beef. (Siyech 

and Narain, 2018) 

Apart from historical factors, three other factors are causing Islamophobia to increase in 

India. The first is the strong anti-Islam sentiment that spreads through social media and print 

media, especially after the Al Qaeda attack in the US in 2001. This condition is driven by the 

fanaticism of Hindu groups who spread hatred against Muslims. As a result, discrimination arose 

against Muslims, leading to persecution and acts of intolerance against Muslim minority groups 

in many areas in India. Recently, this fanatical Hindu community has tried to create a state based 

on Hinduism and, and therefore has increasingly persecuted Indian Muslims. (Ushama, 2020; 

Damayanti, 2018)) 

Secondly, the victory of the Bharatiya Janata Party (Bharatiya Janata Party/BJP) in the 

parliamentary elections in early 2019. In order to win the election, the BJP legalized the 

implementation of the ideology known as Hindutva, which became the ideology propagated by 

militant groups. This Hindutva ideology wants to establish a Hindu state and, in 2002 it became 

the cause of the Muslim genocide in Gujarat. During the 2019 campaign, Arjun Sampath from 

Tamil Nadu, a Hindu fascist and BJP supporter, called Hindus to boycott Muslim businesses, 

isolate them and brand them 'pro-Pakistan'. (Ushama, 2020) 

Prime Minister Narendra Modi has expressed Hindutva ideology several times in his 

speeches, interviews and podcasts. Hindutva ideology broadly supports the idea that Hindu 

Indian society is superior. Meanwhile, Muslims do not deserve to be part of India because they 

are an 'other' group. (Waikar, 2018) This idea has received much support, especially from Indians 

who want to make India based on the teachings of Hinduism. Modi also put forward economic 

policies that are closely related to the Hinduism way of life, such as a work ethic based on the 

teachings of Lord Basavershar 800 years ago. He also conveyed the importance of the work ethic 

of Hindus in realizing "one India." Behind Modi's statements, it is implied an attempt to make 

India prioritize the Hindu way of life and put aside the values of life from other religions. 

(Waikar, 2018) 
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Thirdly, the establishment of the Citizenship Amendment Act (CAA) and guarantee of 

citizenship through the Citizenship Amendment Bill (CAB) under PM Modi's leadership. 

Muslim groups believe this law results from the political constitution of Hindutva support groups 

to achieve their interests through law. Under the CAA, the National Registered of Citizens (NRC) 

requires everyone to provide documents proving they are Indian citizens. Those who cannot 

prove will be included in the category of illegal immigrants. The problem is that many Muslims 

in India are poor, illiterate and do not have supporting documents. (Ahmed, 2020) 

Likewise, the CAB provides a particular pathway for citizenship for those who have not 

been registered as citizens of religious minority groups, except for Muslims. The Indian 

government has also stopped providing asylum for Muslims from Afghanistan, Pakistan and 

Bangladesh since 2015. The wave of protests that arose against the CAA and CAB could not 

generate sympathy for other parties not affiliated with the BJP. Consequently, although there 

were demonstrations, none of the political parties brought about policy changes at the 

government level. (Ahmed, 2020) 

In recent decades, acts of violence against Muslims have increased in India. (CFR, 2020) 

Attacks are often carried out by a group of Hindus against Muslims who are believed to have 

killed or sold beef. At least 40 people died from a group calling itself 'the protector of cows' from 

2015 to 2018. (HRW, 2019) Radical groups also target Muslim men because they are believed 

to be carrying out the 'jihad of love', by marrying Hindu women to change their beliefs. (Dey, 

2017) Mass violence against Muslims also occurred in the Babri Mosque conflict in Ayodhya, 

Uttar Pradesh and has been going on for decades. This mosque is believed to have been built 

around 1528 by the Mughal Empire. However, Hindus believe that the mosque's location is Lord 

Ram's birthplace, so the mosque was demolished in 1992 with the support of the BJP and the 

Vishwa Hindu Parishad (VHP). This event sparked a large-scale dispute, and an estimated 2,000 

people died. (BBC News, 2012) 

In February 2002, there was a train fire in Gujarat and as many as 58 Hindu activists on 

the train died due to the fire. Muslims were accused to be the mastermind behind the incident. 

Accordingly, there was revenge attacks from Hindu groups against Muslims by taking actions 

such as massive murder, rape of Muslim women, destructed the bussines locations and places of 

worship for Muslims in Gujarat, with at a total death of between 1.000 to 2.000 Muslims people. 

(BBC News, 2012; Damayanti, 2018) Conflicts over religion also took place in 2013 near 

Muzaffarnagar. More than 60 people died in clashes after two Hindu men died in an altercation 

with Muslim men. It is estimated that as many as 50.000 people, most of them Muslims, fled the 

violence. Many of them then ended up staying in relief camps for months and some other never 
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returned home. (CFR, 2020) Further, when the Indian government announced the imposition of 

CAA in 2020, fighting broke out again in New Delhi, and about 50 people, mostly Muslims, died 

in this incident. (CFR, 2020).  

Based on the above facts, the Islamophobic sentiment in India is a real threat to Muslims 

there. As also stated by Atiyah, a Muslim woman who lives in the Mahalat area of Mumbai, 

India, exclaims: 

“I would say a little injustice faced by (Muslim) people over here…. I talked about 

my experience, like the other day we went to look for a house, and I took my mom 

along with me, and it was like Hindu and Non-Muslim dominate the area. All people 

like just, they not seem look us very well, and you know, how it’s been not going well 

over there. Then we decided to look for another city that more accessible and people 

are more welcoming. Something that we have learned from the region, like don’t ever 

talk to someone, especially if you are a Muslim.” (Atiyah, FGD, 2021) 

 

The Phenomena of Islamophobia in Myanmar 

The persecution of Buddhists in Myanmar against Muslims has been materializing since 

Myanmar was still a kingdom. (Wildan, 2021) These intolerant acts continued in the Military 

Junta era until democratization applied in Myanmar. The change in the government system in 

Myanmar does not necessarily guarantee the rights and freedoms of Rohingya Muslims. From 

the Mandalay riots in 1997 until entering the democratic era, the form of persecution has always 

been the same, from killing Muslims who are praying, destroying mosques, burning the Koran, 

destroying Muslim settlements and property, forcing Muslims to pray at home, delivering hatred 

speechs based on racism and anti-Islam, to discharging vandalism in mosques. Coclanis (2013) 

concludes that no matter how democratic or undemocratic Myanmar is, hatred of Islam remains 

a problem. 

Political factors and identity mainly cause Islamophobia in Myanmar. Although the system 

of government in this country has changed to be more democratic, the Tatmadaw or Military 

Junta still has a substantial role in the government. In addition, the strong relationship of 

Buddhism as a socio-cultural patron also applies as a political patron in Myanmar. As the 

majority religion, Buddhism has succeeded in shaping the spirit of religion-based nationalism. It 

has resulted in controversial and racist nationalist fervour such as "non-Buddhists are not 

Burmese." This kind of nationalist spirit, coupled with the strong influence of the Tatmadaw and 

Buddhist patrons in the political and socio-cultural system, have caused the democratic system 

in Myanmar is less helpful for the Rohingya or other Muslims. (Coclanis, 2013)  

Buddhism are the prominent patrons firmly entrenched in Burmese society, even before the 

British came to rule Myanmar in the early 19th century. One of the factors that triggered the 
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hatred of Buddhists towards Muslims was when the British controlled Burma; the British 

government brought Indians and Bengalis into Myanmar and trusted them more to rule in 

Myanmar. (Wildan, 2021) The power of Indians who are Hindus, and Bengalis who are Muslim, 

encouraged the creation of Burmese nationalism based on a robust Buddhist religion, as well as 

sparked social tensions between indigenous Myanmar people and non-Myanmar. When the 

Indian-Bengal community was given special privileges, the indigenous Buddhists of Myanmar 

saw it as a threat to the existence of the identity and culture of the indigenous people of Myanmar.  

Although Buddhism opposes violence and acts of intolerance, the historical factor of British 

colonialism with the Indian-Bengali leadership left scars on the indigenous people of Myanmar. 

The power that was forcibly transferred from Burmese leaders who were thick with Buddhist 

teachings to immigrants who were not Burmese and did not understand Buddhism sparked hatred 

that led to acts of violence against non-Myanmar residents. As an act of revenge, after its 

independence in 1948, the Myanmar government let the Rohingya Muslims living on the 

Myanmar-Bangladesh-India border without giving their rights as citizens. As a result, Rohingya 

Muslims often experience acts of violence perpetrated by indigenous Myanmar residents around 

them. (Anwary, 2018) 

Hatred against the Rohingya continues to peak, even more when a Buddhist monk named 

Ashin Wirathu has participated in spreading hatred against Muslims. One of the propagandas 

launched by Wirathu was to say that Muslims wanted to establish an Islamic state in Rakhine. 

Wirathu, the leader of the Myanmar nationalist group, is also known as "Burmese Bin Laden." 

He became famous when in 2001, he joined and became the leader of a nationalist group that is 

anti-Muslim and is often categorized as an extremist. His group was called the 969 Group and 

strongly opposed the increasing number of Muslims in Myanmar. (Damayanti, 2018) 

A report by Human Rights Watch (HRW) in 2013 stated that the attacks executed by radical 

Buddhist groups in Myanmar against Muslims and their homes in Arakan were organized actions 

enacted not only by religious leaders and community leaders in Myanmar but also by the 

government. Local security forces supported the persecution carried out by radical Buddhist 

groups by not providing assistance and protection to the Rohingya. They were threatened and 

even allowed the violence to happen and seemed very pro-Buddhist. The Myanmar government, 

under Thein Sein's leadership at that time, did not even take serious legal action against the 

monks who attacked Rohingya Muslims in Arakan, Rakhine. (HRW, 2013) 

Islamophobia in the form of persecution and acts of violence against the Rohingya Muslim 

community has evolved from violence perpetrated at the community level to violence perpetrated 

at the state level. (Barany, 2019) The state and government of the Myanmar military junta have 
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supported socio-cultural perceptions that violate the human rights of the Rohingya community 

(Abrar, 2013). Although the Tatmadaw has maintained the patronage of the Myanmar 

community against the Rohingya Muslims since they first came to power in Myanmar, this 

intolerance has become an internal political stance of the Myanmar government. (B.I, 2018) This 

internal condition was exacerbated by the international political situation, the rise of radical 

Islamic movements globally, especially after the Al Qaeda terrorist attack in 2001 in New York. 

(Wildan, 2021) 

The poor democratization of Myanmar has also contributed to the persecution of the 

Rohingya Muslim community. Kevin B. I. (2018) states that the Tatmadaw in Myanmar is the 

cause of the slow democratization and the resolution of the Rohingya issue. The Tatmadaw is 

seen as always creating social tension by maintaining the perception of Burmese nationalism and 

the basis of Buddhism in Myanmar. The Tatmadaw is thought to have done this for fear of losing 

its existence in Myanmar's new fully democratic system of government. By triggering conflict 

and social tension, especially against the Rohingya Muslims, the Tatmadaw can still demonstrate 

its existence and influence in Myanmar's new democratic government under Aung San Suu Kyi. 

In this way, civil society sees the Tatmadaw as a force that embodies Myanmar's nationalism. 

(B.I, 2018) 

In addition, despite having the legitimacy to lead Myanmar, Aung San Suu Kyi herself could 

not oppose the Tatmadaw. If Aung San Suu Kyi tries to solve the Rohingya issue, political 

support for Suu Kyi will decrease, and this condition can close the democratic process in 

Myanmar. (B.I, 2018) The lack of democratization and the decisive role of the government 

military have caused the issue of the persecution of the Rohingya Muslim community to be 

unresolved to date. From this, it is clear that Islamophobia in Myanmar is caused by historical, 

socio-cultural, internal political and external political factors that accumulate systematically and 

are closely related to one another. 

 

The Phenomenon of Islamophobia in Thailand 

The majority of Thailand's population is Buddhist and Islam becomes the country's most 

significant religious minority. However, the four southern border provinces between Thailand 

and Malaysia – Pattani, Yala, Narathiwat and Satun – are the areas with the largest Muslim 

population and even reach 80% of Muslims in Thailand. Of Thailand's total 61 million 

population, there are about 4 million Muslims, half of the number comes from Malaysia, who 

live in the province of Southern Thailand. As adherents of the majority religion, Buddhists play 

a vital role in Thailand and are integrated into Thailand's central government system (The Nation, 
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2018). The new constitution even strengthens Theravada Buddhism's position as the religion of 

the majority of Thailand's population.       

Similar to what happened in Myanmar, Islamophobia in Thailand is intensely coloured by 

the relationship between politics and religion. The anti-Islam sentiment was initiated by most 

Thai people who tried to cover up the history and facts about the existence of Muslims in 

Southern Thailand. Generally, they built Thailand's national historiography based on Buddhism, 

which led to the emergence of a separatist movement for the Muslim community of Southern 

Thailand in three provinces; Pattani, Yala, and Narathiwat. (Abdulmani 2013) Islamophobia 

intensified after the government of Southern Thailand rejected central autonomy and sought to 

fulfil the aspirations of Muslims with various projects that benefit the Muslim population in the 

region. This condition sparked the anger of local Buddhists because they felt neglected. 

Buddhist nationalist groups in the southern region of Thailand have described Islamic 

forces as roaming "ghosts" seeking to change political power in Thailand. This prompted the 

Buddhism Protection Center of Thailand (BPCT) to promote the campaign of Buddhism as 

Thailand's only religion. Similarly, the Buddhist Federation of Thailand (BFT) also supports 

various political party activities intending to prove that Thailand must be able to stop all actions 

of Muslims in Southern Thailand (Buaban 2020). Even these opponents of Muslims intentionally 

spread fanaticism, discrimination and marginalization, which resulted in the exclusion of 

Muslims from economic, social, political and social activities. (Pathan et al., 2018) 

Violence against Muslims in Southern Thailand perpetrated by Buddhist nationalists and 

monks in Thailand are motivated by religious and political interests (Jerryson, 2017). The 

conflict areas of Pattani, Narathiwat, Yala and several districts of Songkhla province, where the 

majority of the local population are Muslim Malays, are often regarded as one of the areas of 

Thailand most vulnerable to the influence of transnational jihadism. Recently, the emergence of 

ISIS in several areas of the province has become a threat to the people and government of 

Thailand, which is predominantly Buddhist. (Hannah, 2019). 

 Conflict in this region is not driven by religious differences and antagonisms between Thai 

Buddhists and Muslims but rather an ethnic-nationalist struggle based on religion. More than 

90% of Thailand's population is Buddhist, but 85% of the population in the Pattani region of 

Southern Thailand are Malay and Muslim. Over the years, the Malay Muslims in this area have 

been trying to gain independence from Thailand through the 'Pattani Liberation Movement' and 

several times tried to fight against the central government, significantly when the political 

situation in the country heated up due to the coup. That is why the Thai government set an 

Emergency Law in 2004 to stop the efforts of Muslim groups who are members of the Pattani 
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United Liberation Organization (PULO) and the National Revolutionary Front (BRN), who 

continue to fight for the right to regional autonomy. (Damayanti, 2018) 

 However, along with enacting the Emergency Law, conflicts between Buddhists and 

Muslims in the Southern Thailand region continued to escalate. Muslims were filled with fear of 

the threat from Buddhist Nationalists, most of whom came from monks. Not only threats from 

religious leaders, but the central government also took strong counter-insurgency measures 

against Muslims in the Pattani area since they considered them to be separatist rebels. In several 

conflicts, the government deployed soldiers to guard Buddhist places of worship. Even the 

central government permitted Buddhist nationalist groups in the south to form an army of monks. 

The troops, known as the Tahanpras, lived like ordinary monks but were trained as soldiers and 

received salaries from the government. (Damayanti, 2018) 

 The Thai government sees the violence in the south as an uprising on ethno-nationalism 

grounds; not as religious discrimination. However, in general, Thai people tend to ignore the 

government's analysis and assume that the behaviour of Malay Muslims causes all forms of 

violence in this area. On the one hand, Muslims in this region are reluctant to live peacefully 

with Thai Buddhists. The Pattani Malays refuse to use the identity and historical narrative built 

by the Thai government and citizens, so the Thai people accuse the teachings of Islam of making 

them what they are. On the other hand, Buddhist nationalists also ignore the arguments of the 

Thai Government's assimilation policy toward Pattani, Yala, and Narathiwat Malays. This factor 

contributed to some of the violence against Muslims that still occurs today in Southern Thailand. 

(Pathan et al., 2018) 

 One example of a case of violence based on religion occurred at the Anuban Pattani school 

in 2018. At that time, there was a discourse about the use of the hijab in public schools, 

considering that most of the population in Pattani are Muslim Malays. This led to a dispute 

between the Nationalist-Buddhist group and the ethnic Malay Pattani Muslim community. In this 

case, 20 Buddhist teachers protested against their Muslim students for wearing the hijab. From 

this incident, hatred against Muslims has increasingly spread in almost all parts of Southern 

Thailand, where every school forbids its students from wearing the hijab. Moreover, they also 

remind them that "The local Buddhist community will accept Kwam Pen Thai" or “only Thai 

identity;” Buddhist nationalists even rejected local Islamic and Malay identities. (Pathan et al., 

2018) 

 Recently, Islamophobia has also risen especially in cyberspace. Adre (FGD, 2021) 

emphasized that Islamophobia in Thailand is real, but the condition is becoming more worrying 



122 
 

in cyberspace than in the real world. According to him, hateful and discriminatory speech is 

easily hurled at Muslims in Thailand through social media. 

 

The Phenomenon of Islamophobia in South Korea 

Islamophobia in South Korea is unique and different from Islamophobia in other Indo-

Pacific countries. Xenophobia plays a major role in the background of Islamophobia in South 

Korea as the society is known to be homogeneous and has a high level of nationalism. Only about 

five per cent of South Korea's population is of non-Korean ethnicity. (Gi, 2021) This condition 

might cause problems when faced with globalization and increasing international migration due 

to South Korea's economic progress and making it a migration destination. Although pro-

Western, South Korea has recently cooperated with countries in the Middle East and North 

Africa, especially in the energy sector (Mulyaman, 2021). 

There are three factors that cause Islamophobia to happen in South Korea: the first is the 

considerable homogeneity and nationalism of Korean ethnicity. This triggers negative prejudice 

or xenophobia against people of other ethnicities, including Muslims. Related to this, Lee Jin-

Sang and Souliman Kellouai (FGD, 2021) revealed that South Korean people tend to be 

indifferent and do not care as they feel historically distant from the Muslim world. As a result, 

they retrieve information about Islam in one direction, most of which comes from its alliances 

with the Western world, especially the US. Souliman (2021) explained that he had difficulty 

adapting to Koreans at first due to his Middle Eastern physique and name, even though he was a 

French citizen. However, after the people around him know his citizenship status, many people 

finally accept and be friendly towards him. 

The homogeneous South Korean society tends to think of Islam as a foreign religion 

practised only by foreigners. As a result, not many South Koreans understand the teachings and 

practices of Islam. (Sheikh, 2019) This perception then encourages Koreans to reduce the 

practice of Islamic teachings in Korea. Consequently, the views of the South Korean people who 

seek to get the attention of Muslim communities in other countries are paradoxical but, at the 

same time, it fails to maintain "Korean Islam," where Muslims as a minority in South Korea must 

struggle to maintain the practice of Islam in social life.  

Islam is a minority religion in South Korea, with an estimated 200,000 South Koreans 

Muslims, consisting of foreigners and local residents. Initially, Muslims in South Korea feel no 

direct threat when dealing with the majority group. (Khalid et al., 2017) The challenges for 

Muslim foreign workers in Korea are only about the halal food and working habits. Although 

local authorities invest heavily in halal products, majority of these halal-certified products are 
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available for export. As a result, popular halal products are difficult to access for Korean Muslims 

living in Korea. In addition, when they come home from work, South Koreans often have party 

with friends or co-workers until late at night, and they are used to drinking liquor and eating 

foods that are forbidden for Muslims. (Sheikh, 2019: 196-211) 

Secondly, the role of the mass media is discrediting the Islamic community, especially after 

the formation of ISIS in 2013. As a result, the controversial relationship between South Koreans 

and Muslims has increased. Popular media began to put pressure on Muslim women, especially 

in terms of the way they dress. For example, those who wear the hijab are considered "needs to 

be saved." Koreans view the hijab as an anomaly and the veil as a sign of resistance and terrorism-

associated. That is why Muslim women are more often subjected to verbal and physical attacks 

in Korean society. (Eum, 2017) 

The media also frequently associates Muslim men with terrorism, violence and sexual 

perversion. The media portrays Muslims as synonymous with Arabs and as a culture of violence. 

Scholars also highlight issues of Islam in Korea and often use the terms' terror, war, conflict, and 

sexual discrimination to form negative perceptions of the majority of Koreans. (Koo, 2018) 

According to Sheikh (2020), Korean media also identify the Islamic world as a land ruled by 

Islam and equate Muslims with a group of religious fanatics who spread terror. 

Third, the strong influence of Christian groups and the anti-multicultural sentiments that 

are built. This anti-Islam sentiment was mainly formed when 23 Korean nationals were 

kidnapped by the Taliban and the emergence of ISIS in 2013. (Han, 2017) The National Human 

Rights Commission of Korea (NHRCK) 2010 noted that the dominance of Christianity and 

Buddhism in South Korea encourages the formation of a gap between the dominant religion and 

the minority religion, namely Islam. Muslim students who study in South Korea also experience 

unpleasant experiences, such as Malaysian students studying at Hanyang University in Korea. 

The presence of Muslim students at this university attracted the curiosity of extreme Christian 

missionaries who initially only asked simple questions. However, their conversation developed 

into a debate and finally turned aggressive, so they offended Muslims with their statements. 

(Khalid, 2017)  

Interestingly, the challenge of Islamophobia is not only faced by Muslim immigrants. 

South Koreans who are Muslims also face challenges. Muslim men in Korea must serve in the 

military for approximately two years. During the military service process, South Korean Muslims 

still have to carry out their obligations such as praying, Ramadan fasting, and eating halal food. 

Women who wear the hijab often experience discrimination from those around them and 

sometimes have to lose their jobs. Children of Muslim families are often forced to eat non-halal 
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foods. Consequently, when Islamophobia in South Korea becomes more common and South 

Korean society finds it increasingly difficult to accept Muslims openly, Muslim groups choose 

to hide their religious identity for their safety. (Sheikh, 2019) 

Recently, NHRCK data shows increased acts of discrimination and harsh words towards 

foreigners, including Muslims, through social media. In 2015, influential bloggers and Twitter 

users asked the government to take a particular action to block the construction of a mosque. 

There are also videos being circulated on social media depicting Islam as a terrible religion from 

CIA documents. This video spread to churches in Korea and eventually caused misperceptions. 

After the terrorist attack by ISIS in Europe, several Christians demonstrated hostility by 

uploading hateful statements to Muslims so that Muslims are often blamed. (Sang, 2017) 

Unfortunately, the legal system in South Korea has not been able to sanction the 

perpetrators of hate speech and acts of intolerance against Muslims. The dominance of the ruling 

party and the influence of Christian groups in formulating several regulations make it difficult 

for the government to take firm action against discrimination experienced by Muslims. In 

addition, although the South Korean government grants work permits to foreign migrant workers, 

the rights to education and care for migrant families are still being neglected. (Han, 2017) 

Although Islamophobia in South Korea has not yet threatened the safety of the lives of Muslims 

there, this condition shoul be monitored so that its impact does not spread or grow to be even 

greater. 

 

Islamophobia in the Region and the Role of ASEAN 

Departing from the explanation of the historical background and the theory of Sabri Ciftci (2012) 

regarding the components of Islamophobia, the researcher tries to classify the causal factors and 

conditions that encourage Islamophobia in India, Myanmar, Thailand and South Korea as in table 

1 below. 

 

Table 1 – The Causal Factors and The Components of Islamophobia 

The Causes & 

The Components 

Islamophobia 

India Myanmar Thailand Korea Selatan 

Causal Factors • Historocal 

background of 

colonialism by 

the British 

• The separation of 

India and 

Pakistan 

• Historocal 

background of 

colonialism by 

the British 

• The powerful 

influence of the 

Junta Military 

• Islam-based 

separatist 

movement in 

the border area 

with Malaysia 

• Racism and the 

strengthening 

• Racism with 

xenophobia 

background 

• Western media 

broadcasting 

acts in Western 

countries after 
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• Acts of terrorism 

in Western 

countries after 

9/11 

• Racism and the 

strengthening 

nationalism in 

Buddhism  

nationalism in 

Buddhism 

9/11. 

Islam is seen as 

separate and 

perceived as “the 

other.” 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Islam is perceived 

as an inferior 

towards the 

Western countries. 

✓ 

 

✓ 

 

- 

 
✓ 

 

Islam is associated 

with violence, 

aggressive actions, 

threats, and as 

terrorism 

supporters. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

Islam is seen as a 

political ideology 

and is often used 

for political gain. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

 

- 

 

Hostility towards 

Islam and Muslim 

for discriminatory 

justification. 

✓ 

 

✓ 

 

✓ ✓ 

 

 

From the explanation above, we can see that anti-Islam sentiments in India, Myanmar and 

Thailand had existed before the Al Qaeda attack on the US in 2001. In fact, the seeds of hatred 

against Muslims in India and Myanmar have emerged since the days of British colonialism in 

South Asia and South-East Asia. The emergence of AQ in the late 1990s and ISIS in 2013 further 

justify the pre-existing Islamophobia. Only Islamophobia in South Korea can be attributed to 

acts and terror groups based on Islam. That, too, is primarily due to xenophobia, coupled with 

South Korea's proximity to Western countries, and the powerful influence of Western media in 

this country. 

There are some similarities regarding the Islamophobic component in these four countries 

in the Indo-Pacific region. First, the government and society in the four countries view Islam as 

a different society. The link between politics and the majority religion that dominates these 

countries' socio-political and economic life triggers Islamophobia. India has a majority 

population of Hindus, Myanmar and Thailand have Buddhism and South Korea is a majority 

atheist but heavily influenced by Protestant Christian groups. Moreover, it turns out that the 
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majority religion is then used as the basis for identity and nationalism in these countries, making 

it easy for people in these four countries to identify Muslims as a different group. 

Based on the difference between the majority and the minority, political leaders in power 

tend to make a difference between the majority and minority groups by providing convenience 

and privileges to the majority group. As happened in India, the wave of protests by Muslims 

against guarantees of citizenship which seemed to benefit Hindus was not supported by any 

political parties in India. (Ahmed, 2020) Most likely, this happened since the voices of Muslims 

were insignificant to the interests of political parties in India. 

Second, Islamophobia also take place in the above four countries as Islam is often 

associated with violent behaviour, aggressiveness, threatening and supporting terrorism. The 

governments of India, Myanmar and Thailand must face directly conflicts with Muslims in their 

countries. Such a perception is then used as a justification by the government to act decisively 

against the Muslims in their countries. Although the South Korean government does not have a 

direct conflict with Muslims, the South Korean government's close relationship with the US and 

the influence of the Western media have exaggerate the negative thoughts of South Koreans 

toward Muslims.  

Third, except in South Korea, Islamophobia appeared since Islam is seen as a political 

ideology and is often used for political gain. The separation of India and Pakistan in 1948 based 

on religion and the emergence of the Rohingya separatist movements in Myanmar and Pattani in 

Thailand confirm this Islamophobic component. Lastly, hostility towards Islam and Muslims is 

a justification for discriminatory actions that trigger Islamophobia in India, Myanmar, Thailand 

and South Korea. When Muslims are seen as something "other and different" plus aggressive 

actions from Muslim groups for various reasons, then all of that will trigger hostility towards 

Muslims. Especially if that "something different" is related to the issue of majority-minority 

groups such as in India, Myanmar and Thailand. This hostility encourages discriminatory actions, 

ranging from less dangerous levels such as rejection in South Korea to hate speech on social 

media. Even in some countries, such as India, Myanmar and Thailand, these actions escalated 

into actual violence, expulsions and mass killings.  

The strong political influence and domination of the majority religious group in people's 

lives make Islamophobia in the Indo-Pacific region need to be addressed with caution. 

Islamophobia in India, Myanmar and Thailand has posed a threat to human security and national 

security in the form of riots, religious conflicts and separatist movements. In some cases of 

Islamophobia in the four countries, the state government seems to be ignoring and even 

deliberately making policies and regulations that give privileges to the majority religious group 
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and harm the Muslims in their country. Therefore, it provokes support for Muslims from other 

countries, such as Indonesia and Malaysia for the Rohingya and Pattani, and subsequently leads 

to conflicts between countries. Seeing that situation as a threat, international or regional 

organizations must take joint statements to maintain stability and deal with the impact of 

Islamophobia. 

Among all regional organizations in the Indo-Pacific region, ASEAN is one of the 

organizations closest to the existence of the Islamophobic phenomenon in the region. Myanmar 

and Thailand are ASEAN members. India and South Korea are important and strategic partner 

countries for ASEAN, and the members of ASEAN +6. So far, ASEAN is considered to have 

succeeded in achieving the goal of its formation since 1967, namely maintaining peace, security 

and stability in the region. ASEAN has also developed political, security, economic, and socio-

cultural cooperation among its member countries and other countries that are strategic partners. 

As an organization in the region, ASEAN concerns about national and regional security as 

well as human security. Therefore, ASEAN has formed a commission that deals explicitly with 

human rights - the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) - since 

2009. From here, the issue of Islamophobia that occurs in member countries and their partners 

becomes essential for ASEAN to pay attention to. However, ASEAN faces three challenges 

related to its internal conditions and the principles recorded in the ASEAN Charter: (1) the 

principle of non-intervention in the domestic affairs of its member countries, (2) the principle of 

centrality amid numerous bilateral and multilateral cooperations among countries and its 

members, and (3) the weakness of the ASEAN Human Rights Commission, especially in dealing 

with the Rohingya issue. 

Regarding the principle of non-intervention, there are concerns that ASEAN will not be 

able to overcome Islamophobia in the region. Regarding this matter, Indra and Utama (2018) 

stated that the determination to adhere to this principle made ASEAN unable to impose strict 

sanctions on Myanmar and Thailand. So how can ASEAN, in its capacity, deal with 

Islamophobia without having to change or violate the code of principles held as the basis for the 

organization's establishment?  

Haacke (2008) said that organizations such as ASEAN prefer diplomacy and "peer 

pressure" rather than imposing sanctions to deal with undesirable situations from their member 

countries owing to the fact that the principle of non-intervention limits them. Therefore, more 

intensive diplomacy by maximizing capacity building is an alternative for ASEAN to maximize 

its instruments in managing Islamophobia issues that harm stability in the region. Moreover, 
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ASEAN might focus more on the problem solving of human security due to Islamophobia in a 

collaborative way instead of blaming certain parties.  

To overcome the challenge of ASEAN centrality, it is necessary for ASEAN members and 

partners to expand the realm of diplomacy, and the level of diplomacy to increase capacity in 

dealing with negative issues. Thus, ASEAN is not stuck on just one path. Efforts to solve a 

problem can also be obtained from other paths in other fields. (Julianto, Mulyaman, and 

Damarcanti 2022) Therefore, multilevel, multidisciplinary, and multidimensional special 

diplomacy in ASEAN schemes and mechanisms can be utilized to demonstrate the central role 

and ASEAN's capacity to discuss and find solutions to various problems that threaten peace, 

security and stability in the region, including the consequences of Islamophobia. 

Regarding the weakness of the ASEAN Human Rights Commission, the Rohingya issue is 

ASEAN's biggest challenge. If the issue remains unresolved, the possibility of human rights 

violations will continue to happen. In this case, institutional strengthening is needed, especially 

at the ASEAN Human Rights Commission. This can be done by building the proper structure, 

selecting competent and trusted people to sit in the structure and developing the necessary 

instruments, including the mechanism for giving reprimands and building senses of urgency. 

Itasari (2020) optimistically said that with the establishment of the ASEAN Human Rights 

Commission, memberstates should prefer a regional solution to an international one. Governance 

and problem-solving mechanisms in the region are more likely to be chosen seeing that the rules 

adhere to the regional countries' conditions. 

 

 

CONCLUSION 

 

Islamophobia in the Indo-Pacific region, especially in India, Myanmar, Thailand, and 

South Korea, cause unpleasant consequences for Muslims in these countries. Muslims 

experience discrimination, rejection, acts of persecution, and even expulsion and murder, 

although with different levels and backgrounds. Except in South Korea, Islamophobia had 

existed before the emergence of the religious-based terrorism phenomenon brought by Al Qaeda 

and ISIS. This is related to the historical background, which has been noticeeable by conflicts 

between religious communities, tensions between the majority and minority groups and the 

Islamic religion-based separatism movement. The rise of terrorist attacks based on Islam after 

2001 exacerbated the pre-existed tension and discrimination. Islamophobia that appears in the 

Indo-Pacific region accordingly threatens national security, regional stability and human 
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security. Therefore, ASEAN as a key actor in the region needs to take strategic steps to deal with 

the Islamophobic threat with following actions: 

o Ensuring that the ASEAN Charter and the ASEAN Declaration of Human Rights that 

have been agreed upon since 2012 are truly implemented by taking into account the 

respect, promotion and protectio of the fundamental rights of ASEAN citizens, including 

the principles of democracy, the rule of law and good governance. However, respect, 

promotion and protection of these human rights still need to adjust with other human 

freedoms, national security, public order, health, comfort, and public morality, as well as 

the common welfare in a democratic society. 

o Conducting special approaches and dialogues with member countries and partner 

countries, including India and South Korea, which are experiencing humanitarian crises 

with an Islamophobic background. This can be done through the ASEAN mechanism and 

extraordinary mechanisms that are carried out gradually, systematically and continuously 

to build mutual trust and find the best solution for Muslims who have experienced 

physical violence, especially in Myanmar, Thailand and India. 

o Bringing and discussing the issue of human rights violations and humanitarian crises with 

an Islamophobic face into several dialogue/conference mechanisms owned by ASEAN. 

Both were attended by ASEAN member countries and partner countries such as India and 

South Korea.  

o Strengthening the ASEAN agencies, particularly in the ASEAN Human Rights 

Commission in dealing with human rights violations, including issues related to 

Islamophobia in member and partner countries. 
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No Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Kegiatan Pengenalan 

Kehidupan Kampus bagi 

Mahasiswa Baru (PKKMB) 

di Akademi Perawatan RS 

PGI Cikini, 1 September 

2021. 

Pemahaman tentang 

Pancasila, UUD 1945 dan 

Bhineka Tunggal Ika 

Daring, 1 Sept 2021 

2 Webinar Ruang Rasional 

Special Edition, “New 

Southern Policy of South 

Korea to Indonesia and 

Beyond: Fostering People to 

People Relation for A 

Sustainable Cooperation,” 

Fisipol Thinkers Club  

New Southern Policy & 

Regional Political and 

Security Dynamics 

Daring, 5 Juli 2021 

3 Webinar Nasional dengan 

tema “Kompetensi Literasi 

Pendidik di Era Industri 4.0 

dan Society 5.0,” STT IKAT 

Jakarta 

Strategi Meningkatkan 

Kompetensi Literasi Dosen 

dalam Pembelajaran Online 

Daring, 4 Juni 2021 

http://ejournal.uki.ac.id/index.php/
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/
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4 Expert Meeting yang 

diselenggarakan oleh 

Imparsial bersama Kontras, 

Amnesty International 

Indonesia, Elsam, LIPI dan 

PGI  

Analisa Penetapan Kelompok 

Kekerasan Bersenjata Papua 

sebagai Teroris 

Daring, 2 Juni 2021 

5 Webinar Nasional Pengurus 

Pusat GMKI dengan Topik, 

”Palestina-Israel dalam 

Perspektif Human Rights 

and Justice” 

Konflik Israel-Palestina 

dalam Perspektif Hukum 

Internasional dan HAM 

Daring, 27 Mei 2021 

6 International Conference on 

India and Southeast Asia 

(ICISA) 2021, JNU, India 

India – Indonesia Maritime 

Cooperation: Promoting 

Maritime Safety and Security 

Daring, 27 Maret 

2021 

7 Outlook Indonesia 2021: 

Peluang dan Tantangan di 

Bidang Ekonomi, Sosial 

Politik dan Hukum 

Outlook: Sosial: Politik dan 

Keamanan di Indonesia di 

Tahun 2020 dan Peluang & 

Tantangan di Tahun 2021 

Daring, 18 Des 2020 

8 Study Meeting DPP PIKI Peran Strategis Lembaga 

Keumatan Kristen di 

Indonesia 

Daring, 17 Des 2020 

9 Webinar Nasional HKBP 

Merak Samarinda & Visi 

Indonesia Unggul 

Spiritualitas & Nasionalisme 

NKRI 

Daring, 28 Nov 2020 

10 Seminar Nasional Daring 

“Radicalism by Order” 

Radicalism by Order Daring, 14 Agustus 

2020 

11 Diskusi Ilmu Komunikasi 

Vol. 9  

Praktik Komunikasi Dalam 

Konflik dan Perdamaian 

Antar Agama 

Daring 3 Juli 2020 

12 Orasi, Talk Show dan Seni 

Budaya DPD PIKI Jawa 

Barat 

Tangkal Radikalisme dan 

Terorisme 

Wisma Sejahtera 

Bandung, 28 Januari 

2020 

13 Seminar Nasional Kebijakan 

Luar Negeri Pemerintah 

Joko Widodo di Asia Pasifik 

Politik Luar Negeri Indonesia 

di Indo Pasifik 

UKSW, Salatiga, 27 

Nov,mber 2019 

14 FGD Peluang dan Tantangan 

Keketuaan ASEAN  

Peluang dan Tantangan 

Konsepsi Keketuaan ASEAN 

bagi Indonesia dalam Koridor 

Indonesia Maju 2019-2024 

Kantor Sekretariat 

Kabinet, 21 Nov 

2019 

15 3rd Grandview-ASEAN 

Think Tank Dialogue 

diselenggarakan oleh 

Grandview Institution, 

Beijing 

Blue Economy Partnership 

between China and ASEAN 

Countries 

Xianjiang, China, 31 

Okt-1 Nov 2019 

16 7th International Conference 

on Asian Studies 2019 

Indo-Pacific Connectivity: 

Toward Competition of 

Cooperation 

Kathmandu Nepal 

pada tanggal 21-22 

Okt 2019 

17 Seminar “Law and Politics 

of Freedom of Religion in 

Asia,” yang diselenggarakan 

Worship Restrictions in 

Democratic States: Religious 

Freedom Vs Religious 

Singapore, 12-14 

Des 2018 
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oleh Faculty of Law, 

National University of 

Singapore 

Harmony in Indonesian 

Reform Era 

18 Forum on the Frontier Issues 

of Global Ocean Governance 

diselenggarakan oleh 

Grandview Institution, 

Beijing 

ASEAN-China Maritime 

Cooperation: Maintaining 

Regional Security and 

Stability 

Xiamen, China, 2-4 

Nov 2018 

19 Kuliah Umum Awal Tahun 

Akademik Sekolah Tinggi 

Theologi IKAT 

Peran Perguruan Tinggi 

Dalam Melakukan Deteksi 

Dini Terhadap Radikalisme 

dan Terorisme 

STT IKAT, Jakarta, 

4 Agustus 2018 

20 Oxford Symposium on 

Religious Studies 

Muslim-Christian 

Relationship in Indonesian 

Reform Era Within the 

Framework of Democracy: 

Case Study of Bandung, 

Bekasi and Bogor (1998-

2015) 

University Church, 

Oxford, UK, 4-6 

Desember 2017 

21 International Conference on 

Social Political Sciences 

Muslim-Christian 

Relationship in Indonesian 

Reform Era Within the 

Framework of Democracy 

UIN Syarif 

Hidayatullah, 

Jakarta, 14 

November 2017 

22 Academic Conference on 

Islamophobia and Violent 

Extremism diselenggarakan 

oleh Center for Conflict 

Studies and Cultural 

Diversity (CSCD), Thailand 

Islamophobia in Indonesia Prince of Songkla 

University, Pattani, 

Thailand, 30 Juli  - 1 

Agt 2017 

 

I. Karya Buku  

No. Judul Buku 
Tahun Jumlah 

Halaman 

1 

Deradikalisasi, Kontra Radikalisme & 

Deideologisasi: Radikalisme pada Komunitas 

Non-Islam 

2018  

2 Ancaman dan Strategi Penanggulangan 

Terorisme di Dunia dan Indonesia 

2017  

3    

 

J. Hak Cipta/Hak Paten 

No.  Tahun Nama Hak Cipta/Hak Paten No. Registrasi 

1 

2017 

HAKI Ancaman dan Strategi 

Penanggulangan Terorisme di 

Dunia dan Indonesia 

EC00201805012 

2    

3    

 

K. Pengalaman Prestasi yang dicapai  
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Tahun Jenis /Nama Kegiatan Peran Tempat 

2018 21 Tokoh Kristiani versi Majalah 

Narwastu 

Tokoh Kristiani Indonesia 

2018 10 Besar Dosen Terbaik LL Dikti 3 Dosen Berprestasi LL Dikti 

Wilayah 3 

2017 Dosen Terbaik UKI Dosen berprestasi UKI Jakarta 

 

L.  Kegiatan Penunjang  

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Dialog Virtual Kawanua TV, 

Topik “Pengaruh Konflik 

Palestina Israle?”, 20 Mei 2021 

2021 Narasumber TV Kawanua, 20 Mei 

2021 

2 Program Apa Kabar Indonesia 

Pagi, TV One, Segmen “Surat 

Wasiat Pelaku Teror, Sahihkah?”  

2021 Narasumber TV One, 2 April 2021 

3 Akreditasi Perguruan Tinggi 

(APT) Universitas Kristen 

Indonesia 

2020 Anggota SK Rektor UKI No. 

13/UKI.R/SK/OTL.3/20

20 

4 Review Artikel pada Jurnal 

Ilmiah dalam Pengurusan JJA 

Dosen Prodi HI a/n VL. Sinta 

Herindrasti, MA 

2020 Reviewer Surat Tugas Dekan 

Fisipol No. 

400/UKI.F7.D/PP.1.6.4/

2020 

5 Review Artikel pada Jurnal 

Ilmiah dalam Pengurusan JJA 

Dosen Prodi HI a/n Dr. 

Sidratahta Mukhtar, M.Si 

2020 Reviewer Surat Tugas Dekan No. 

387A/UKI.F7.D/PP.1.6.4

/2020 

6 Review Artikel pada Jurnal 

Ilmiah dalam Pengurusan JJA 

Dosen Prodi HI a/n Budi 

Chrismanto Sirait, M.A 

2020 Reviewer Surat Tugas Dekan 

Fisipol No. 

302B/UKI.F7.D/PP.1.6.4

/2020 

7 Review Artikel pada Jurnal 

Ilmiah dalam Pengurusan JJA 

Dosen Prodi HI a/n FX Gian Tue 

Mali 

2020 Reviewer Surat Tugas Dekan 

Fisipol No. 

400/UKI.F7.D/PP.1.6.4/

2020 

8 Gugus/Kelompok/Cluster/Rump

un Mata Kuliah Kurikulum Prodi 

HI 2020-2024 mengacu pada 

KKNI 

2020 Kordinator 

Kelompok 

Keilmuan/ 

Cluster 2 

Surat Tugas Ketua Prodi 

Hubungan Internasional 

Fisipol UKI No. 

001/ST/Ka.Prodi 

HI/07.2020 

9 Review Artikel pada Jurnal 

Ilmiah dalam Pengurusan JJA 

Dosen Prodi HI a/n Dr. Osbin 

Samosir, M.Si 

2019 Reviewer Surat Tugas Dekan No. 

313A/UKI.F7.D/PP.1.6.4

/2019 

10 Review Artikel pada Jurnal 

Ilmiah dalam Pengurusan JJA 

Dosen Prodi HI a/n Dr. 

Verdinand Robertua, M.Soc., Sci 

2019 Reviewer Surat Tugas Dekan No. 

310A/UKI.F7.D/PP.1.6.4

/2019 
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11 Gugus/Kelompok/Cluster/Rump

un Mata Kuliah Kurikulum Prodi 

HI 2020-2024 mengacu pada 

KKNI 

2019 Kordinator 

Kelompok 

Cluster 

Teori 

Surat Tugas Ketua Prodi 

Hubungan Internasional 

Fisipol UKI No. 

002/ST/Ka.Prodi 

HI/09.2019 

 

K. Kegiatan Pada Bidang Penjaminan Mutu 

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Gugus Penjaminan Mutu 

Fisipol UKI 

2021 Ketua SK Rektor No. 

26/UKI.R/SK/SDM.8/2021 

2 Audit Mutu Internal UKI 2020 Auditor dan 

Auditi 

SK Rektor No. 

16/UKI.R/SK/HKP.3.4/2020 

3 Audit Mutu Internal UKI 2018 Auditor dan 

Auditi 

Surat Tugas Rektor No. 

69/UKI.R/SDM.3.5/2018 

4 Audit Mutu Internal UKI 2016 Auditor dan 

Auditi 

Surat Tugas Rektor No. 

UN/43/01/04.2016 

 

L. Kegiatan Profesional  

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Penyusunan Indeks Persepsi 

Kesiapan Aparatur Negara dalam 

Penanggulangan Terorisme 

2021 Narasumber/ 

Akademisi 

Kegiatan 

dilaksanakan oleh 

BNPT 

2 8th International Conference on 

Asian Studies (ICAS) 2020 

2020 Panelis Juri Diselenggarakan oleh 

International Center 

for Research and 

Development (ICRD) 

Srilanka 

3 Sebagai Pengajar dalam Sekolah 

Kebijakan Publik Online dengan 

topik “Diplomasi dan Politik Luar 

Negeri” 

2020 Pembicara Diselenggarakan oleh 

Rumah Milenial 

Indonesia, 10 Juli 

2020 

4 Wawancara Studio Deputi VII 

BIN, dengan topik, “Mencekal 

Gerakan Radikalisme di Tengah 

Wabah Pandemi Covid-19. 

2020 Narasumber Undangan dari 

Deputi VII BIN 

5  Workshop Penyusunan 

Kurikulum Program Doktoral By 

Research 

2020 Narasumber Diselenggarakan 

olenh Sekolah Tinggi 

Ilmu Kepolisian 

(STIK) Jakarta 

6 FGD Program Doktoral by 

Research 

2020 Narasumber Diselenggarakan oleh 

Sekolah Tinggi Ilmu 

Kepolisian (STIK) 

Jakarta 

7 Konferensi Gereja dan Masyarakat 

(KGM), dengan topik “Hubungan 

2019 Pembicara Diselenggarakan oleh 

Persatuan Gereja-
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Islam-Kristen di Indonesia pada 

Era Reformasi, 

gereja di Indonesia 

(PGI) 

8 Fellowship Gereja Kristen 

Getsemani dan Seminar 

“Antisipasi Tahun Politik di 

Indonesia dengan Encountering 

Tahta Allah”  

2018 Pembicara Diselenggarkaan oleh 

Gereja Kristen 

Getsemani Jakarta 

9 Penyuluhan dan Sosialisasi 

“Deteksi Dini Terorisme dan 

Radikalisme” kepada Pemda dan 

Masyarakat Sulawesi Utara 

2017 Pembicara Kegiatan 

dilaksanakan oleh 

Pemda Sulawesi 

Utara 

10 Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Sistem Keamanan 

Lingkungan Tempat Ibadah dalam 

Menghadapi Ancaman Terorisme 

2017 Anggota/ 

Penyusun SOP 

Kegiatan 

dilaksanakan oleh 

BNPT 

11 Penyusunan Buku Panduan 

Pengamanan Obyek Vital 

(Bandara) dalam Menghadapi 

Ancaman Terorisme 

2016 Anggota/ 

Penyusun SOP 

Kegiatan 

dilaksanakan oleh 

BNPT 

12 Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Admnistrasi Pemerintah 

tentang Pengawasan Ancaman 

Terorisme di Wilayah Perbatasan 

2015 Anggota/ 

Penyusun SOP 

Kegiatan 

dilaksanakan oleh 

BNPT 

13 Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Sistem Keamanan 

Lingkungan Destinasi Wisata 

dalam Menghadapi Ancaman 

Terorisme 

2015 Anggota/ 

Penyusun SOP 

Kegiatan 

dilaksanakan oleh 

BNPT 

14 Penyusunan Modul “Standar 

Pembinaan Napi Terorisme” 

Jakarta, Juni 2015 

2015 Anggota/ 

Penulis Modul 

Kegiatan 

dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan, 

Kementerian Hukum 

dan HA RI, 

 

M. Sertifikasi Profesional  

No Jenis Kegiatan Tahun 

1 2 3 

1 Sertifikasi Dosen 2015 

2   
 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.   

         Jakarta, 30 Sept 2021 

 
`                         Angel Damayanti  
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BIODATA – VERDINAND ROBERTUA 

A.  Identitas Diri 

1. Nama Lengkap Verdinand Robertua 

2. Jenis Kelamin Laki-Laki 

3. NIP 131983 

4. NIDN 0314038602 

5. JaFa/Gol Lektor/IIIB 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Bengkalis, 14 Maret 1986 

7. Email verdinand.robertua@gmail.com 

8. Nomor Telepon/HP 082298588022 

9. Nama Institusi Tempat Kerja Universitas Kristen Indonesia 

10. Alamat Kantor Jl. Mayjen Sutoyo 2, Cawang, Jakarta 

11. No Telp Kantor (021)80886884 

12. Bidang Keahlian Politik Lingkungan, Diplomasi Lingkungan 

 
B.  Pendidikan Terakhir 

Nama Program Studi/ 
Perguruan Tinggi 

Universitas Padjajaran 

Bidang Ilmu Hubungan Internasional 

Tahun Masuk-Lulus 2014-2018 

Judul Disertasi The Handling of Transboundary Haze Pollution in Southeast 
Asia 
(A Case Study in Indonesia – Singapore – Malaysia Border) 

Nama Pembimbing/ 
Promotor 

Prof. Dr. Obsatar Sinaga 

 
C.  Pengalaman Struktural 
 

No Struktural Mulai Tahun 

1 Wakil Dekan Fisipol UKI 2018 

2 Pjs. Dekan Fisipol UKI 2021 

 

D. Pengalaman Penelitian 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta) 

mailto:verdinand.robertua@gmail.com
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1 2020 Perspektif Keamanan Maritim dalam Studi 

Kasus Deepwater Horizon 
UKI 25.000.000 

2 2019 Peran ASEAN dalam Keamanan Maritim di 

IndoPasifik 

UKI 25.000.000 

3 2018 The dynamic of the European Union 

Environmental Diplomacy: 

Case Study of the eu-indonesia palm oil 

dispute 

UKI 7.500.000 

4 2017 The deconstruction & reconstruction of global 

environmental governance: case study of peat 

restoration agency 

UKI 7.500.000 

 

E.  Pengalaman Pengabdian Masyarakat 
 

No Tahun Judul Pengabdian Masyarakat Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta) 

1 2021 PkM Penanaman Bibit Pohon Buah di 

Kali Cakung, Bekasi 
UKI 7.000.000 

2 2020 PkM BantarGebang, Bekasi Mandiri 3.000.000 

3 2019 PkM Wanareksa di Pulau Panggang, 

Kepulauan Seribu 
UKI 8.000.000 

4 2019 Pendidikan Politik bagi Generasi Milenial di 

SMA Global Prestasi School 
UKI 8.000.000 

5 2019 Live-in Pulau Tidung, Kepulauan Seribu UKI 8.000.000 

 

F. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/No/ 

Tahun 

Nama Jurnal 

1 The Rise and the Fall of Indonesia’s 

Climate Diplomacy: Case Study of Joint 

Crediting Mechanism in Indonesia 

Vol.9/No.1/20

20 

Jurnal Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

2 Indonesia Environmental Diplomacy 

Reformed: Case Studies of Greening 

ASEAN Way and Peat Restoration 
Agency 

Volume 8, Isu 

1, 2019 

Andalas Journal of 

International Studies 
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3 Special zone for Ship Washing in 

Transboundary Marine Pollution 

Reduction at Malaka Strait 

Volume 20, 

Isu 2, 2019 

Sociae Polites 

4 Pendidikan Politik Bagi Generasi 

Milenial di SMA Global Prestasi, 
Kalimalang, Bekasi Barat 

Volume 1, Isu 

2 April, 2019 

ComunitÃ Servizio 

5 The Reconstruction of Indonesia's 

Mangrove Diplomacy 
Volume 13, 

Isu 2, 2019 

Global Strategis 

6 Reasoning Criminal–Implikasi Limbah 

Hasil Operasional Kapal Terhadap 
Ekosistem Laut di Selat Malaka 

Volume 3, Isu 

2, 2019 

Jurnal Asia Pacific 

Studies 

7 The Deconstruction and Reconstruction 

of Global Environmental Governance: Case 

Study of Peat Restoration Agency 

Volume 2, Isu 

2, 2018 

Jurnal Asia Pacific 

Studies 

8 From Stockholm to Rio: Critical Reading of 

Global Environmental Governance 
Volume 2, Isu 

2, 2018 

AEGIS: Journal of 

International 

Relations 

9 Environmental studies of English School: 

case study of forest fires in Indonesia and 

transboundary haze in Southeast Asia 

Volume 6, Isu 

1, 2018 

Journal of ASEAN 

Studies 

10 The Crisis of International Law in 

International Political Economy: Case Study 

of South China Sea Dispute 

Volume 1, Isu 

1, 2017 

Jurnal Asia Pacific 

Studies 

11 The Victory of Pluralism: The Role of 

International Law in The South China Sea 

Dispute 

Volume 3, Isu 

1, 2017 

Sospol: Jurnal 

Sosial Politik 

12 RSPO, ISPO and Global Environmental 

Governance:An English School 

Perspective 

Volume 6, Isu 

1, 2017 

Jurnal Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta 

13 Multi-stakeholder Initiative for 

Sustainable Development: An English 
School Perspective 

Volume 2, Isu 

1, 2017 

Sospol: Jurnal 

Sosial Politik 

14 The Role of Media in the United States 

Environmental Diplomacy: A Case Study 

of Oil-Spill Disaster in Deepwater 

Horizon Film 

Volume 2, 

Issue 1 

Journal of 

International 

Studies on 

Energy Affairs 

 

G.  Pengalaman Penelitian Bersama Mahasiswa 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/No/Tahun Nama Jurnal 

1    

http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/1272
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/1272
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/1272
https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/15093/8706
https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/15093/8706
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1347
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1347
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/1347
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/789
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/789
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/789
http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/789
http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AEGIS/article/view/429
http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AEGIS/article/view/429
http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AEGIS/article/view/429
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/63249
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/63249
https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/63249
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4966
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4966
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4966
http://202.52.52.22/index.php/sospol/article/view/4763
http://202.52.52.22/index.php/sospol/article/view/4763
http://202.52.52.22/index.php/sospol/article/view/4763
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2    

3    

 
H.  Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah 

No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 

1    

2    

3    

 
I.  Karya Buku 

No. Judul Buku 
Tahun Jumlah 

Halaman 

1 
Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi 

Kasus 

2020 182 

2 Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa dan 

Realita 

2018 184 

 

J.  Hak Cipta/Hak Paten 

No. Tahun Nama Hak Cipta/Hak Paten No.Registrasi 

1 2020 Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi 

Kasus 

EC00201846203 

2 2018 Diplomasi Lingkungan Indonesia: Antara Asa 

dan Realita 

EC00202022508 

3    

 
K.  Pengalaman Prestasi yang dicapai 

Tahun Jenis /Nama Kegiatan Peran Tempat 

    

    

 

L.  Kegiatan Penunjang 

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
M.  Kegiatan Pada Bidang Penjaminan Mutu 
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No Jenis 

Kegiatan 

Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 

N.  Kegiatan Profesional 

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

O.  Sertifikasi Profesional 

No Jenis 

Kegiatan 

Tahun 

1 2 3 

1 Sertifikasi Dosen 2017 

2   

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 

Jakarta, 20 Oktober 2021 

 

 

 

 

 Verdinand Robertua 



 

BIODATA – DARYNAUFAL MULYAMAN 

 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si. 

2. Jenis Kelamin L 

3. NIP 201731 

4. NIDN 0312099302 

5. JaFa/Gol III/A 

6. Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta/12 September 1993 

7. Email darynaufal.mulyaman@uki.ac.id 

8. Nomor Telepon/HP 087878371371 

9. Nama Institusi Tempat Kerja Prodi Ilmu Hubungan Internasional – FISIPOL UKI 

10. Alamat Kantor Gedung A-B UKI, Jl/ Mayjend Soetoyo No.2, 

Cawang, Jakarta 

11. No Telp Kantor (021) 8092425 

12. Bidang Keahlian Kajian Korea, Kajian Asia Timur, Kajian Asia 

Pasifik, Kajian Pembangunan, Ekonomi Politik 

Internasional 

 

B. Pendidikan Terakhir 

Nama Program Studi/ 

Perguruan Tinggi 

Universitas Indonesia 

Bidang Ilmu Hubungan Internasional 

Tahun Masuk-Lulus 2017-2019 

Judul Disertasi Perception of Cia-Cia Tribe Students in Bau-Bau Toward 

South Korea: Analysis of Response to South Korean 

International Aid 

Nama Pembimbing/ 

Promotor 

Asra Virgianita, Ph.D. 

 
C. Pengalaman Struktural 

No Struktural Mulai Tahun 

1   

2   

3   

mailto:darynaufal.mulyaman@uki.ac.id
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D. Pengalaman Penelitian 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta) 

1 2021 The Perception of Cia-Cia Tribe 

Students in Southeast Sulawesi toward 

South Korea: 

The Case of Education Aid for Cia-

Cia Languange Preservation 

- - 

2 2021 Hyundai Investment on Electric 

Vehicles in Indonesia: a Push-Pull 

Factor Analysis 

- - 

3 2021 Comparison Analysis of 

Developmentalism in Globalization Era: 

Indonesia Joko Widodo’s Presidency 

(2014-2019) and South Korea Moon Jae-

In Presidency (2017-2020) 

-  

4 2020 South Korea’s Decision on COVID-19 

Aid to Indonesia: An Engagement Effort 

for Its New Southern Policy 

- - 

5 2020 The Post - Pandemic Economic - 

Interdependence Conundrum of 

CPO-based Industry: The Case of 

Sustainable Korean Food and 

Cosmetic Industry 

- - 

6 2020 Between Marketing and Online Soft 

Diplomacy: Assessing South Korean 

Health and Beauty Products Expansions 

in Indonesia 

- - 

7 2020 Decentralization And Corruption In Post 

- 1998 Crisis Asia In IMF Assistance 

Receiver Country 

- - 

8 2019 Pendekatan Behavioralisme dan Kendala 

Perundingan Indonesia-Korea 

Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IK-CEPA) 

- - 

9 2018 Lee Myung Bak’s Choice on Sunshine 

Policy: South Korean National Interests 

and North Korean Threat 

- - 
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E. Pengalaman Pengabdian Masyarakat 

No Tahun Judul Pengabdian Masyarakat Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta) 

1 2015 Tim KKN UGM di Kepulauan Seribu, 

DKI Jakarta 

UGM - 

2 2020 Pandemi COVID-19 dalam Perspektif 

Keamaman Global: Dampak Ekonomi-

Sosial dan Protokol Pencegahan 

HI UKI - 

3 2020 Mengambil Pelajaran dari Konflik dan 

Kekerasan di Yaman: Pluralisme dalam 

Kehidupan Bermasyarakat, Bernegara, 

dan Berbangsa 

HI UKI - 

4 2020 Membangun Generasi Pemimpin di Era 

Revolusi Industri 4.0 Menuju Society 

5.0 

HI UKI - 

 

 

F. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/No/ 

Tahun 

Nama Jurnal 

1 The Perception of Cia-Cia Tribe Students in 

Southeast Sulawesi toward South Korea: 

The Case of Education Aid for Cia-Cia 

Languange Preservation 

15/1/2021 Global Strategis 

2 Hyundai Investment on Electric Vehicles 

in Indonesia: a Push-Pull Factor Analysis 

5/2/2021 Intermestic 

3 Comparison Analysis of 

Developmentalism in Globalization Era: 

Indonesia Joko Widodo’s Presidency 

(2014-2019) and South Korea Moon 

Jae-In Presidency (2017-2020) 

3/1/2021 JISOP 

4 South Korea’s Decision on COVID-19 Aid 

to Indonesia: An Engagement Effort for Its 

New Southern Policy 

 

48/4/2020 

Indonesian 

Quarterly CSIS 

5 The Post - Pandemic Economic - 

Interdependence Conundrum of CPO- 

based Industry: The Case of Sustainable 

Korean Food and Cosmetic Industry 

21/3/2020 Sociae Polites 

Journal Universitas 

Kristen Indonesia 

6 Between Marketing and Online Soft 

Diplomacy: Assessing South Korean 

11/1/2020 Jurnal Kajian 

Kewilayahan LIPI 
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Health and Beauty Products Expansions 

in Indonesia 

7 Decentralization And Corruption In Post 

- 1998 Crisis Asia In IMF Assistance 

Receiver Country 

3/2/2020 Jurnal Asia Pacific 

Studies Universitas 

Kristen Indonesia 

8 Pendekatan Behavioralisme dan Kendala 

Perundingan Indonesia-Korea 

Comprehensive Economic Partnership 

Agreement (IK-CEPA) 

15/2/2019 Jurnal ISIP Institut 

 

Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik 

9 

 

 

Lee Myung Bak’s Choice on Sunshine 

Policy: South Korean National Interests 

and North Korean Threat 

4/2/2019 Jurnal Sospol 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang 

 

G. Pengalaman Penelitian Bersama Mahasiswa 

No Judul Artikel Ilmiah Volume/No/Tahun Nama Jurnal 

1 The Post - Pandemic Economic - 

Interdependence Conundrum of 

CPO-based Industry: The Case of 

Sustainable Korean Food 

and Cosmetic Industry 

21/3 Sociae Polites 

Journal Universitas 

Kristen Indonesia 

 

H. Publikasi media massa, buku dan/atau bab dalam buku 3 Tahun Terakhir 

No Judul Tahun Halaman Penerbit 

1 Gelombang 

Korea di Masa 

Pandemi COVID-19: 

Peluang Hegemoni 

Budaya Pop Asing di 

Indonesia 

2020 https://utamanews.com/opini/Ge

lombang-Korea-di-Masa-

Pandemi- COVID-19--

Peluang-Hegemoni-Budaya-

Pop-Asing-di-Indonesia 

Utama News.com 

2 Menilik 

Maksimalisasi 

Investasi dan 

Relokasi Industri 

Saat Pandemi 

2020 https://www.jakartaobserver.c

om/2020/10/menilik- 

maksimalisasi-investasi-

dan.html 

The Jakarta 

Observer.com 

3 CSR Perusahaan 

Multinasional Korea 

dan Kekurangan 

Pemerintah RI 

Tangani Pandemi 

Covid-19 

2020 https://asiatoday.id/read/csr-

perusahaan-multinasional-

korea-dan-kekurangan-

pemerintah-ri-tangani-

pandemi-covid-19 

AsiaToday.id 

http://www.jakartaobserver.com/2020/10/menilik-
http://www.jakartaobserver.com/2020/10/menilik-
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4 Indonesia Needs to 

Learn from South 

Korea for COVID- 

19 Handling 

2020 https://en.tempo.co/read/13607

55/indonesia- needs-to-learn-

from-south-korea-for-covid-

19-handling 

Tempo.co EN 

5 A Peculiar Case 

of North Korean 

Succession: What 

Should We Expect? 

2020 http://www.inadis.org/blog/2

020/5/11/a- peculiar-case-of-

north-korean-succession- 

what-should-we-expect 

Indonesian institute 

Advanced 

International 

Studies 

6 Post-Pandemic 

ASEAN-ROK 

Relations:  Is It Time 

for New Southern 

Policy 2.0? 

2020 26-28 ASEAN 

Insights of The 

Mission of 

Republic of 

Korea to 

ASEAN and 

ASEAN Study 

Center of 

7 Financial 

Globalization and 

East Asian Financial 

Crisis: A Global Vie 

2019 64-68 Anthology of 

Indonesian Institute 

Advanced 

International 

Studies. 

 

I. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar Ilmiah 

No Nama Pertemuan 

Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 

Tempat 

1 1st UPH IR Conference 2020 South Korea in the 

Dynamics of Indo-Pacific 

Strategy: Hermit Kingdom 

4.0 

Graduate School. 

of IR-UPH (2020) 

2 THE 5TH INTERNATIONAL 

STUDENT CONFERENCE ON 

HUMANITY ISSUES 2019 

Reflecting Creative 

Economy In East Asia For 

Industrial Revolution 4.0: 

Case Study of South Korea 

and Japang 

Master of 

International 

Relations 

Universitas 

Muhammadiyah 

Yogyakarta (2019) 

3 2018 International Post-

Graduate Student Conference 

(IPGSC), 

Globalization and 

Specialization : How 

South Korean 

Company Win in 

Disruption Era 

Department of 

International 

Relations - Faculty 

of Social and 

Political Science, 

Universitas 

Indonesia 

(2018) 

http://www.inadis.org/blog/2020/5/11/a-
http://www.inadis.org/blog/2020/5/11/a-
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J. Karya Buku 

No. Judul Buku Tahun Jumlah 

Halaman 

 

1 

Bunga Rampai Dinamika Pembangunan 

Berkelanjutan di Asia Pasifik: Pemikiran Pilihan 

Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional 

2021 66 

 

K. Hak Cipta/Hak Paten 

No. Tahun Nama Hak Cipta/Hak Paten No.Registrasi 

1 - - - 

 

L. Pengalaman Prestasi yang dicapai 

Tahun Jenis /Nama Kegiatan Peran Tempat 

- - - - 

 

M. Kegiatan Penunjang 

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 - - - - 

 

N. Kegiatan Pada Bidang Penjaminan Mutu 

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm Kegiatan Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Akreditasi Internasional 2021 Anggota  

2 Pelatihan PEKERTI 2020 Peserta  

3 Pergantian Kurikulum 2020 Koordinator/Anggota  

 

O. Kegiatan Profesional 

No Jenis Kegiatan Tahun Posisi dlm 

Kegiatan 

Keterangan 

1 2 3 4 5 

1 Organisasi Mahasiswa HIMAHI 2020- 

sekarang 

Pembina  

2 Unit Kegiatan Mahasiswa 

’FISIPOL 

Thinkers Club’ 

2020- 

sekarang 

Pembina  

3 Kegiatan Belajar Mengajar 2019- 

sekarang 

Dosen  

4 Riset 2018- 

sekarang 

Peneliti  
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P. Sertifikasi Profesional 

No Jenis Kegiatan Tahun 

1 2 3 

1 Pelatihan PEKERTI 2020 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. 

 

    Jakarta, 20 Oktober 2021 

Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si. 

 

 

 



 

LAMPIRAN 3 – KONTRAK PENELITIAN 

 

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KETUA/ANGGOTA PENELITI (*)  

HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - UNIVERSITAS KRISTEN 

INDONESIA  

(HPPT UKI) 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama    : Angel Damayanti, Ph.D 

NIDN    : 0324107703 

Pangkat/Golongan  : IIID 

Jabatan Fungsional  : Lektor Kepala 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan bahwa saya bersedia menjadi KETUA/ANGGOTA 

PENELITI (*) dalam proposal penelitian Hibah Penelitian Perguruan Tinggi – UKI 2021 dengan 

judul: “Islamofobia di Kawasan Indo Pasifik: Dampak Terhadap Keamanan Nasional dan 

Kawasan Serta Strategi Penanggulangannya” yang diusulkan oleh Ketua Peneliti atas nama 

Angel Damayanti, Ph.D, dengan komitmen sebagai berikut: 

1. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan hingga berakhirnya jangka waktu 

penelitian, 

2. Bersedia berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan penelitian untuk mencapai 

luaran yang telah dijanjikan. 

 

Apabila di kemudian hari ternyata saya tidak bisa memenuhi komitmen tersebut, saya bersedia 

menerima sanksi yang berlaku di UKI. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

Jakarta, 20 Oktober 2021 

Yang menyatakan, 

 
(Angel Damayanti, PhD) 

NIP: 081673 

 

 

 

 

(*) Coret yang tidak perlu 
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KETUA/ANGGOTA PENELITI (*)  

HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - UNIVERSITAS KRISTEN 

INDONESIA  

(HPPT UKI) 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama    : Dr. Verdinand Robertua iIahaan, M.Soc. Sc 

NIDN    : 0314038602 

Pangkat/Golongan  : IIIB 

Jabatan Fungsional  : Lektor  

 

Dengan ini menyatakan kesediaan bahwa saya bersedia menjadi KETUA/ANGGOTA 

PENELITI (*) dalam proposal penelitian Hibah Penelitian Perguruan Tinggi – UKI 2021 dengan 

judul: “Islamofobia di Kawasan Indo Pasifik: Dampak Terhadap Keamanan Nasional dan 

Kawasan Serta Strategi Penanggulangannya” yang diusulkan oleh Ketua Peneliti atas nama 

Angel Damayanti, Ph.D, dengan komitmen sebagai berikut: 

1. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan hingga berakhirnya jangka waktu 

penelitian, 

2. Bersedia berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan penelitian untuk mencapai 

luaran yang telah dijanjikan. 

 

Apabila di kemudian hari ternyata saya tidak bisa memenuhi komitmen tersebut, saya bersedia 

menerima sanksi yang berlaku di UKI. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

Jakarta, 20 Oktober 2021 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

(Dr. Verdinand Robertua Siahaan, M.Soc. Sc) 

NIP: 131983 

 

 

 

 

(*) Coret yang tidak perlu 
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SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KETUA/ANGGOTA PENELITI (*)  

HIBAH PENELITIAN PERGURUAN TINGGI - UNIVERSITAS KRISTEN 

INDONESIA  

(HPPT UKI) 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama    : Darynaufal Mulyaman, S.S., M.Si 

NIDN    : 0312099302 

Pangkat/Golongan  : IIIA 

Jabatan Fungsional  : Tenaga Pengajar 

 

Dengan ini menyatakan kesediaan bahwa saya bersedia menjadi KETUA/ANGGOTA 

PENELITI (*) dalam proposal penelitian Hibah Penelitian Perguruan Tinggi – UKI 2021 dengan 

judul: “Islamofobia di Kawasan Indo Pasifik: Dampak Terhadap Keamanan Nasional dan 

Kawasan Serta Strategi Penanggulangannya” yang diusulkan oleh Ketua Peneliti atas nama 

Angel Damayanti, Ph.D, dengan komitmen sebagai berikut: 

1. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan hingga berakhirnya jangka waktu 

penelitian, 

2. Bersedia berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan penelitian untuk mencapai 

luaran yang telah dijanjikan. 

 

Apabila di kemudian hari ternyata saya tidak bisa memenuhi komitmen tersebut, saya bersedia 

menerima sanksi yang berlaku di UKI. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

Jakarta, 20 Oktober 2021 

Yang menyatakan, 

(Darynaufal Mulyaman) 

NIP: 201731 

 

 

 

(*) Coret yang tidak perlu 

 


